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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

I. Gambaran Umum 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun 

merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 

Kementerian Keuangan Rlyang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang 

kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan lelang., di ba\\'Clh pembinaan Kantor 

Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan T engah. 

Sejalan dengan pelaksanaan refonnasi birokrasi dilingkungan Kernenterian 

Keuangan telah dimulai sejak tahun 2006. Refonnasi Birokrasi yang pada hakikatnya 

merupakan upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap system 

penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan 

(organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan surnber daya manusia (SDM), yang 

merupakan 3 (tiga) Pilar Utama dari Reformasi Birokrasi. Ketiga pilar tersebut., 

dituangkan dalam 9 (Sembilan) program dan 2 ( dua) diantaranya adalah Penataan 

Penguatan Organisasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Berdasarkan 

Keputusan Direl'1ur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-144/ KN/2013 tanggaJ 

12 Agustus 2013, KPKNL Pangkalan Bun ditetapkan sebagai KPKNL Teladan, dan 
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dengan status sebagai KPKNL T eladan maka harus dapat meningkatk:an kineija dan 

dapat memberikan pelayanan kepada stakeholder dan rnasyarakat secara maksimal 

dan memuaskan. 

Mempertimbangkan capatan kinerj~ potensi dan permasalahan, serta 

memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

untuk tahun 2015-2019 adalah 'Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang 

Profesional Dan Akuntabel Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat'. Visi tersebut 

sejalan dengan fungsi strategis yang diemban KPKNL Pangkalan Bun dalam konteks 

pengelolaan kekayaan negara. Berkaitan dengan kekayaan ne~ amanat konstitusi 

sudah sangat jelas menggariskan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar­

besamya kemakmuran rakyaf' (Pasal33 ayat 3 UUD 1945). Negara harus hadir untuk 

memastikan bahwa sumber daya dan kekayaan negara itu dik:elola dengan sebaik:­

baik:nya demi kesejahteraan rakyat. Di sinilah KPKNL Pangkalan Bun berperan 

menjalankan fungsi strategis sebagai representasi peran ne~ khususnya di wilayah 

kerja Pangkalan Bun. 

KPKNL Pangkalan Bun sebagai instansi vertikal DJKN juga memegang 

peranan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 

LKPP merupakan gambatan secara utuh bagaimana transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara. Kualitas LKPP kita menunjukkan tren yang membaik 

sebagaimana ditunjukkan dengan opini yang dik.eluarkan oleh BPK yang melakuk:an 

audit atas LKPP itu. Perlu dik.etahui bahwa pos terbesar di dalam Neraca yaitu aset 

tetap dan itu merupakan salah satu tanggung jawab DJKN untuk memastikan 
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kewajaran nilainya dan mengelolanya. Dengan demikian dapatJah dikatak:an bahwa 

DJKN adalah pengangkat opini atas LKPP karena baik buruk:nya DJKN dalam 

mengelola aset ini menentuk:an baik tidaknya kualitas LKPP tersebut. 

Kontribusi DJKN dalam perekonomian nasional adalah bahwa DJKN juga 

merupakan penghasil altematifPNBP, baik yang diperoleh dari utilisasi aset, maupun 

dari tugas pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang. 

Begitu beragamnya portofolio DJKN tersebut merupakan tantangan sebagai 

··emerging organization" untuk: mewujudkan DJKN sebagai organisasi dengan proses 

bisnis modem dan organisasi yang multitasking ski/1/spesialisasi. 

KPKNL Pangkalan Bun mempunyai misi yang sama dengan misi yang telah 

ditetapkan oleh Direl..1:orat Jenderal Kekayaan Negara, yang terdiri dari : 

a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efel..-tivitas 

pengelolaan kekayaan negara. 

b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan huk:um. 

c) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah. 

d) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam 

berbagai keperluan. 

e) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan,dan 

akuntabel. 

t) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif 

sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan 

masyarakat 
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T ujuan KPKNL Pangkalan Bun sejalan dengan tujuan Direktorat JenderaJ 

Kekayaan Negara pada talmo 2015-2019,yaitu: 

a) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara. 

b) Peningkatan pelayanan penilaian. 

c) Optimalisasi pengurusan piutang Negara. 

d) Peningkatan pelayanan lelang. 

e) Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaik:an governance, dan penguatan 

kelembagaan. 

KPKNL Pangkalan Bun dalam rangka mendukung pencapaian 5 (lima) tujuan 

sebagaimana disebutkan di atas, telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strateg:is 

yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KPKNL Pangkalan Bun pada tahun 

2019 sebagai berikut. 

a) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal~ 

b) Penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel~ 

c) Pengawasan dan pengendalian yang efektif~ 

d) Pengembangan Penilai yang profesional dan {_Juality Assurance yang 

berkelanjutan: 

e) Pembangunan dan pengembangan Database Penilaian yang andal; 

f) Pengurusan piutang negara yang optimal; 

g) PNBPdari pengurusan piutang Negara yang optimal; 

h) Pelayanan lelang yang optimal; 

i) PNBP dari pelayanan lelang yang optimal~ 

j) Organisasi yangfitfor purpose; 
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k) SDM yang kompetitif; 

I) Sistem informasi manajemen yang terintegrasi; 

m) Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara. 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diusia yang menginjak 8 tahun terns 

melakukan pembenahan dan pengembangan di semua lini di antaranya melalui 

penyempurnaan proses bisnis, pengembangan SDM, serta modemisasi kantor-kantor 

pelayanan di daerah, dan yang tak kalah pentingnya adalah transformasi fungsi dari 

asset administrator menjadi asset manager. Transformasi fungsi ini sejalan dengan 

program reformasi jilid 2 yang sedang dijalankan Kementerian Keuangan melalui 

Cetak Biro T ransformasi Kelembagaan yang ditetapkan melalui KMK Nomor 

36/KMK.Ol/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan 

Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025. KPKNL Pangkalan Bun sebagai kantor 

operasional pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sudah barang tentu senantiasa 

turut berupaya mendukung upaya pembenahan dan pengembangan di semua lini 

tersebut.Hal krusial yang perlu dicermati dalam konteks kelembagaan dari sudut 

pandang transformasi kelembagaan adalah sinergi fungsi di bidang perbendaharaan 

(treasury). Dalam cetak bim Transformasi Kelembagaan, DJKN bersinggungan 

dengan 2 fungsi utama, yaitu Fungsi Perbendaharaan dan Fungsi Special A.fis ... ·ion. 

KPKNL Pangkalan Bun pada hakikatnya merupakan instansi vertikal DJKN 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara. Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

170/PMK.Ol/2012 tentang Organisasi dan Tata Kelja lnstansi Vertikal Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Pangkalan Bun mempunyai tugas melaksanakan 
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pelayanan di bidang kekayaan negar~ penilaian, piutang negara dan lelang. KPKNL 

Pangkalan Bun dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi meliputi: 

a) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan 

negara; 

b) Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan pennobonan pengaliban serta 

pengbapusan kekayaan negara; 

c) Registrasi penerimaan berk:as, penetapan, penagiban, pengelolaan barang 

Jamman, eksekusi, pemerik-saan harta kekayaan milik penanggung 

hutang!penjamin hutang~ 

d) Penyiapan bahan pertimbangan atas pennohonan keringanan jangka waktu 

dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang 

dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang 

negara; 

e) Pelaksanaan pelayanan penilaian; 

f) Pelaksanaan pelayanan lelang; 

g) Penyajian infonnasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan 

lelang; 

b) Pelaksanaan penetapan dan penagiban piutang negara serta pemeriksaan 

kemampuan penanggung hutang atau penjamin butang dan eksekusi barang 

Jam man; 

i) Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau 

penjamin hutang serta harta kekayaan lain; 

j) Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang; 
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k) Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barangjarninan; 

l) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang 

negara dan lelang; 

m) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan basil 

lelang; dan 

n) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 

KPKNL Pangkalan Bun dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut diatas, 

saat ini KPKNL Pangkalan Bun diduk:ung oleh 23 pegawai dengan komposisi 

berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut: 

Tabel4. 1 
Komposisi Pegawai KPKNL Pangkalan Bun 

I S2 

4 7 7 1 4 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Boo 

merupakan organisasi setingkat eselon III yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor 

dan dtbantu oleh 7 (tujuh) orang pejabat setingkat eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian 

Umum, Kepala Seksi Pelayanan Kekayaan Negara, Kepala Seksi Penila~ Kepala 

Seksi Piutang Negara, Kepala Seksi Pelayanan Lelang, Kepala Seksi Huk:um dan 

Infonnasi, dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal. Struk:tur organisasi KPKNL 

Pangkalan Bun adalah sebagai berikut: 
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lttaiH 
IPKNL~Bun 

loi&IIM ...... H I 4Staf 

~ I - . 

Kepala Selcsi 
Kepala Selcsi Kepala Selcsi Kepala Selcsi Kepala Selcsi 

Penplolaan Kepala Selcsi 
t Pellpnan 

--- ~~ 
Peliyanan Hulqundan ltplblhan Kekayaan ' 

~ 
Pet:lllllill1 J.R:w i lnfonnasl Internal 

. l + + + + + 
2 Staf I I 1 Stat I I 2 Staf I I 3 Staf 2 Stat I I 1 Staf 

Gambar4.1 
Struktur Organisasi KPKNL Pangkalan Bun 

Berdasarkan pasal33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK..Olfl012 

tentang Organisasi dan T ata Ketja fustansi V ertikal Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara, tugas pejabat eselon IV di lingkungan Kantor Pelayaoan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) Pangkalan antara Jain: 

a) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, 

tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan 

barang milik negara di lingkungan KPKNL. 

b) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, pengbapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan 
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dan pengendaJian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang 

rnilik: negara/kekayaan negara. 

c) Seksi Pelayanan Penilaian mernpunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi 

identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa ~ 

penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan 

penilaian terbadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta 

penyusunan basis data penilaian. 

d) Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan 

dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang 

dan/atau penjamin butang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian 

pertimbangan keringanan butang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, 

pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian 

atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berbarga milik 

penanggung/penjamin butang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk 

memperoleb keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan 

pemerik:saan barang jaminan milik penanggung hutang. 

e) Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen 

persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan 

minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang, 

penatausahaan basil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu 

kecil PT _ Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang Pegadaian. 

f) Seksi Hukum dan lnfonnasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, 

pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi 
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infonnasi dan komunikasi, penyajian infonnasi dan hubungan kemasyaraka~ 

implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik:, 

laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang 

negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan basil Ielang. 

g) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan 

pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap 

kode etik: dan disiplin, dan tindak lanjut basil pengawasan, serta perumusan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

Berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganRI Nomor 135/PMK.O l/2006 

tanggal 29 Desember 2006. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

KeuanganRI Nomor 102/PMK.Ol/2008 tangga1 ll Juli 2008, dan terakhir dengan 

Peraturan Menteri KeuanganRI Nomor 170/PMK.O l/20 12 tanggal 06 Nopember 

2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal DJKN, wilayah k:erja 

KPKNL Pangkalan Bun meliputi 5 k:abupaten, yakni: 

Tabel4.2 
Wilayah Kerja KPKNL Pangkalan Bun 

!I 3 ! Lamandau ; NangaBulik ! 6.414 , 23 I' 

!1 4 , Seruyan KualaPembuang 16.404 ~ 24 
:, Sukamara Sukamara 3.827 1 

Jumlah 
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Profil masing-masing Kabupaten, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut : 

1. Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ibukota Pangkalan Bun dengan jumlah 

penduduk 273.761 jiwa, merupakan tempat kedudukan KPKNL Pangkalan Bun. 

Untuk mencapai kota Pangkalan Bun dapat ditempuh melalui Jalur Udara., Laut 

dan Darat, dengan rincian : 

a. Jalur Udara : Pangkalan Bun ke Jakarta, Banjarmasin, Surabaya dan 

Semarang.; (masing-masing sekitar 1 jam perjalanan) 

b. Jalur Laut : Pangkalan Bun ke Semarang dan Surabaya; 

c. Jalur Darat : Pangkalan Bunke Banjarmasin, Palangkaraya, dan Kabupaten 

dalam wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun. 

2. Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ibu kota Sampit, mempunyai jumlah 

pendudukak sebanyak 429.931 jiwa. Jarak dari Pangkalan Bun ke Sampit sekitar 

225 km dan dapat ditempuh melalui jalur darat dalam waktu 4 - 5 jam atau 

melalui jalur pesawat dengan waktu sekitar setengah jam. 

3. Kabupaten Lamandau, dengan ibu kota Nanga Bulikt, mempunyai jumlah 

pendudukak sebanyak 71.788 jiwa. Jarak dari Pangkalan Bun ke Lamandau 

sekitar 110 km dan dapat ditempuh melalui jalur darat dalam waktu sekitar 2 

Jam. 

4. Kabupaten Seruyan, dengan ibu kota Kuala Pembuang, mempunyai jumlah 

penduduk sebanyak 156.264 jiwa. Jarak dari Pangkalan Bunke Seruyan sekitar 

452 km dan dapat ditempuh melalui jalur darat dalam waktu 8- 9 jam. 

5. Kabupaten Sukamara, dengan ibu kota Sukamara, mempunyai jumlah penduduk 

sebanyak 49.943 jiwa. Jarak dari Pangkalan Bun ke Sukamara sekitar 237 km 
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dan dapat ditempuh melalui jaJur darat daJam waktu 3 - 4 jam. Kabupaten 

Sukamara berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat 

dan dibatasi oJeh sungai JeJai. Akses jaJan darat saat ini dapat menjadi kendala 

terutamajika musim hujan, maka untuk menuju ke Sukamara melalui Kabupaten 

Lamandau yang jarak tempuh Jebih jauh sampai 2 - 3 kaJi dan saat ini sedang 

dibangun jalan fly over karena meJewati rawa-rawa~ atau dapat pula ditempuh 

melalui jaJur sungai, kemudian dilanjutkan dengan jaJur darat 

6. Selain dari itu, dari PangkaJan Bun menuju PaJangkaraya diJaJui melaJui jaJur 

darat dengan jarak sekitar 4 50 km dan waktu tempuh sekitar 9 - I 0 jam,. 

demikian pula dari Pangkalan Bun menuju Banjarmasin dapat pula melaJui jaJur 

darat denganjarak tempuh sekitar 750 km dan waktu tempuh sekitar 13- 14 jam. 
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Peta Wilayah Kalimantan Tengah 

Gambar4.2 
Peta Behan Kerja KPKNL Pangkalan Bun 

Kebijakan yang dilaksanakan pada kantor pusat DJKN tahun 2010-2014 

dalam rangka mewujudkan pengelolaan kekayaan negara. yang profesional dan 

akuntabel meliputi: (i) penguatan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan kekayaan 

negara; (it) pengamanan kekayaan negara melalui 3T (Tertib administrasi, Tertib 

huknm, dan Tertib fisik); (iii) utilisasi kekayaan negara melalui pemanfaatan, 

penetapan status penggunaan, tukar-menukar, hi~ penyertaan modal pemerintah 
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pusat, dan underlying asset dalam rangka penerbitan Surat Berbarga Syariah Negara 

(SBSN); (iv) pengelolaan aset eks BPPN,. BDL, dan PPA dalam rangka pengembalian 

(recovery) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (v) perencanaan dan 

penatausahaan investasi pemerintah; (vi) restrukturisasi danlatau revitalisasi BUMN 

serta pengkajian privatisasi BUMN; (vii) pengurusan piutang negara dengan prinsip 

good governance yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu transparansi. a/amtahi/itas. 

responsibilitas. independen, dan fairness; (viii) kebijakan intensifikasi lelang melalui 

penyederbanaan (simplifying) akta lelang dan pengamanan (securing) dalam bentuk 

pencetakan aida lelang di atas security paper serta kebijakan ekstensifikasi lelang 

melalui penggalian potensi lelang. 

Kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2010-2014 tingkat KPKNL 

Pangkalan Bun meliputi: (i) pengamanan kekayaan negara melalui 3T (fertib 

administrasi,. Tertib hukum, dan Tertib fisik); (ii) utilisasi kekayaan negara meJalui 

pemanfaatan, penetapan status penggunaan, tukar -menukar dan In bah, dan underlying 

asset dalam rangka penerbitan Surat Berbarga Syariah Negara (SBSN). 

Di bawah ini akan diuraikan secara lebih detail mengenai beban kerja dan 

capaiaiKapaian yang telah dihasilkan oleh KPKNL Pangkalan Bun, sesuai dengan 

tugas dan fungsi yang ada. 

a. Pengelolaan Barang Milik Negara 

Pengelolaan barang milik negara (BMN) yang baik dapat menjamin keberbasilan 

dan keberlangsungan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada 

publik. Langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang 
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profesiooal telah dilakukan melalui pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN 

pada 42 Kementerian/Lembaga (KIL) pada k:urun waktu tabnn 2007 sampai dengan 

tahun 2012. Pada tahun 2012, KPKNL Pangkalan Bun membawahi totall60 satker, 

tahun 2013 sebanyak 151 satker dan tahun 2014 sebanyak 162 satker. Di setiap tahun 

jumlab satuan kerja selalu berbeda karena Seksi PKN KPKNL Pangkalan Bun juga 

mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang 

setiap tabun jumlab satker dan dananya berubab-ubah. Nilai Barang Milik Negara 

yang dikelola oleh KPKNL Pangkalan Bunpada tahun 2012 adalah sebesar 

Rpl224.499.292.706, pada tahun 2013 sebesar Rpl.579.028.020.631 , dan pada tahun 

2014 adalah sebesar Rpl.273.717.300.048. Pada Tahun 2014 terjadi penurunan nilai 

BMN karena mulai bedakunya PMK Nomor Ol/PMK.06/2013 tentang Penynsutan 

BMN berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat. 

Perlrembangan Nilai BMN di wilayah Seksi PKN KPKNL Pangkalan Bnnpada 

periode tahun 2012 - 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: 

• 
1 

2 

3 

Tabel4.3 
Peikembangan Nilai Barang Milik: Negara tabun 2012-2014 

Lingkup KPKNL Pangkalan Bun ...... ...., __ ...... ........... ....... ...... 
31 Desember2012 1.224.499.292.706 

31 Desember 2013 1.579.028.020.631 354.528.727.925 22,45o/o 

31 Desember 2014 1.273.717.300.048 -305.310.720.583 -23,97% 
. 

*)terhitung muloi 1 Januari 2013 diberlabt/ron Penyusutan ni/ai BMN 

Pasca penatausahaan BMN yang te1ah dilakukan, maka tahapan strategis 

selanjutnya dari pengelo1aan BMN adalah upaya mengoptimalkan BMN dimaksud 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Optimalisasi ini dapat diketahui dari 
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sejauh mana BMN yang dimiliki diutilisasi atau didayagunakan, baik untnk 

digunakan dalam menunjang tugas dan fungsi pemerintahan maupun untuk 

dimanfaatkan di luar tugas dan fungsi utama pemerintahan, tetapi dapat membawa 

dampak positif bagi keuangan dan perekonomian negara Utilisasi kekayaan negara 

terus mengalami kenaikan, pada tahun2012 nilai kekayaan negara yang diutilisasi 

sebesarRp7.000.268.686, tahun 2013 sebesarRp22.967.428.454, tahun 2014 sebesar 

Rp17337.101277. 

Selain BMN tersebut di atas, KPKNL Pangkalan Bun juga mengelola bebelapa 

aset yang berasal dari Rampasan Kejaksaan dan Tegahan Bea dan Cukai. 

b. Penilaian 

Dalam rangka mendukung pe1aksanaan pengelolaan kekayaan negara, kegiatan 

penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah posat, pemanfaatan, 

dan pemindahtanganan barang milik negara Sepanjang tahun 2012-2014, Penilai 

KPKNL Pangkalan Bun telah menyelesaik:an 28 laporan penilaian dalam rangka 

pemindabtanganan. Untnk pemanfaatan tidak ada permohonan penilaian dari satker-­

satker di wilayah Pangkalan Bun. 

Salah satu peran penting KPKNL Pangkalan Bun dalam menyelesaikan temuan 

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat antara lain dengan telah dilaksanakannya 

kegiatan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap sebagai tindak lanjut atas temuan 

BPK pada LKPP tahun 2010, 2011 , 2012, dan 2013 dengan fokus utama yaitu Aset 

Tetap yang berdasarkan LHP BPK dinyatakan belum dilakuk:an IP. 
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Penilai KPKNL Pangkalan Bun juga berperan dalam pengelo1aan aset Barang 

Mtlik Daerah (BMD) menentukan nilai wajar BMD nntnk kepentingan penghapusan. 

c. Pengurosan Piutang Negara 

Tugas dan fungsi penting lainnya dari K.PKNL Pangkalan Bunada di ranab 

pengurusan piutang negara dan piutang daerab. Meni1ik karakteristiknya, tanggung 

jawab ini krusial dalam mengamankan kekayaan negara yang ada dalam wujud 

piutang yang belmn tertagib. Sesuai dengan Undang-Undang Prp Nomor 49 Tahnn 

1960, fimgsi ini dijalankan oleh lembaga khusus yang disebut Panitia Urusan Piutang 

Negara (PUPN), yang dalam operasionalisasinya di wilayah Pangkalan Bun 

dieksekusi oleh KPKNL Pangkalan Bun. 

Realisasi penyelesaian outstanding BKPN dalam rangka roadmap percepatan 

penyelesaian pengurusan piutang negara selama tahun 2012-2014 sebanyak 253 

BKPN. 

300 

200 

100 

0 --2012 
2013 I 

2014 

2012 2013 2014 
Target 25 Targets • Realisasi 74 

!:! ~"'!!: 

Gambar4.3 
Pencapaian Target Roadmap sampai dengan Desember 2014 
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Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) merupakan jum1ah Piutang Negara 

yang dapat diselesaikan pengurusannya oleh PUPN Cabang Kalimantan 

Tengah!KPKNL Pangkalan Bunyang berasal dari Piutang Negara Dapat Ditagih 

(PNDn, Penarikan, Pengembal1an KPR-BTN, Angsuran/ Penarikan/Lunas PSBDT, 

dan Lunas.HasiJ pengurusan piutang negara berupa Piutang Negara yang dapat 

Diselesaikan (PNDS) tahun 2012 sebesar 626 juta, tahun 2013 sebesar 396 juta, dan 

tahun 2014 sebesar 44 jutaserta pencapaian PNBP berupa biaya adminis1arasi 

pengurusan piutang negara tahun 2012 sebesar 71 juta, tahun 2013 sebesar 11 juta, 

dan tahw2014 sebesar 1 juta. 
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390 
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Gambar4.4 

2014 
100 

44 

Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) Tahw2012-2014 
(Juta Rupiah) 

d. Pelayanan Lelang 

Lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan secara. terbuka untuk umum. 

Dalam perkembangannya, lelang tidak banya menjalankan perannya sebagai media 

transaksi jual beli barang, namun di sisilain memiliki fungsi strategis dalam 

mendukung pendapatan negara (PNBP) melalui penerimaan bea lelang pada setiap 
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lelang yang dilaksanakan serta mengamankan potensi penerimaan negara dari sektor 

perpajakan melalui PPh dan BPHTB. 

Wujud upaya optimalisasi dalam pelayanan lelang adalab Continuous 

Improvement dalam pe1ayanan lelang. antara lain meuingkatkan Sumber Daya 

Manusia melalui pembinaan yang berkesinambungan dituojang dengan keikutsertaan 

Pejabat Lelang/pegawai dalam diklat terkait lelang. modemisasi lelang antara lain 

dengan .menyelenggarakan lelang dengan cara penawaran melalui Teknologi 

Infonnasi dan Komunikasi (e-auction), danmelaksanakan lelang aset BMN dari 

Kementerian/Lembaga, serta pe1aksanaan Lelang Ekseknsi Hak Tanggungan kredit 

macet perbankaa 

Pelayanan Jelang selama tahun 2010-2014 menunjukkan kenaikan, baik dari 

frekuensi Jelang. pokok lelang maupun bea lelang. Realisasi pada tahun 2010 

ftekuensi Jelang 57 dengan pokok lelang sebesar 2.6 miliardan PNBP berupa bea 

lelang sebesar 53.3 juta. Tahun 2011 frekuensi Jelang 100 dengan pokok lelang 

sebesar 5.3 miliar dan PNBP berupa bea lelang sebesar 53.8 juta. Tahun 2012 

ftekuensi Jelang 103 dengan pokok lelang sebesar 5 miliar dan PNBP berupa bea 

lelang sebesar 67.5 juta. Tahun 2013 frekuensi lelang II9 dengan pokok lelang 

sebesar 324 Jmliar dan PNBP berupa bea lelang sebesar 244 juta. Tahun 2014 

frekuensi Jelang 141 dengan pokok leJang sebesar 4.64 miliar dan PNBP berupa bea 

lelang sebesar 1.18 miliar. 
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2011 20U 2013 

Target • Realisasi 

Gambar4.5 
Tren Capaian Frekuensi lelang tahun 2010-2014 

2011 2012 2013 

Target • Realisasi 

Gambar4.6 
Tren Capaian Pokok Lelangtahun 2010-2014 

(miliar Rupiah) 

2014 

2014 

Kebijakan untuk modernisasi lelang terns dikembangkan KPKNL Pangkalan 

Bun, diantaranya adalab sistem Jelang dengan penawaran meJalui TeknoJogi 

Informasi dan Komunikasi {TIK) atau e-auction. Pada dasarnya langkah tersebut 

ditempuh oleh DJKN dengan maksud menghadirlcan kebijakan yang dapat 
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meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan transparansi, ak:untabilitas, 

dan keamanan dalam setiap pelaksanaan lelang. Payung hokum pelak:sanaan e­

auction adalah Peraturan Diijen Kekayaan Negara. Nomor4/KNI2014 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui Surnt Elektronik (Email) pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara. dan Lelang. 

Action plan berikutnya, KPKNL Pangkalan Bun merencanak:an untuk: 

melak:sanak:an lelang dengan peoawaran melalui internet. Perbedaan deogan 

penawaran melalui email adalah bahwa dalam lelang melalui internet. peserta lelang 

dapat melihat setiap penawaran yang diajukan oleh peserta lelang lainnya, dan 

dimungkinkan bagi peserta lelang untuk melak:ukan penawaran Jebih dari satu kali. 

Selain pencapaian-peocapaian dari 4 ( empat) seksi yang menjadi core bisnis 

K.PKNL Pangkalan Bun tersebut di atas, K.PKNL Pangkalan Bun berdasarkan survey 

Jndeks Kepuasan Layanan Masyarakat mulai tahun 2012 sampai dengan 2014 selalu 

di atas targetdari target4,00 dengan skala 1-5 yaitu tahun 2012 mencapai 4,19, tahun 

2013 mencapai 4,50 dan tahun 2014 mencapai 4,28. Sedangkan Nilai Kerja 

Organisasi (NKO) juga diatas target 100 dimana tahun 2012 mencapai 1 02,67o/o, 

tahun2013 mencapai 109,16%danthun2014mencapai 113,67%. 
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Gambar4.7 
Ni1ai Ketja Organisasi (NKO) 

2. Pengendalian Intern di KPKNL Pangkalan Bun 
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• Target 

• Realisasi 

Pelaksanaan pengendalian intern di KPKNL Pangkalan BlDl dimulai secara 

konkrit setelah dibentuknya atau adanya penambahan seksi bam dalam struktur 

organisasi KPKNL yaitu adanya Seksi Kepatuhan Internal Seksi Kepatuban internal 

ini merupakan bagian dari Unit Kepatuban futemal (UKl) yang merupakan pelaksana 

penerapan pengendalian intern di Lingkungan Kementerian Keuangan_ Sebagai 

wujud implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kenangan dan pedoman 

teknis kerangka keJja penerapan pengendalian intern dan pemantauan pengendalian 

intern adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/K.MK.09/2013 tentang 

Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan 

Pengendalian Intern di LingklUlgan Kementerian Keuangan. 

Seksi Kepatuhan Internal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

170/PMK.Ol/2012 tentang Organisasi dan Tata Kelja Unit Vertikal DJKN, memiliki 

tugas, yaitn: pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan 
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risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut basil 

pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

T ujuan penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan 

adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan 

organisasi. Penerapan pengendalian intern diharapkan memberi manfaat kepada 

KPKNL Pangkalan Bun dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operas~ 

meningkatkan kualitas tata kelola dan sistem pelaporan, terjaganya kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, meningkatnya pengamanan 

terhadap aset negara; dan meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para 

pemangku kepentingan. 

Penerapan Pengendalian Intern di KPKNL Pangkalan Bun dibatasi dengan 

prinsip-prinsip dalam mencapaian tujuan organisasi, merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan khususnya dalam 

perencanaan strategis, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, mempertimbangkan 

keseimbangan aspek biaya dan manfaat~ dan menjaga kepatuhan terhadap hukuman 

dan peraturan perundang-undangan. 

Kebijakan umum penerapan pengendalian intern di Lingkungan Kementerian 

Keuangan adalah: 

a. Penerapan pengendalian intern disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik 

masing-masing unit eselon I. 

b. Pimpinan unit eselon I harus menetapkan sistem, kebijakan, prosedur, rencana 

kerja, dan menyelenggarakan pelatihan yang memadai dalam penerapan 

pengendalian intern 
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c. Pimpinan unit eselon I harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk 

menduk'liDg keberhasilan penerapan pengendalian intern. Sumber daya dimaksud 

meliputi pegawai, dana, sarana prasarana, sistem informasi dan komunikasi, 

dokumentasi, dan sumber lainnya yang diperlukan pada setiap tahapan penerapan 

pengendalian intern. 

d. Setiap level pimpinan unit eselon I memberikan teladan budaya pengendalian 

intern yang kuat kepada pegawai di lingkungan kerjanya. 

e. Setiap unit eseloan I melakukan evaluasi dan pengembangan berk:elanjutan dalam 

rangka peningkatan penerapan pengendalian intern 

f. Inspektorat jenderal sebagai aparat pengawas intern secara aktif mendorong 

penerapan pengendalian intern di lingkungan Kementerian kementerian 

Keuangan. 

Fokus utama penerapan pengendalian intern di Kementerian Keuangan adalah 

pada pembangunan lingkungan pengendalian yang kondusif serta pelaksanaan 

kegiatan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran operasional, 

pelaporan, dan ketaatan. Pengendalian intern diterapkan pada berbagai level dan area 

organisasi seperti pada level kementerian, eselon I, eselon II, dan eselon III 

pelayanan/operasional. 

Seluruh jajaran KPKNL Pangkalan Bun sesuai PP 60 tahun 2008 dan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/20 13 hams melaksanakan 

pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu: 

a. Lingkungan Pengendalian 
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Lingkungan pengendaJian adalah lingkungan daJam keseJuruhan organisasi 

yang menimbuJkan perilaku positif dan kondusif untuk: penerapan pengendalian 

intern dan manajemen yang sehat. 

Lingkungan pengendalian tersebut diwujudkan melalui: 

1) Penegakan integritas dan nilai etika; 

2) Komitmen terhadap kompetensi~ 

3) Kepemimpinan yang kondusif; 

4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 

5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 

6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber 

daya manusia; 

7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan 

8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 

b. Penilaian Risiko 

Penilaian risiko dilakukan melalui identiftk:asi dan analisis atas risikof'"apa 

yang bisa salah'~) pada tahapan-tahapan kegiatan {transak:sional). Risiko yang telah 

teridentiftk:asi k:emudian dianalisis untuk: mengetahui pengaruhnya terhadap 

pencapaian tujuan. Pendek:atan ini akan menghasilk:an k:egiatan pengendaJian yang 

sifatnya rutin atau berjalan terus-menerus. 

c. Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian adaJah k:ebijakan dan prosedur yang dapat membantu 

memastikan dilak:sanak:annya araban pimpinan instansi pemerintah untuk: merespon 
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risiko. Kegiatan pengendalian diselenggarakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, 

dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan. 

d. Komunikasi dan lnforrnasi 

Komunikasi dan infonnasi adalah proses yang berkelanjutan dan bernlang 

antara organisasi dan para pemangku kepentingan dalam rangka saling memberikan, 

berbagi, dan memperoleh informasi serta melakukan dialog terkait dengan 

pengendalian intern. Identiftkasi, pencatatan, dan komunikasi informasi dilakukan 

dalam bentuk dan waktu yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian 

dan tanggungjawab. 

e. Pemantauan 

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja 

sistem pengendalian intern dari waktu ke waktu. Pemantauan dilaksanakan melalui 

pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya. 

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan melalui kegiatan pengawasanfsupervise oleh 

manajemen yang melekat dalam operasi normal suatu entitas. Evaluasi terpisah pada 

Kementerian Keuangan dioptimalkan melalui pemantauan pengendalian utama dan 

pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan yang dilakukan oleh 

pelaksana pemantauan pengendalian intern. 

KPKNL Pangkalan Bun dalam monitoring sesuai Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 32/KMK09t20l3 barns berdasarkan konsep tiga lini pertahanan. 

Konsep tiga lini pertahanan memandang implementasi pengendalianintern sebagai 

lini pertahanan tiga lapis yaitu: 
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a. Lini pertahanan pertama adalah manaJemen dan seluruh pegawa1 yang 

melaksanakan proses bisnis. Lini pertahanan ini merupakan lini pertahanan terpenting 

dalam rnencegah kesalahan, mendeteksi kecurangan, serta mengidentifikasi 

kelemahan dan kerentanan pengendalian. Dengan demikian, seJuruh pimpinan dan 

pegawai harus memahami dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas 

dantanggungjawab pengendalian kegiatan rnasing-masing. 

SeJanjutnya, peran dan tanggung jawab manaJemen dan setiap pegawai 

Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut: 

I ) Pimpinan unit eselon I menetapkan kebijakan penerapan pengendalian intern 

unit eselon I~ 

2) Pimpinan unit eselon 1 melaporkan basil pemantauan pengendalian intern unit 

eselon I kepada Menteri Keuangan; 

3) Setiap level pimp in an unit eselon I sampai dengan unit eselon IV berperan ak'tif 

dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang kondusif~ 

dan 

4) Setiap level pimpinan unit eselon I sampai dengan unit eselon IVdan setiap 

pegawai berperan aktif dalam melaksanakan unsur-unsur pengendalian intern 

berupa penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan 

pernantauan berkelanjutan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. 

b. Lini pertahanan kedua merupakan fungsi pemantauan. Dalam konteks 

pengendalian intern di Kementerian Keuangan, fungsi ini dijalankan oleh Unit 

Kepatuhan Internal (UKI) yang bertugas memantau pengendalian intern di setiap 
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tingkatan manajemen. Unit Kepatuhan Internal di KPKNL dijalankan oleh Seksi 

Kepatuhan InternaL Unit pemantau ini harus memperingatkan lini pertahanan 

pertama apabila dijumpai kelemahan pengendalian intern baik dari segi tahapan 

rancangan sampai dengan tahapan pelaksanaannya. 

Adapun peran dan tanggung ja\\'3b UKI (Seksi Kepatuhan Internal) di 

KPKNL Pangkalan Bun adalah sebagai berikut: 

1) Mendorong pengembangan dan penerapan pengendalian intern sesuai togas dan 

tanggungjawabnya~ 

2) Melakukan pemantauan pengendalian intern sesuai togas dan tanggung 

jawabnya~ dan 

3) Melaporkan basi] pemantauan pengendalian intern kepada p1mpman dan 

Inspektur Jenderal. 

c. Lini pertahanan ke tiga adalah fungsi auditor internal. Dalam konteks pengendalian 

intern di Kementerian Keuangan, fungsi ini dijalankan oleh Inspektorat JenderaJ. 

Dengan demikian, seluruh organisasi hams memperhatikan dengan seksama 

rekomendasi Inspektorat Jenderal untuk peningkatan pengendalian intern dan 

memperbaiki kekurangan. 

Adapun peran dan tanggung jawab Inspek1:orat JenderaJ adalah sebagai 

berikut: 

1) Memberikan konsultasi penerapan pengendalian intern di lingkungan 

Kementerian Keuangan. 

2) Memberikan asurans (assurance) secara independen dan objektif bahwa 

pengendalian intern telah dilaksanakan secara efektif danefisien, antara lain 
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melalui audit atas lini pertahanan pertama dan kedua untuk memastikan 

bahwa mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. 

3) Melaporkan kecurangan atau kekeliruan yang terjadi dan kelemahan 

pengendalian yang membahayakan organisasi. 

Agar konsep ini berbasil, komunikasi dan koordinasi antar linipertahanan hams jelas 

ditetapkan. 

Peraturan Menteri Keaungan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka 

kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian 

Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, juga mengatur tentang pelaksanaan 

pemantauan pengendalian internal di lingkungan DJKN termasuk Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang. 

Pemantauan pengendalian intern di KPKNL Pangkalan Bun dilaksanakan 

dengan tujuan untuk: 

1. membantu pimpinan unit kerja untuk meningkatkan penerapan pengendalian intern 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi: 

2. memastikan pengendalian utama (key control) dijalankan sesuai dengan sis~ 

prosedur, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku: dan 

3 _ memastikan kecukupan rancangan pengendalian intern. 

Pemantauan pengendalian intern di KPKNL Pangkalan Bun secara garis besar 

dilakukan melalui duacara yaitu pemantauan berkelanjutan {on going monitoring) dan 

evaluasi terpisah(separate evaluation). Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan 

melalui kegiatan pengawasanlsupervisi oleh manajemen yang melekat dalam operasi 

normal suatu entitas. Evaluasi terpisah dilaksanakan oleh orang yang terlatih dan 
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terpisah dari operasi (auditor internal) atau orang dalam organisasi yang sebagai 

bagian dari togas rutinnya bertanggung jawab untuk mengawasi proses atau 

memantau operasi pengendalian tertentu. 

Evaluasi terpisah oleh pelaksana pemantauan tersehut terdiri dari: 

1. Pemantauan pengendalian utama, yaitu kegiatan untuk memastikan hah\\'Cl 

pengendalian utama yang ditetapkan dalam suatu kegiatan telah berjalan dengan 

menggunakan perangkat pemantauan yang telah disusun. Pemantauan ini 

diterapkan pada level kegiatan (transactional level) dengan memilih kegiatan 

tertentu berdasarkan pertimhangan faktor risiko. 

2. Pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan pengendalian 

intern, yaitu kegiatan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan kecukupan 

rancangan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan. 

Pemantauan ini diterapkan terhadap penerapan unsur-unsur pengendalian intern 

tingkat entitas dan kegiatan yang dipilih pada pemantauan pengendalian utama. 

Pemantauan pengendalian utama dilaksanakan melalui pengujian atas 

keberadaan atnbut pengendalian utama. Dasar pemikiran yang digunakan adalah 

hahwa atribut merupakan ciri khusus atau hukti bahwa pengendalian telah 

dilaksanakan. Dengan demikian, hila pada saat dilakukan pengujian atrihut telah 

nyata ada maka patut diyakini hahwa pengendalian dengan atnbut tersebut telah 

dilaksanakan. Sehaliknya hila atrihut pengendalian tidak ada maka patut diduga 

pengendalian bersangkutan tidaklbelum dijalankan. 

T ahapan pemantauan pengendalian utama adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Pengujian 
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Persiapan pengujian dilakukan dengan menyiapkan rencana permintaan dokumen 

yang menjadi sampel kepada pelaksana pengendalian dan menyiapkan semua 

perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan pengujian. 

2. Pelaksanaan Pengujian 

Terdapat dua kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pengujian 

yaitu: 

a. Pengujian Atribut Pengendalian 

b. Observasi Pelaksanaan Pengendalian 

3. Pelaporan 

Jenis Laporan Pemantauan Pengendalian Utama: 

1) Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) 

LHPPU adalah laporan mengenai tingkat kepatuhan dan temuan basil pengujian 

pengendalian utama suatu kegiatan dalam periode tertentu; perkembangan tindak 

lanjut atas rekomendasi dalamperiode tersebut; dan rekapitulasi tindak lanjut yang 

belum tuntas dari basil pemantauan periode sebelumnya. 

2) Laporan Temuan Segera 

Laporan T emuan Segera adalah Iaporan mengenai temuan yang perlu segera 

ditindaklanjuti karena ada pengendalian utama yangsering tidak dilaksanakan dan 

berpengaruh tinggi terhadap strategi/aktivitas operasi dan/atau terhadap 

kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dengan demikian 

terdapat 3(tiga) kriteria utama ternuan bersifut segera yaitu: 

a) suatu pengendalian sering tidak dilaksanakan; 
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b) berpengaruh tinggi terhadap strategi/aktivitas operasi dan/atau terhadap 

kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders); dan 

c) perlu segera ditindaklanjuti untuk mencegah kegagalan yanglebih luas. 

3) Laporan Temuan Berindikasi Fraud 

Laporan Temuan Berindikasi Fraud adalah laporan mengenai adanya indikasi 

fraud yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang intern Kementerian 

Keuangan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi daolatau 

kelompoknya dan merugikan organisasi. 

B. Hasil 

Penelitian pengendalian intern di KPKNL Pangkalan Bun dilaksanakan pada 

tanggal 1 Maret sampai dengan 1 5 April 2016. Lokasi penelitian adalah di KPKNL 

Pangkalan Bun dan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah (sebagai 

superintenden KPKNL Pangkalan Bun). 

Berdasarkan basil penelitian dokumentasi pada Seksi Kepatuhan Internal 

KPKNL Pangkalan Bun diperoleh basil evaluasi terhadap implementasi sistem 

pengendalian intern sesuai unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah dalam 

PP 60 tahun 2008 yang dituangkan dalam Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat 

Entitas (EPITE) selama tahun 2013, 2014 dan 2015 pada KPKNL Pangkalan Bun 

adalah tinggi (sesuai PMK Nomor 32/PMK.09/2013 nilai dibawah 34% adalah 

rendah, 34% keatas s.d 63% adalah sedang, dan diatas 63% adalah tinggi) dengan 

rincian tahun 2013 sebesar 97,67%, tahun 2014 sebesar 93,1SO/o dan tahun 2015 

sebesar 97,67%. Metode yang digunakan adalah survey terhadap seluruh kepala seksi 
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dan staf pelaksana KPKNL Pangkalan Bun, wawancara terhadap seluruh kepala seksi 

dan salah satu staf yang dianggap paling kompeten, reviu dokumen dan observasi 

oleb bagian Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Pangkalan Bun. 

Setelah melihat basil evaluasi implementasi kebijakan sistem pengendalian 

intern pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

lntem Pemerintah di atas, berikut penulis jabarkan basil penelitian implementasi 

sistem pengendalian intern berdasarkan teori George C. Edward Ill sebagai berikut: 

I. Komunikasi 

"Komunikasi merupakan salah satu \rariabel penting yang yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan 

keberhasilan pencapain tujuan dari implementasi kebijakan publik", menurut 

Agostino (2006:157). Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat 

keputusan mengetatahui apa yang akan mereka kerjakan. Berdasarkan basil 

wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa informan, diketahui komunikasi 

dalam implementasi kebijakan sistem pengendalian internal di KPKNL Pangkalan 

Bun adalah sebagai berikut: 

a. lndikator mengetahui kebijakan 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 

diperoleh jawaban sebagai berikut: 

'"'"belum pernah menjadapat sosialisasi atau workshop mengenai Sistem 
Pengendalian Intern, pemah mendengarsekilas saja mengenai Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, namun belum pernah membaca peraturan 
terse but" 
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Kepala Seksi Piutang Negara juga demikian, dengan jawaban: 

'belum pernah membaca dan mendapat sosialisasi Peraturan Pemerintah uomor 
60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian Intern Pemerintah. namun pemah 
mendengar tentang sistem pengendalian intern dan peraturan tersebut" 

Kepala Subbag Umum dalam wawancaranya menjawab: 

"bel urn pemah membaca Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang 
sistem pengeudalian Intern Pemerintah dan mendapat sosialisasi yang utuh 
mengenai sistem pengendalian intern." 

Kepala Seksi Pe1ayanan lelang dalam wawancaranya mengatakan sebagai berikut: 

""Iya pe~ di intema1kantor rnelalui sharing k11ow/edge oleh kepala kantor 
dan kepala seksi kepatuhan internal'' 

Kepala KPKNL Pangkalan Bundalam wawancaranya mengatakan: 

•·ya saya mengetahui, untuk secara keseluruhan (pegawai) ada yang belurn 
mengetahui." 

Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwi] DJKN Kalimantan 

Se1atan dan Tengah mengatakan dalam wawancaranya: 

"Pernah mendapat sosialisasi namun belum pemah mensosialisasi Peraturan 
Pemerintah Nomor: 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di KPKNL Pangkalan Bun." 

Berdasarkan hasil wawancara kelima informan di KPKNL Pangklan Bun 

tersebut dapat digarisbawahi bahwa informan mengetahui adanya sistem 

pengendalian intern. namun sebagian besar informan sebagai pelaksana pengendalian 

belum mendapat sosialisasi secara mendalam dan utuh mengenai sistem pegendalian 

intem.Hanya satu informan yang pemah mendapatkan sosialisasi melalui shari11g 
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knowledge. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem pengendalian intern 

belum disosialisasikan secara keseluruhan kepada pejabat dan pegawai KPKNL 

Pangkalan Bun serta dari Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah juga belum 

pemah melakukan sosialisasi tentang sistem pengendalian intern khususnya kebijakan 

PP 60 tahun 2008 ke KPKNL Pangkalan Bun. 

b. lndikator mengerti maksud dan tujuan kebijakanserta fokus ufilma 

kebijakan 

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Piutang Negara, maksud dan tujuan 

pengendalian intern adalah sebagai berikut: 

··sesuai (pelaksanaan tugas) dengan mekanisme, agar tidak melenceng (dari 
tujuan organisasi), adanya pengawasan dari kepala kantor agar kerja kita 
sesuai SOP." 

Kepala Seksi Pelayanan Lelang menjawab bahwa tujuan sistem pengendalian 

intern adalah: 

·'untuk memberi early warning sistem terhadap kegiatan yang kita lakukan, 
sebagai pengendali tingkat pertama, apakal1 pekerjaan telah dilaksanakan 
dengan baik dan benar sesuai aturanatau belum, dan tujuannya memitigasi 
resiko agar tidak ada resiko negatif dikemudian hari" 

Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mengartikan sistem pengendalian 

intern, maksud dan tujuannya sebagai berikut: 

''"Sistem pengendalian intern itu merupakan sebuah cara bagaimana sebuah 
kegiatan itu yang ada dalam sebuah institusi atau organisasi ito bisa dilakukan 
sesuai dengan peraturan yang ada kemudian dengan standar-standar pelayanan 
yang ada yaitu barns dibuat aturan yang jelas bagaimana pelaksanaannya, 
bagaimana kalau terjadi hal-hal diluar yang dikehendaki dan sebagainya. 
Maksudnya (system pengendalian intern) agar tujuan-tujuan organisasi itu 
bisa dilaksanakan sebagai mana mestinya, sesuai yang diharapkan supaya 
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tidak terjadi penytmpangan, tidak terjadi kegiatan-keglatan yang tidak 
seharusnya ~ 

Kepala Seksi Piutang Negara mengatakan bahwa maksud dan tujuan sistem 

pengendalian intern adalah: 

"Iya itu dalam rangka pengendalian di kantor tujuannya supaya kantor itu 
berjalan sesuai dengan mekanismenya, terns mungkin adanya pengawasan 

dari kepala kantor agar kita bekerja sesuai dengan mekanisme dan SOP 
nya.Jadi walaupun belum pernah mendapat sosialisasi tentang SPI tapi kita 
sudah melakukan pengendalian itu, seperti etika. ~ 

Kepala KPKNL Pangkalan Bun mengatakan bahwa maksud dan tujuan sistem 

pengendalian intern adalah: 

"'Maksud dan tujuan SPl adalah agar kegiatan dapat efektif dan efesien, basil 
laporan keuangan yang handal dan pengamanan aset negara serta taat kepada 
peraturan penmdangan.Para pegawai sudah emahaminya." 

Kepala Bidang KIHI Kaowil DJKN Kalimantan Selatan dan Ten gab 

mengatakan: 

"Tujuan pengendalian intern adalah untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi 
belum maksimal, terutama tentang SDM yang ditempatkao di seksi untuk 
mendukung pengendalian intern. Disisi sistem belum maksimal 
(peraturaunya), SOP belum ada tentang pengendalian intern, contoh: LHPPU 
masih terbatas, belum maksimal. LHPPU yang hanya layanan unggulan bagus 
tapi dari sapaian organisasi tidak terlihat, di Piutang Negara tidak ada 
pemantauan. Perlu ditingkatkan kewenangan KI, karena tidak ada 
kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap unit-unit yang dipantau atau 
pegawai yang ditemukan melanggar. KI belum diberikan kewenangan Iebih, 
barang kali bertahap. KI menjaga agar tidak keluar rel." 

Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam wawancaranya 

mengatakan: 

''Sistem pengendalian intern adalah jantungnya dari proses pengawasan yang 
ada, sistem pengendalian intern sangat penting terhadap potensi-poteusi 
permasalahan yang mungkin terjadi dalam proses jalannya pelayanan di 
kantor. Jadi Implementasi kebijakan PP no 60 tahun 2008 ini sudah 
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dilak:ukan di DJKN dan wajib sifatnya di kantor KPKNL Pangkalan Bun 
dan berikut turunannya dari PP tersebut, ada PMK dan per dirjen. Ada 
kewajiban bagi kita untuk rnelak:ukan sistem pengendalian intern, narnun 
demikian DJKN dan KPKNL punya tupoksi yang banyak dan antara tugas 
satu dengan yang lainnya tidak bersinggungan maka kantor pusat baru 
menerapkan pengendalian internal terhadap beberapa pekerjaan. Seperti 
pada kekakyaan negara, yaitu utilisasi. Tahun 2016 di tambah pengendalian 
intern tentang penilaian, kita sangat konsen terhadap pengendalian intem. 

Mengingat kebijak:an implementasi PP 60 cukup bam belum semua 
kementrian lembaga menerapkan. Kemenkeu sangat konsen. Di DJKN ada 
pengendalian internal yang sifutnya bulanan, triwulanan, semesteran, dan 
tahunan yang di Japorkan ke kantor pusat. Tahun 2015 terdapat 2 indikasi 
yang sifatnya resiko ringan tapengendalian intern hila dibiarkan dapat 
menjadi liar dan mengganggu proses pelayanan. Disinya betapa pentingnya 
pengendalian intern dalarn suatu kantor. 

Dulu pengendalian intern dilaksanakan oleh Irjen, dengan kendala biaya dan 
sebagainya irjen seolah~Jah memberikan delegasi kepada unit veTtikal, 
dilapangan agar melak:ukan sendiri pengendalian intern. pengendalian intern 
sebagai perpanjangan tangan dari Irjen sebeuamya cukup baik dan bisa 
terdeteksi lebih dini permasalahannya. Lebih baik pekerjaan kita bisa 
terdeteksi dengan staf pengendali di kantor dari pada ditemukan oleh auditor 
yang lebih tinggi lagi misalnya BPK, kejak:saan, kepolisian, aparat auditor 
dan aparat hukum lainnya." 

Berdasarkan ·wawancara dengan informan diketahui bahwa sebagian besar 

belum mengetahui secara tepat mak:sud dan tujuan kebijak:an sistem pengendalian 

intern yaitu untuk memberi keyak:inan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan 

suatu instansi pemerintah {KPKNL Pangkalan Bun) dapat mencapai tujuannya secara 

efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, 

mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. 

1nforman rata-rata hanya menjelaskan bahwa maksud dan tujuan pengendalian 

iutem adalah hanya agar pelaksanaan tugas iustansi tidak melenceug dari tujuan 
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organisasi. Selain itu disini masih ada kecenderungan adanya salah pengertian 

(miskomunik:asi) dalam tranrnisi komunikasi bahwa pengendalian intern hanya 

dilaksanakan oleb Seksi Kepatuhan Internal saja., dimana Seksi Kepatuhan Internal 

melakukan pemantauan terhadap pengendalian intern pada beberapa pekeijaan dan 

dilakukan ada yang bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Seperti yang 

disampaikan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah sebagai berikut: 

...... kantor pusat barn menerapkan pengendalian internal terhadap beberapa 
pekeijaan. Seperti pada kekal-yaan negara, yaitu utilisasi. T ahun 2016 di 
tambah pengendalian intern tentang penilaian, kita sangat konsen terhadap 
pengendalian intern. 

Mengingat kebijakan implementasi PP 60 cukup bam belum semua 
kementrian lembaga menerapkan. Kemenkeu sangat konsen. Di DJKN ada 
pengendalian internal yang sifatnya bulanan, triwulanan, semesteran, dan 
tahunan yang di laporkan ke kantor pusat." 

Mengingat kebijakan sistem pengendalian meski sudah terbit tahun 2008, tapi 

pelaksanaannya di Kementerian Keuangan atau di KPKNL Pangkalan Bun bam tahun 

2013 seperti disampaikan oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah 

di atas.Kebijakan sistem pengendalian intern dalam akselerasi penerapannya hanya 

disosialisasikan kepada Seksi Kepatuhan Internal saja.,belum ke semua pejabat dan 

pegawat. 

Hal 101 JUga tidak lepas dari kompleksnya kebijakan tentang sistem 

pengendalian intern tersebut. Seperti yang disampaikan oleb Kepala Kantor Wilayah 

DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah: 

'"'"kebijakan sistem pengendalian intern sifatnya kompleks karena banyak 
fal:tor yang diperhatikan atau yang menjadi indikatornya serta peraturan yang 
mendukungnya juga sulit dipahami ketika membaca sendiri dan apabila tidak 
mendapat pemahaman dari sosialisasi atau pelatihan." 

Tugas Akhir Program Magister (T APM) 130 

         42387.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

dan yang disampaikan Kepala KPKNL Pangkalan Bun: 

'""Kebijakan sistem pengendalian intern memang cukup kompleks untuk: 

dipahami namun harus tetap dilaksanakan untuk pencapaian tujauan 
organisasi" 

Selain itu dari basil wawancara di atas sebagian besar infonnan juga belum 

memahami tentang fokus utama pengendalian intern di Kementerian Keuangan dan 

khususnya di KPKNL Pangkalan Bun. HasiJ wawancara menunjukkan bahwa mereka 

belum sadar bahwa perlunya membangun lingkungan pengendalian yaitu sumber 

daya manusia sebagai pondasi utama dalam pengendalian intern. 

c. lndikator koordinasi yang baik antar pelaksana kebijakan 

Berdasarkan wawancara diperoleh basil bahwa penyebaran informasi tentang 

kebijakan pengendalian intern ini belum konsisten dan berkelanjutan dilaksanakan. 

Rata-rata selama menjabat atau berada di KPKNL Pangkalan Bun dari enam kepala 

seksi duakepala seksi yang mendapat sosialisasi satu kali yaitu kepala seksi 

Kepatuhan internal dan kepala seksi lelang, dan kemudian tidak pernah lagi, bahkan 

sisanya tidak pernah mendapat sosialisasi tentang kebjjakan pengendalian intern. 

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hukum, Infonnasi dan Kepatuhan 

Internal (KIHI) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah diperoleh 

basil sebagai berikut: 

"asistensi kurang ( dari inspektorat jenderal Kementerian Keuangan), 
sosialisasi isinya kurang detail, sedangkan dari kantor pusat, selama dna tahun 
menjabat, belum pernah memberikan sosialisasi teutang sistem penegendalian 
intern. paling kontrak kineija (yang disosialisasikan)." 
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Berdasarkan pemyataan Kepala Bidang Kll-II Kanwil DJKN Kalimanatan 

Selatan dan Tengah tersebut dapat digaris bawahi bahwa kantor pusat DJKN kurang 

melakukan akselerasi dan melakukan evaJuasi pelaksanaan kebijakan system 

pengendalian intern di daerah terutama di KPKNL Pangkalan Bun. 

2. Somber daya 

a. Indi.kator somber daya manusia 

Sehubungan dengan indikator sumber daya manus~ Kepala Seksi 

Pengelolaan Kekayaan Negara mengatakan: 

·~sumber daya manusia mampu (melaksanakan tugas dan melakukan 
pengendalian ), namun jumlah pegawai kurang yaitu hanya dua orang 
pelaksana, dengan keterbatasan yang ada ( maksudnya satu orang pelaksana 
sudah menguasai sedangkan satu arang lagi masib baru dan perlu beJajar 
banyak tentang ketentuan dan aplikasi peugelolaan kekayaan uegara)." 

Kepala Seksi Piutang Negara mengatakan: 

"'"SDM masih kurang, di seksi Piutang Negara kurang pegawai (yang memiliki 
kemampuan di bidang piutaug negara) misal, disesuaikan dengan SOP seksi 
Piutang Negara dalam pelaksanaan penyitaan dan pemeriksaan, SDM mereka 
terbatas dan mereka hams meminta bantuan seksi lain yang meiliki 
kemampuanjurusita dan pemeriksa." 

Kepala Seksi lelang mengatakan: 

''"sebelum tahun 2016, masih adanya kekurangan pegawai, padahal ada tiga 
hal utama dalam lelang yang harus dilaksanakan yaitu pelaksanaan lelang, 
penatausahaan lelang dan dokumentasi lelang, apabila kurang pegawai 
(SDM), pertahanan pertama jadi jebol dan pengendalian intern tidak beljalan 
dengan baik." 

Kepala Bidang K1HI Kanwil DJKN Kalimanatan Selatan dan Tengah 

mengatakan: 
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""SDM kuaJitas bagus, narnun kuntitasnya masih kurang, di Jelang pegawai 
ptmya keahlian khusus, penilai khusus juga (keahliannya). PN juru sita juga 
orang khusus, gak bisa digantikan. Ak:himya rangkap-rangkap. PL (Pejabat 
Lelang) di seksi lelang berapa?, (hanya satu), jadi ada rangkap Pejabat Lelang 
dari seksi lain. Hasilnya LHPPU, khususnya risalah lelang masih banyak yang 
hams dibenahi atau diingatkan (banyak temuan). --

Berdasarkan basil wawancara di atas dan basil observasi. dapat digaris bawahi 

bahwa hampir seluruh infonnan mengatakan masih terdapat kekurangan staf di 

KPKLN Pangkalan Bun dalam pelaksanaan tugas yang berdampak pada pelaksanaan 

kebijakan sistem pengendalian intern. Jumlah staf di seksi pelayanan kekayaan negara 

yang beljumlah dna orang dengan jumlah satuan kerja 163 dan wilayah kerja yang 

cukup luas masih tidak sebanding, di seksi Pelayanan penilai dengan jumlah staf satu 

orang juga dianggap belum cukup, dan juga pada seksi Kepatuhan internal yang 

berjumlah satu orang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas. Kekurangan 

Somber daya manusia sebagai pondasi utama pelaksanaan kebijakan sistem 

pengendalian intern menjadi masalah yang pelik dalarn pelaksanaan kebijakan 

pengendalian intern yang efektif Jumlah pegawai yang sedikit juga mempengaruhi 

rotasi pegawai dan penempatan pegawai menjadi tidak efektif 

Komitmen terhadap kompetensi diwujudkan dalam bentuk proses pegawai yang 

terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan 

kemampuan yang diperlukan, dan tmit kerja menyelenggarnkan pelatihan dan 

bimbingan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pegawai. 

Berdasarkan observasi pemilihan pegawai untuk menduduki suatu jabatan 

sebagian besar telah berdasarkan kompetensi atau pegawai duduk dijabatannya telab 

memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan. Namun karena 
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sifat organisasi DJKN yang dalam hal ini KPKNL Pangkalan Bun memiliki tugas 

yang multi fungsi/ heterogen dimana memiliki bagian atau seksi yang bidang 

tugasnya berbeda-beda dimana setiap seksi hampir tidak berhubungan~ 

mengakibatkan adanya kendala dalam penempatan pegawai sesuai kompetensi. 

Ditambah lagi dengan jwnlah pegawai di KPKNL Pangkalan Bun yang cukup 

terbatas. Sebagai contoh, pegawai di sesksi pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara 

akan belajar dari awal (belajar dasar-dasar dan belajar peraturan terbaru) apabila 

dimutasi di seksi pelayanan Lelang, atau Seksi Pelayanan Penilaian, atau seksi 

Pelayanan Piutang Negara, atau seksi suporting seperti seksi Kepatuhan InternaL 

Seksi Hukum dan Informasi atau Subbag Umum. Hal ini memakan waktu dan 

beresiko bila pejabat (kepala seksi) yang mutasi di seksi yang baru yang sebelumnya 

belum pernah didudukinya. Pengendalian intern terbadap tugas berisiko terjadi 

kesalahan atau kelemahan karena kurang kompetennya pejabat atau pegawai. 

Pelatihan dan bimbingan pegawai untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kompetensi telah diprogramkan setiap tahunnya dengan adanya pengajuan peserta 

diktat melalui suatu sistem aplikasi perencanaan diktat (pendidikan dan Jatihan). 

Adanya aplikasi ini, pemenuhan peserta diklat muncul dari bawah bukan melalui 

atasan. Atasan hanya memberi pengesahan atas usulan dari peminat diklat. 

Berdasark:an penelitian dokumentasi di bagian umum, peneliti memperoleh data 

mengenai pegawai yang memenuhi standar jamlat.Pegawai yang memenuhi standar 

jamlat tiap tahunnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagian umum yang 

ditargetkan pada tahun 2015 sebesar 50% yang dihitung berdasarkan jumlah 

pejabat/pegawai yang telah memenuhi standar jamlat dibagi dengan jwnlah pejabat 
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dan pegawai dalam satu kantor, di tahun 2015 pencapain IKU pegawat yang 

memenuhi standar jamlat adalah sebesar 56,52%. Jadi telah memenuhi target dan 

mengindikasikan peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat, workshop dan 

lainnya telah dilaksanakan di KPKNL Pangkalan Bun. 

Pemilihan diklat yang mengacu pada pedoman pelaksanaan diklat berbasis 

kompetensi dilaksanakan berdasarkan sistem aplikasi perencaan diktat, dimana 

pemenuhan peserta diklat muncul dari bawah bukan melalui atasan. Atasan hanya 

memberi pengesahan atas usulan dari peminat diklat. 

Selain itu dengan semakin banyaknya teknologi informasi yang digunakan 

berbasis aplikasi computer dalam menunjang pelakasanaan kerja, menuntut pegawai 

harus menguasai computer dengan baik dan bias menjalankan aplikasi tersebut. Di 

KPKNL Pangkalan Bun, berdasarkan observasi diketahui terdapat aplikasi yang 

cukup banyak contohnya: aplikasi SlMAN, SIMPLE, SIMPEL, SIMANT AP, 

SIMAK BMN, Pelangi, e-Performance, Modul KN, mini PEIKR, aplikasi persuratan, 

Modul TeamCentral, Aplikasi Diktat, SiPRITA, e-Auction, e-Lang, SAIBA, MOFIN, 

e-PUPNS, aplikasi absensi dan Jainnya Sedangkan dari observasi diketahui bahwa 

tidak semua pegawai menguasai computer dan aplikasi tidak mudah. Seperti di seksi 

PN, tidak ada pegawai yang menguasai computer dengan baik dan bias menjalankan 

aplikasi SIMPLE untuk database berkas piutang Negara, juga di seksi PKN yang 

harus menguasai aplikasi SIMAK BMN, SIMAN, SIMANT AP dan lainnya, dimana 

hanya satu staf yang menguasai sedangkan staf satunya barn belajar, sedangkan 

mereka harus melayani 163 satker aktif 
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Kurangnya jumlah pegawai dan penggunaan banyak aplikasi tnt JUga 

dikeluhkan oleh Kepala Seksi Lelang sebagai berik:ut: 

"Kendala di lelang sekarang ini yang ada di era mode~ kita banyak 
menjalank:an beberapa banyak aplik:asi, dan mungkin kalau di masalah pengendalian 
ini tidak ada masalah, tapi kalau dari internal kita itu aplikasi yang mao gak mao 
harus kita keijakan yaitu meng-input semua kegiatan, jadi kalau lelang itu ada 
aplikasi lelang by email, aplikasi laporan lelang.,dan aplikasi untuk tayangan untuk 
lelang tertentu, nalt masalahnya dengan frekuensi lelang yang banyak ini mengurnngi 
tingkat ketelitian, kendalanya itu saja hila terkait dengan jumlah berkas yang harus 
kita selesaikan." 

Kepala KPKNL Pangkalan Bun juga menegaskan dalam pengarahan Kepala 

Kanwil DJKN Kalimantan Selatan T engah tentang rencana KPKNL Pangkalan Bun 

mengikuti Iomba kantor percontohan yang diupload diporatal DJKN 

(http:' '' '' '' d1kn kemenkeu. go.td berita det:1il kepala-kpknl-pangkalan-bun-

illlpbersedia-walaupun-dengan-prasarana-sdm-terbatas), sebagai berikut: 

"'"Kepala KPKNL Pangkalan Bun beserta segenap pegawai KPKNL Pangkalan 
Bun menyatakan siap dan bersedia memenuhi harapan dari Kepala Kanwil 
DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah (menjadi yang terbaik pada saat 
penilaian kantor percontohan) walaupun dengan prasarana dan SDM yang 
terbatas." 

Berdasarkan basil observasi, KPKNL tahun 2015 mengikuti Iomba 

kantorpercontohan dengan kriteria kelengkapan sarana dan prasarana, kualitas SDM 

serta penilaian pengguna jasa. Hasiluya belum masuk riga besar dan tahun 2016 

mengikuti kembali dengan kondisi sarana dan prasarana yang lebih leugkap dan 

inovasi-iuovasi dalam IT penunjang pelayanan ditingkatkan. Hal ini menunjukkan 

bahwa SDM yang kompeten dan kompatabel di KPKNL Pangkalan Bun harus 
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ditambah jumlahnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kelancaran 

pelaksanaan sistem pengendalian intern. 

b. Indikator Pengetahuan Implementator 

Indikator pengetahuan implementator disini berbubungan dengan bagaimana 

informasi dan kewenangan implementator. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu: 

pertama, informasi yang berbubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, 

informasi mengenai data kepatuhan dari para pelak:sana terhadap peraturan dan 

regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Pada umumnya kewenangan harus bersifat 

formal agar perintah dapat dilak:sanakan secara efektif. Kewenangan merupakan 

otoritas atau legitimasi bagi para pelak:sana dalam melaksanak:an kebijakan yang 

ditetapkan secara politik. 

Seperti dijelaskan di indikator mengerti mak:sud dan tujuan kebijakan serta 

fokus utama kebijakandi atas bahwa informan sebagian besar menunjukkan belum 

meugerti secara mendalam tentang kebijakan sistem peugendaliau intern dan bahkan 

tentang peraturannya juga. Disini masih terlihat bahwa pengendalian intern masih ada 

tergantungan kepada seksi Kepatuhan Internal. Hal ini seperti yang disampaiakan 

Kepala Subbag Umum KPKNL Pangkalan Bun sebagai berikut: 

"Menurut saya pengetahuan pegawai untuk menjalankan pengendalian intern 
saya rasa cukup bisa, karena peraturan di DJKN saya rasa sudah jelas dan 
banyak yang mendukung pengendalian intern. Cuma kita belum mengerti 
secara mendalam apa itu pengendalian intern yang sebenamya. Apa yang 
harus kita lakukan dalam pengendalian intern itu sesungguhnya." 

Selain itu Kabid KIHI DJKN Kalimantan Selatan dan T engah mengatakan: 

Tugas Akhir Program Magister(TAPM) 137 

         42387.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

Perlu ditingkatkan kewenangan Seksi Kepatuhan Internal, gak ada 
wewenaug untuk berikau sanksi klo uuit-uuit yang dipautau atau pegawai 
ditemukau melanggar. Seksi Kepatuhan Internal SDM hams bagus. 
K1o ada korupsi atau fraud dipertanyakan KI-nya. Aturan bel urn jelas tugas 
Kl sampai atribut atau masuk ke da1am (isi) dari yang dipantau. Sebenamya 
bisa tapi belum diatur. 

Berdasarkan pemyataan Kabid KIHI tersebut dapat dijabarkan bahwa 

kewenangan pengendalian paling utama ada di Seksi Kepatuhan Internal dan 

kewenangan Seksi Kepatuhan Internal perlu ditambah. 

c. lndikator Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan 

Negera menyatakan: 

Sarana dan prasarana da1am pelaksanaan SPI masih kurang ya, misalnya 
seperti komputer masih kekurangan, kemudian dari sisi aplikasi juga sering 
bermasalah, itu kan bisa membuat pekerjaan terhambat, kaitannya kan kaJau 
pekerjaan terhambat berati SOP tidak berjalan, jadwal penyelesaian pasti akan 
mo]or. Komputer yang kurang, listrik yang sering mati itu merupakan masalah 
sarana dan prasarana yang kurang menlH1It saya. 

Kepala Kasubbag Umum menyatakan da1am wawancaranya sebagai berikut: 

KJo sarana dan prasarana di KPKNL Pangkalan Buu sudah sangat mendukuug 
pelaksanaan kerja mas .. kautor bam, mobil banyak, motor juga, komputer 
memeng agak kurang. Dan dengan dengan sarana dan prasarana yang lengkap 
itu kita diikutkan dalam loba kautor percontohan mas .. semoga menang. 
TinggaJ inovasi yang kita perlu adakan biar kita menang. 

Kepala Seksi Piutang Negara mengatakan dalarna wawancaranya sebagai 

berikut: 

KaJau sarana dan prasarana kantor saya rasa masih kurang, karena disini 
kaitannya dengan dana juga. Untuk pencapaiannyanya disini kan tidak terlalu 
banyakjuga ya, tapi target dari umumnyajuga begitu ya. 
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Berdasarkan basil wawancara terbadap dua kepala seksi dan satu kepala 

subbag umum di atas, dapat digarisbawahi bahwa sarana dan prasana di KPKNL 

Pangkalan Bun masih ada yang kurang dalam mendukung pelaksanaan tugas seperti 

komputer jumlahnya yang kurang dan aplikasi yang bennasalah sangat berarti bagi 

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang hams melayani 163 satker ketika mereka 

melakukan rekonsiliasi data barang milik negara melalui aplikasi. Bagi seksi Piutang 

Negara keberadaan dana sangat penting dalam upaya untuk menjalankan proses 

penagihan kepada debitur. 

Meskipun demikian Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan 

Tengah dalam kunjungannya ke KPKNL Pangkalan Bun yang beritanya ditayangkan 

diportal DJKN (https:l/www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/beritalkunjungan-kepala-

kanwil-djkn-kalimantan-selatan-dan-tengah-dan-pengambilan-sumpah-pns-di-

lingkungan-kpknl-pangkalan-bun) mengatakan: 

"dengan pegawai yang kompeten dan kantor yang nyaman serta fasilitas yang 
memada~ tidak ada alasan lagi bagi pegawai untuk bekerja tidak sesuai 
standar, loyo, atau malas-malasan dalam bekerja." 

J.[ijspos~/SikapnKecenderungan 

Berdasarkan basil wawancara, Kepala Kantor wilayah DJKN Kalimantan 

Selatan dan Tengah mengatakan: 

"terkadang hal sepele (menghambat implementasi pengendalian intern), 
menganggap pengendalian intern tidak bennanfaat, jadi kalau satu saja 
pegawai menganggap pengendalian intern tidak bennanfaat, itu bisa 
berdampak pada semua pegawai. Masih melihatadanya sikap belum 
'""wei/come" terhadap implementasi pengendalian intern. Sikap bidang!seksi 
atau perorangan yang tidak mendul'Ullg pengendalian intern, itu menjadi 
ganjalan. karena merasa terganggu, misalnya saja satu level ( seksi 
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Kepatuhan Internal) mengevaluasi pekeijaan saya (seksi lain). Pengendalian 
intern masih dianggap tugas tambahan yang menambah beban keija mereka. 
Pegawai masih menganggap kebijakan pengendalian belum penting bagi 
mereka, sehingga terhadap pelaksanaan pemantauan sebagai salah satu unsur 
pengendalian intern mereka masib enggan memberikan data." 

...... bidanglseksi atau pegawai kita masib memandang sebelab mata 
pengendalian intern, bahkan untuk melal'llkan pengendalian intern tidak 
gampang disana timbul kecurigaan-kecurigaan, resistensi, yang kalau tidak 
dilaksanakan dengan haik, pengendalian intern menjadi permasalaban yang 
bam misalnya ada satu bidang atau seksi akan dilakukan evaluasi basil 
produknya timbul kecurigaan, maka perlu komunikasi yang bagus dan dari 
pengendalian intern hams mendukung. Man sebesar apapun komitmen dari 
bawaban tapi kalau pimpinan pengendalian intern tidak komitmen maka 
pengendalian intern tidak jalan, intinya Pengendalian intern membutuhkan 
komitmen dari setiap tingkatan mulai dari pimpinan sampai ke staf, selain itu 
komunikasi antar bidang/ seksi juga hams dilakukan dengan baik, agar bisa 
bersama-sama menemukan potensi resiko yang bisa mengbambat di 
kemudian hari." 

Berdasarkan pemyataan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan tengab 

di atas dapat digarisbawabi bahwa sistem pengendalian intern yang bam 

direalisasikan dengan pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKl) di setiap kantor, 

karena belum adanya pemabaman terbadap sistem pengendalian intern maka mastn 

ada kecenderungan sikap beberapa pegawai yang belum ··wei/come" dan masih ada 

resistensi pegawai terhadap pengendalian intern.Khususnya terhadap pelaksanaan 

pemantauan yang dilakukan oleh Seksi Kepatuhan Internal Disini juga perlu 

pentingnya konsesnsus betapa pentingnya sistem pengendalian intern bagi organisasi 

dan komitmen seluruh pegawai. 
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4. Struktur Birokrasi 

Kepala seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mengatakan tentang struktur 

birokrasi dan hubungannya dengan koordinasi dalam organisasi menjawabsebagai 

berikut: 

"strul..'1ur birokrasi, di KPKNL Pangkalan Bun kayak holding atau heterogen, 
jadi satu seksi dengan seksi yang lain tidak terkait, khususnya seksi teknis, 
jadi koordinasi hampir tidak: ada atau cuma sedikit karena tidak: nyambung, 
apa yang dikoordinasikanjika (seksi teknis) punya SOP masing-masing yang 
tidak: terk:ait." 

Kepala Seksi Pelayanan Lelang mengatak:an dalam wawancaranya sebagai berikut: 

"''Pertama hams kita pahami dulu bahwa kepala kantor membawahi seksi 
yang cukup banyak: seperti lelang, piutang,PKN dan penilaian itu yang teknis 
kemudian seksi pendukung yaitu umum, KI, HI. Berarti disini kepala kantor 
memi1iki banyak tugas yang multi dimensi. Itu juga tidak ter1epas dari 
organisasi DJKN yang bisa dibilang gado-gado, jadi man tidak: mau kita 
memang hams melapor kepada kepala kantor apa yang sudah kita kerjakan 
sudah sesuai dengan SOP yang ada di seksi kita masing-masing. Atau 
munglin begini bisa dengan memberdayakan sekretaris atau membuat 
aplikasi yang memberikan informasi detail." 

Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam 

wa\\><mcaranya juga menyampaikan: 

··Berat menurut saya (pengendalian yang dilakukan oleh kepala kantor), 
dengan multi fungsi pekerjaan, meski wilayah kerja semakin sedikit. 
Pimpinan tidak: mungkin mengetahui semua proses bisnis dengan SOP yang 
banyak.." 

Berdasarkan penjelasan riga informan di atas dapat digarisbawahi bahwa 

struktur birokrasi di KPKNL kurang mendukung implementasi pengendalian intent. 

Struktur dari KPKNL Pangka1an Bun yang multifungsi!spesia1isasi berdampak tidak 

adanya keterkaitan antara seksi yang satu dengan yang lain terutama seksi teknis 
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sehingga tidak adanya saling control. Hal ini menyebabkan beban berat bagi kepala 

kantor dalam menjalankan pengendalian intern. 

Sedangkan dari kejelasan aturan diperoleh basil bahwa sebagian besar 

informan mengatakan bahwa peraturan di Kementerian Keuangan dan khususnya di 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebenamya telah mendukung adanya sistem 

pengendalian intern. 

C. Pembahasan 

Selanjutkan peneliti akan membahas implementasi pengendalian intern 

berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. 

l. Komunikasi 

'"'Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan 

keberhasilan pencapain tujuan dari implementasi kebijakan publik", menurut 

Agustino (2006:157). Implementasi yang efek-tif akan terlaksana, jika para pembuat 

keputusan mengetatahui apa yang akan mereka keijakan. Informasi yang diketahui 

para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem pengendalian intern 

belum disosialisasikan secara mendalam kepada pejabat dan pegawai di KPKNL 

Pangkalan Bun, dan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan juga belum pemah 

melakukan sosialisasi tentang sistem pengendalian intern ke KPKNL Pangkalan Bun. 
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T eori implementasi kebijak:an George C. Edward Ill daJam Winamo 

(2007: 17) menyatak:an penyaluran komunikasi yang baik ak:an dapat mengbasilkan 

suatu implementasi yang baik pula, dan berlak:u sebaliknya. tanpa adanya komunikasi 

yang baik terbadap suatu kebijak:an mak:a kemungkinan besar kebijak:an tersebut tidak 

ak:an berjalan dengan baik. 

Berdasarkan basil wawancara dan penelitian dokumentasi, kebijak:an 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem PengendaJian Intern 

Pemerintah, baru dilaksanakan secara nyata di Kementerian Keuangan tennasuk di di 

KPKNL Pangkalan Bun dengan adanya pembentukan Unit Kepatuhan internal pada 

tahun 2013. Unit kepatuhan Internal yang dibentuk pada bulan Juni 2013 tersebut 

langsung menjalankan tugas yang didahului dengan melak:ukan pendidikan kepada 

selurub Kepala Seksi Kepatuhan Internaldi DJKN selama satu minggu dan setelah itu 

langsung mempraktekkan di kantor masing-masing dengan berpedoman pada 

Keputusan Meneteri Keuangan nomor 32/KMK.09/20 13 tentang Kerangka Kelja 

Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman T eknis Pemantauan PengendaJian 

Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dari a\\'31 menunjukkan kebijakan 

pengendaJian intern khususnya pemantauan langsung oleb seksi Kepatuhan Internal 

di KPKNL tersebut:, terlalu tergesa dilaksanak:an atau dipraktekkan secara langsung 

daJam kegiatan pelak:sanaan tugas di kantor melalui evaluasi terpisah oleh seksi 

Kepatuhan Internal tanpa di dabului sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh 

pegawai tentang kebijak:an sistem pengendaJian intern. 
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Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern yang langsung dilaksanakan 

dalam bentuk evaluasi terpisah seolah dipaksakan untuk dilaksanakan dengan 

kondisi lingkungan yang belum memahami dan belum siap untuk dilakukan 

pemantauan oleh Seksi Kepatuhan internal. Jika kebijakan ingin diimplementasikan 

maka faktor utama yang berpengaruh terhadap kebijakan yaitu tranmisi dalam 

komunikasi hams dijalankan terlebih dahulu.(George C. Edward III dalam Winamo, 

2007: 157-158). 

Berdasarkan basil penelitian mengenai pemahaman maksud dan tujuan 

kebijakan sistem pengendalian intern, pejabat dan pegawaiKPKNL Pangkalan Bun 

belum memahami secara menyeluruh maksud dan tujuan pengendalian intern yaitu 

agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu lnstansi Pemerintah (KPKNL Pangkalan 

Bun) dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan 

keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan 

terhadap peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan basil penelitian juga 

menunjukkan bahwa pimpinan/pejabat di KPKNL Pangkalan Bun belum mengetahui 

fokus utama pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian yang dibentuk oleh 

SDM di dalam organisasi. 

Berdasarkan basil wawancara dengan pimpinan di Kanwil DJKN Kaliamantan 

Selatan dan T engah (Kepala Kanwil dan Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum 

dan informasi) sebagai superintendeD yang memberikan bimbingan dan pengarahan 

kepada KPKNL ,mereka masih menggambarkan pengendalian intern adalah kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan internal yaitu Seksi Kepatuhan Internal. 

Sistem Pengendalian intern melekat pada seluruh kegiatan dan dilakukan oleh orang-
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orang di dalam organisasi pada semua level. Sistem Pengendalian Intern mencakup 

keseluruhan dari lima unsur sistem pengendalian intern sesuai PP 60 tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, 

penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. 

Sistem pengendalian intern masih dianggap hanya pemantauan yang 

dilakuk:an oleh seksi Kepatuhan Internal. Hal ini menunjukkan masih belum 

pahammnya pejabat dan pegawai di KPK.NL Pangkalan Bun termasuk: pimpinan di 

KanwiJ DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah tentang Sistem Pengendalian Intern 

secara utuh. PadahaJ para pejabat tersebut memegang peran kunci dalam 

pengendalian intern. Keberhasilan sistem pengendaliau intern (internal controls) 

sangat ditentuk:an oleh pihak-pihak yang memegang peranan kunci dalam 

melaksanakan tugasnya di organisasi. (Wibowo, 2008). 

Internal Controls bukaulah peristiwa tunggal, tetapi merupakan suatu 

rangkaian tiudakan dan aktivitas yang menyebar ke seluruh bagian suatu organisasi 

Hal ini tidak bisa dipisahkan dalam metode yang digunakan oleh manajemen untuk: 

melakukau opernsi sehari-hari. Internal Controls tidak dipandang sebagai suatu 

sistem yang terpisah secara khusus di dalam suatu organisasi, tetapi lebih sebagai 

suatu bagian integral proses organisasi yang diatur oleh manajemen untuk mencapai 

sasaran organisasinya. Suatu sistem Internal Controls yang efektif ditandai oleh 

pengendalian yang "built into" suatu iufrastruktur organisasi buk:an yang ditambahkan 

"on top oj infrastruktur. 

Menumt Edward III dalam Kartorius (1995:29) agar kebijakan menjadi 

efektif, pihak-pihak yang betanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut 
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sebaiknya mengetahui apa yang harus mereka lakuk:an. Proses pengendalian menyatu 

pada tindakan dan kegiatan yang dilakuk:an secarn terns menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalab 

orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk: lingkungan pengendalian. 

Lingkungan pengendalian merupakan integritas dan nilai etika yangdipelihara 

dan ditunjuk:kan oleh pimpinan dan pegawai dalam organisasi tersebut. Peran 

lingkungan pengendalian, paling baik dinyatakan oleh University ofCalifomia' s 

Understanding Internal Controls yang menyatakan babwa setiap orang dalam 

organisasi perlu memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam 

program pengendalian intern. Universitas California mengatakan'"suatu lingkungan 

pengendalian yang efektif merupakan suatu lingkungan dimana orang-orang yang 

kompeten memahami tanggung jawab mereka, membatasi wewenang mereka, dan 

memiliki pengetahuan, berhati-hati, melakuk:an apa yang benar dan melakuk:annya 

dengan cara yang benar. Mereka terikat pada kebijakan dan prosedur organisasi serta 

standar perilaku dan etika"(Silverman, 2008: 254). 

Lingkungan pengendalian dapat memberikan konteks ketertiban dan struk:tur 

sehingga merupakan fondasi bagi empat komponen pengendalian intern lainnya 

(Jackson & Fogarty, 2006: 178). Menurut Rollins & Lanza (2005: 63). lingl'U11gan 

pengendalian juga mencerminkan perilaku, kesadaran, dan tindakan mengenai 

pentingnya pengendalian dan menekankan penempatan pengendalian dalam 

kebijakan, prosedur, dan strul1:ur organisasi. 

Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian yang baik akan 

meningkatkan suasana lingk:ungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian 
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dan keikutsertaan seluruh pegawai. Untuk mewujudkan lingk"UDgan pengendalian 

yang demikian diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakannya. Komitmen ini 

juga merupakan hal yang amat penting bagi terselenggaranya unsur-unsur SPIP 

lainnya. Selain itu budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah (KPKNL 

Pangakalan Bun) perlu dilaksanakan secara terns menerus tanpa henti. 

Selain itu, kompleksitas PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah itu sendiri yang didalamnya mencakup banyak hal atau indikator 

merupakan salah satu faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam 

implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan 

infonnasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas 

kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya 

masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan 

menghindari pertanggungjawaban kebijakan, menurut Winamo (2005:128). 

Komunikasi juga merupakan hal mendasar untukmewujudkan semua tujuan 

pengendalian intern. Semua personil hams menerima pesan yang jelas dari pimpinan 

puncak bahwa mengendalikan tanggung jawabharus secara serius dan mereka hams 

memahami perannya dalam sistem pengendalian intern. Infonnasi merupakan basis 

untuk komunikasi yang harusmenemui harapan dari kelompok dan individual, 

memungkinkan mereka menjaga tanggung jawabnya secara efektif. Komunikasi yang 

efektif dapat terjadi dalam semua petunjuk, mengalir ke atas, ke bawah, dan lintas 

organisasi, di seluruh komponen dan semua struktur (INTOSAI, 2004: 38). 

Salah satu alat untuk menjamin bahwa pegawai mempunyai akses untuk 

pimpinan senior yaitu pertemuan dengan beberapa pegawai. Pertemuan antara 
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pnnpman dan pegawai merupakan suatu leading channels of commWJication 

(Beaumont, 1993: 156). Pertemuan harus dilakukan secara periodik dan harus 

digunakan sebagai kesempatan bagi pimpinan untuk menginfonnasikan basil dan 

perkembangan gagasan kunci serta menunjukkan tanggapan untuk umpan balik 

pegawai (Argenti, 2007: 144). 

Melihat hal tersebut di atas sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah harus terns dilakukan, termasuk 

peraturan penunJangnya seperti Keputusan Menteri Keuangan nomor 

321KMK.09/20l3 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan 

Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian 

Keuangan, sehingga seluruh pegawai KPKNL Pangkalan Bun dapat mengerti dan 

memahami maksud dan tujuan PP 60 tahun 2008 tentang Sstem Pengendalian Intern 

Pemerintah ( SPIP) tersebut. 

Seperti yang ditekankan oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan 

Tengah dalam wawancaranya sebagai berikut: 

'""Pengendalian internal membutuhkan komitmen dari setiap tingkatan mulai 

dari pimpinan sampai ke staf, selain itu komunikasi antar bidang/ seksi juga 

hams dilakukan dengan baik, agar bisa bersama-sama menemukan potensi 

resiko yang bisa menghambat di kemudian hari.Upaya-upaya yang dapat 

dilakukan dalam pengendalian internal agar menghasilkan basil yang 

maximal, antara lain: Komitmen untuk melaksanakan peraturan yang berlaku 

ditujukan untuk semua pegawai, mulai dari pimpinan sampai ke staff, secara 

berkala perlu dilakukan sosialisasi peraturan-peraturan yang berlakt4 
penanaman nilai-nilai Kementerian Keuangan dan sharing lawwle.dge 

dengan saling bertukar informasi antar bidanglseksi dapat membantu suatu 

bidang/seksi beijalan dengan aturan dan porsinya masing-masing." 
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2. Sumber Daya 

Menurut Edward III dalam Agustino:l58-l59, sumberdaya merupakan hal 

penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Menurut Tachjan, 2006:135, 

sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang 

mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis 

sumber daya berkaitan dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan 

oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam 

transformasinya dalam output. Sedang secara teknologis, sumber daya berkaitan 

dengan kemampuan transfonnasi dari organisasi. 

Berdasarkan basil penelitian menunjukkan bahwa jumlah staf di beberapa 

seksi di KPKNL Pangkalan Bun masih belum mencukupi dan di beberapa seksi juga 

menjukkan penambahan jumlah staf tidak cukup menyelesaikan persoalan 

implementasi kebijakan. Sumber daya utama dalam implementasi adalah staf atau 

pegawai.Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya 

disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak 

kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf saja tidak cukup menyelesaikan 

persoalan implementasi, diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan 

kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan 

kebijakan (Edward III dalam Agustino:l58-159). 

Staf di KPKNL Pangkalan Bun dituntut memiliki kemampuan multi fungsi 

yaitu terutama tentang seksi teknis di KPKNL Pangkalan Bun seperti tentang 

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, pelayanan Lelang., dan Piutang Negara, 

serta kemampuan di seksi pendukung lainnya seperti seksi Hukum dan Informasi, 
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Kepatuhan Internal serta bagian umum. Hal ini tidak lepas dari sistem rotasi yang 

terjadi di internal KPKNL Pangkalan Bun atau mutasi antar kantor, dimana ~wai 

hams siap dan hams menyesuaikan dengan cepat di seksi barunya. Mengingat juga 

bahwa di masing-masing seksi tersebnt, khususnya seksi teknis memiliki peraturan 

dan SOP tersendiri yang hampir tidak ada keterkaitannya dan jumlahnya cukup 

banyak. Inilah yang tidak dimiliki oleh direktorat lain atau kementerian lain. DJKN 

atau KPKNL memiliki tugas yang heterogen atau multi fungsi. Kemampuan staf 

KPKNL Pangkalan Bun juga hams selalu meningkat dan bertambah karena sifat 

organisasi DJKN juga dinamis dengan berubahnya dan bertambahnya peraturan serta 

penggunaan teknologi yang semakin banyak dengan adanya aplikasi-aplikasi yang 

menggunakan program komputer. 

Behan berat ini terutama berada di pimpiuan yaitu Kepala KPKNL Pangkalan 

Bun sebagai pucuk utama peuanggungjawab pengendalian intern di KPKNL 

Pangkalan Bun. Sebagai lini pertama pengendalian Kepala KPKNL Pangkalan Bun 

akan mengandalkan kepala seksi sebagaipertahanan pertama dalam (on going 

monitoring), sebagai lini kedua pengendalian, Kepala KPKNL Pangkalan Bun akan 

meugandalkan seksi kepatuhan internal melalui pelaksanaan evaluasi terpisah 

(separate evaluation) agar organisasi tidak melenceng jauh dari tujuannya. Kepa)a 

KPKNL Pangkalan Bun harus mempunyai komitmen dan kemampuan yang baik 

(menguasai) terutama tentang empat seksi teknis tersebut, karena tidak mudah bagi 

kepala KPKNL yang bukan berlatar belakang seksi teknis memimpin KPKNL dan 

melaksanakan pengendalian intern. 
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Menghadapi perrnasalahan tersebut pimpinan unit keija barus mengusulkan 

untuk menambah jumlah pegawai ke pegawaian Kantor Pusat DJKN. Penambahan 

jumlab staf saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan 

pengendalian intern. tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan 

k:emampuan yang diperlukan (k:ompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan 

kebijakan (Edward III dalam Agustino: 158-159). 

Sehubungan dengan sumber daya manusia. fondasi dari pengendalian adalab 

orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian. 

Lingkungan pengendalian merupakan integritas dan nilai etika yangdipelibara dan 

ditunjukkan oleh pimpinan dan pegawai dalam organisasi tersebut (Silverman. 2008: 

254). 

Integritas dan nilai etika merupakan elemen penting dalam lingkungan 

pengendalian karena mempengaruhi desain. administrasi, dan monitoring komponen 

pengendalian internallainnya. Integritas adalab suatu prasyarat bagi perilaku etika di 

semua aspek aktivitas suatu entitas (BPKP, 2007: 26). Sementara nilai etika adalab 

standar dan perilaku yang membentuk kerangka perilaku bagi pegawai (BPKP, 2007: 

19). Pimpinan dan staf harus menunjukkan sikap yang mendukung pengendalian 

intern dalam organisasi. Setiap orang yang terlibat dalam organisasi harus 

memelibara dan menunjukkan integritas personal dan profesional serta niJai etis dan 

hams mematuhi aturan pelaksanaan. 

Kementerian Keuangan dalam membentuk integritas. nilai etila dan perilaku 

etis pegawai telab menerbitkan dan menanamkan budaya nilai-nilai Kementerian 

Keuangan untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan 
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terbaik, berkualitas, bennartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani. Nilai-NiJai 

Kementerian Keuangan ditetapkan menjadi dasar dan pondasi bagi institusi 

Kementerian Keuangan, Pimpinan dan seluruh pegawainya dalam mengabdi, bekerja, 

dan bersikap. 

Nilai-nilai Kementerian Keuangan terdiri dari: 

a) Integritas: 

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta 

memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral 

b) ProfesionaJisme: 

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung 

jawab dan komitmen yang tinggi 

c) Sinergi: 

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta 

kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk 

menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas 

d) Pelayanan: 

Memben"kan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang 

dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman 

e) Kesempumaan: 

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan 

memberikan yang terbaik 
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lntegritas pegawai di juga ditekankan dengan penandatangan komitmen 

pemyataan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan di 

hadapan penggguna jasa pelayanan. 

Sehubungan dengan kompetens~ kompetensiharus mencenninkan 

pengetahuan dan keahlian untuk mencapai tugas-tugas yangdidefinisikan pada setiap 

satuan pekerjaan (BPKP, 2007: 28). Manajemen perlu menspesifikasikan tingkat 

kompetensi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang diterjemahkan dalam 

pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Kebutuhan pengetahuan dan keterampilan 

mungkin tergantung pada pelatihan danpengalaman individual. Di samping itu, 

pelatihan yang bersifat etis (ethical training) yang fokus pada aturan tingkah lalru 

organtS3Sl dan bagaimana mengkomunikasikan pelanggaran JUga harus 

dipertimbangkan untuk semua pegawai (Rollins & Lanza, 2005: 66). Pimpinan dan 

pegawai menjaga level kompetensi yang memberikan pemahaman pentingnya untuk 

mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian intern 

dengan baik serta melaksanakan tugas mereka supaya memenuhi tujuan umum 

pengendalian intern dan misi entitas (INTOSAI, 2004: 18). 

Kompetensi pegawai k:hususnya terhadap sistem pengendalian intern perlu 

ditingkatkan, dimana yang selama ini mengikuti diktat tentang Akselerasi 

Implementasi Unit Kepatuhan Internal (Aksi UKI) banya staf atau pejabat di bagian 

Unit Kepatuhan Internal, untuk selanjutnya diutamakan kepada pejabat dan pegawai 

di Iuar seksi Kepatuhan Internal. Berdasarlan data yang peneliti peroleh dari selcsi 

umum, selama dua tahun terakbir tidak ada pegawai yang mengikuti diklat Aksi UKI 

tersebut Pada hal setiap semester ada diklat Ak:si UKI,maka akan lebih baik bila 
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pimpinan menugaskan kepala seksi atau staf di luar seksi Kepatuhan Internal untuk 

mengikuti dan melakukan sharing know/edgesetelah selesai pelatihan. 

Berdasarkan basil penelitian Jut.ra. terdapat kekurangan fasilitas seperti 

komputer dan dana di beberapa seksi. Menurut Edward III dalam Agustino: 158-159, 

fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor 

mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa 

adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan 

tersebut tidak akan berhasil. Pimpinan KPKNL Pangkalan Bun sebaiknya meminta 

kantor pusat tambahan komputer dan dana untuk kelancaran tugas serta keberhasilan 

implementasi kebijakan sistem pengendalian intern. 

3. Disposisi I Kecenderungan 

Berdasarkan basil penelitian di KPKNL Pangkalan Bun menunjnkkan bahwa 

terdapat permasalahan masih adanya indik:asi sikap belum "'wei/come~ terbadap 

implementasi pengendalian intern. Pengendalian intern masih dianggap tugas 

tambahan yang menambah beban kerja pegawai. Pegawai masih meuganggap 

kebijakan pengendalian belum penting bagi mereka, sehingga terhadap pelaksanaan 

pemantauan (evaluasi terpisah) sebagai salah satu unsur pengendalian intern, pegawai 

masih enggan memberikan data. Apalagi pelaksanaan pemantauan (evaluasi terpisah) 

tersebut dtlaksanakan oleh seksi kepatuhan internal yang sejajar tingkatannya. Masih 

ada sikap kecurigaan-kecurigaan dan resistensi pada beberapa pegawai. 

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan 

""kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu taktor yang 
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mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif''. Jika 

para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan 

terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkioan yang besar 

implemeotasi kebijakan akan terlaksana sesuai deogan keputusan awaL Demikian 

sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi 

kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan 

menghadapi kendala yang serius. 

Menurut pendapat Van Metter dan Van Hom dalam Agustinus (2006: 162): 

-'4sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebi jakan san gat 
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakao publik..""' 

Adanya kecenderungan kondisi moral hazard pelaksanaan pemantauao dan 

pemeriksaaao terhadap pejabat pada unit dalam satu kantor juga berakibat pelemahao 

pengendalian intern, karenanya diperlukan pelatihan peningkatan integritas guna 

meningkatkan keyakinan diri bahwa pelaksanaan tugas dilakukan guna membawa 

kebaikan kepada unit. 

Dalam lingkungan pengendalian yang efektif, kesadaran pengendaliao 

pimpinao dan gaya pengoperasian (tone at the top) menciptakao atmosfir positifbagi 

proses dan peogendalian yang efektif dimana kemungkinan kesalahan dapat dikurangi 

(Rollins & Lanza, 2005: 67).Sikap yang mendukung pengendalian intern, misalnya 

independensi, kompetensi, dan memberikan keteladanao Kode etik yang ditetapkan 

oleh manajemen, dan konseling dan penilaiao kinerja yang mendukung tujuao 

pengendaliao intern dan, khususnya, kegiatan operasi yang beretika. 
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Pembentukan sikap oleh top manaJer digambarkan dalam semua aspek 

tindak:an manajemen. Komitmen, keterlibatan, dan dukungan dari pejabat pemerintah 

paJing puncak dalam pembentukan "the tone at the top" membantu perkembangan 

sikap positif serta penting untuk pemeliharaan sikap yang mendukung pengendaJian 

intern organisasi. Jika pimpinan puncak percaya bahwa pengendaJian intern itu 

penting, pihak lain dalan1 organisasi akan merasadan merespon melalui pengamatan 

pembentukan pengendaJian intern denganteliti. Namun, jika anggota organisasi 

merasa bahwa pengendalian bukan merupakan sesuatu yang bersifat penting maka 

hampir dapat dipastikan bahwa tujuan pengendaJian organisasi tidak: akan tercapai 

secara efektif. Akibatnya, penunjukkan dan desakan mengenai kode etik oleh 

manajemen adalah sangatpenting untuk tujuan pengendaJian intern dan, khususnya 

tujuan "kegiatan operasi beretika" (INTOSAI, 2004: 18-19). 

Masalah sikap <•ewuh pakewuh" juga menjadi permasalahan tersendiri dalam 

implementasi sistem pengendaJian intern. Pengaruh Budaya Birokrasi «~'llh­

pakewuh ... menjadikan Sis tern PengendaJian Intern dalam lingkungan birokrasi tidak 

efektif, maka pimpinan instansi pemerintah dalam lingl'"llp birokrasi seyogyanya 

selalu mengedepankan kepemimpinan yang kondusif, yaitu mendorong sikap sangat 

terhormat untuk berbicara terns terang, berani mengatakan kenyataan yang 

sebenarnya dan memiliki tradisi dan kearifan untuk menjalin komunikasi dua arab 

antara bawahan dan atasan secara harmonis di lingkungan kerja. (Soeharjono, 2011 ). 

Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan T engah mengatakan daJam 

wawancaranya, daJam menghadapi permasalahan sikap pegawai adalah sebagai 

berikut: 
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.... harus bisa antisipsi dengan sharing knowledge, sosialisasi dan pelan-pelan 
karena hal bam (kebijakan pengendalian intern). Perlu komunikasi yang 
bagus dan pimpinan barns menduk:ung. Intinya pengendalian intern 
membutuhkan komitmen dari pimpinan sampai level bawah, komunikasi 
antar bidang/seksi, semuanya barns dilaksanakan dengan baik. Tanpa adanya 
itu mustahil pengendalian intern bisa dilaksanakan dan menemukan potensi­
potensi resiko yang muncul." 

4. Struldur Birokrasi 

Struktur birokrasi di DJKN termasuk di KPKNL Paugkalan Bun tak lepas dari 

beragamnya portofolio DJKN sebagai "'emerging organization"" dengan proses bisnis 

organisasi yang multitaskingskilllspesialisasi.DJKN mempunyai dua fungsi utama, 

yaitu fungsi perbendaharaan (treasury) dan fungsi Special Mission. 

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMICOl/2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direl..1:orat Jenderal Kekayaan 

Negara, KPKNL Pangkalan Bun mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di 

bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Proses bisnis yang 

multitasking/spsesialisasi ini beralabat tata aliran pekerjaan dan koordinasi di 

KPKNL pangkalan Bun hampir tidak berhubungan atau tidak ada koordinasi karena 

sifatnya spesialisasi. Hal ini berakibat pengendalian intern hanya berlangsung di 

bagian/seksi itu sendiri dan kepala kantor, sedangkan seksi Kepatuhan Internal hanya 

melakukan pemantauan terhadap atribut seteJah pelaksanaan tugas selesai 

dilaksanakan setiap bulannya melalui Laporan Pemantauan Pengendalian Utama 

(LHPPU) dan melakuk:an evaluasi secara keseluruhan pengendalian internal setiap 

tahunnya melalui Evaluasi Pengendalian Internal Tingkat Entitas (EPITE). 
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Bagian/sek:si lain tidak dapat ikut melakukan pengendalian intern terhadap 

bagian/seksi di luar tugasnya. 

Pimpinan/pegawai KPKNL Pangkalan Bun harus paham bahwa dalam 

pelaksanaan pengendalian internal terdapat konsep tiga Iini pertahanan yaitu lini 

pertahanan pertama adalah manajemen dan seluruh pegawaiyang melaksanakan 

proses bisnis. Lini pertahanan ini merupakan lini pertahanan terpenting dalam 

mencegah kesalahan, mendeteksi kecurangan, serta mengidentifikasi kelemahan dan 

kerentanan pengendalian. Lini pertahanan kedua merupakan fungsi pemantauan. 

Dalam konteks pengendalian intern di Kementerian Keuangan, fungsi ini dijalankan 

oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang bertugas memantau pengendalian intern di 

setiap tingkatan manajemen. Unit Kepatuhan Internal di KPKNL dijalankan oleh 

Seksi Kepatuhan Internal. Unit pemantau ini harus memperingatkan lini pertahanan 

pertama apabila dijumpai kelemahan pengendalian intern baik dari segi tahapan 

rancangan sampai dengan tahapan pelaksanaannya. Lini pertahanan ke tiga adalah 

fungsi auditor internal. Dalam konteks pengendalian intern di Kementerian 

Keuangan, fungsi ini dijalank.an oleh lnspektorat Jenderal. 

Seksi Kepatuhan internal sebagai lini kedua tidak menilai substansi sehingga 

jika tetjadi frOUli (kecuranganlkesengajaan) maka hal tersebut bukan menjadi 

tanggung jawab Seksi Kepatuhan Internal. Hal ini dikarenakan salah satu unsur 

pengendalian intern adalah memberikan keyakinan yang memadai artinya hanya 

sebatas kegiatan proses yang telah dilakukan dengan atribut-atribut pengendalian 

yang telah ada. Seksi Kepatuhan Internal merupakan salah satu fungsi manajemen, 
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tidak berdiri sendiri, dan bukan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian 

Keuangan. 

Seksi Kepatuhan Internal di KPKNL Pangkalan Bun mempunyai tugas tidak 

hanya mengenai kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut basil 

pengawasan, melakukan pemantauan pengendalian intern, dan pengelolaan kinerja, 

juga mempunyai tugas menjalankan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis 

serta terkait manajemen resik.o sesuai amanah Peraturan Menteri Keuangan Rl 

Nomor: 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Resik.o di Lingkungan 

Kementerian Keuangan. Kompetensi pegawai UKI hams memiliki kompetensi 

umum, kompetensi inti, dan kompetensi khusus. Kompetensi khusus diantaranya 

adalah: Courage of convictions (keberanian berdasarkan keyakinan), resilience 

(ketabahan), relationship management (mengelola hubungan). Disisi lain, Analisa 

Behan Kerja (ABK) seksi Kl yang tinggi tidak dibarengi dengan jumlah ideal 

pelaksana di seksi Kl di KPKNL Pangkalan Bun, serta dengan terbatasnya jumlah 

pegawai di seksi teknis, tidak jarang pelaksana dan bahkan kepala seksi Kl masih 

sering dilibatkan dalam kegiatan proses bisnis unit lain, seperti merangkap menjadi 

pejabat lelang, membantu penilaian, dan bahkan merangkap menjadi Pejabat Pembuat 

Komitmen yang semua itu tidak jarang dapat menimbulkan konflik kepentingan 

(confli£.1 of interest) sehingga melemahkan fungsi kepatuhan internal itu sendiri. Oleh 

sebab itu selain kebutuhan pegawai yang ideal di seksi Kepatuhan Internal, juga 

dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan integritas pegawai atau pejabat di seksi 

Kepatuhan Internal. Fungsi Unit Kepatuhan Internal di KPKNL Pangkalan Bun 

hanya berfungsi preventif dan reaktif saja, namun juga dapat meberikan keyakinan 
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memadai (reamnahle assurance) terhadap pencapal31l organisasi dengan earn 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi, perumusan perbaik:an rokemendasi 

proses bisnis berik.ut basil akhir (output), serta terjaganya kepatuban terhadap hukum 

dan peraturan. 

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama 

banyak pibak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu 

kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya 

pelaksanaan kebijakan. 

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik 

utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi"'. 

"Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari 

tuntutan internal akan kepastian waktu. sumber daya serta kebutuban penyeragaman 

dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winamo, 2005:150). Ukuran dasar 

SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan 

umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para 

pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk 

menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan 

tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan 

yang besar dalam penerapan peraturan. 

Sifat kedua dari struJ...'1ur birokrasi yang berpengarub dalam pelaksanaan 

kebijakan adalab fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan 

bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada 

beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, 
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semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin 

berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. 

Rollins & Lanza (2005: 68), menyatakan bahwa struktur organisasi yang 

efektif memberikan penetapan tangungjawab untuk semua personil daJam organisasi. 

jaminan pemisahan tugas yang dapat mencegah kerjasama dalam penyimpangan. 

Struktur organisasi menegaskan area kunci otoritas dan tanggung jawab entitas. 

Pemberian kuasa dan akuntabi1itas berhubungan dengan cara dimana wewenang dan 

tanggung jawab diserahkan dalam organisasi. Tidak ada pemberian kuasa atau 

akuntabilitas tanpa adanya suatu bentuk pelaporan. Oleh karena itu, garis pelaporan 

yang tepat perlu ditentukan. Struktur organisasi dapat meliputi unit internal yang 

independen,dan pelaporan langsung pada otoritas tertinggi dalam organisasi 

(INTOSAI,2004 :20). 
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A. Simpulan 

BABV 

Sll\lfPlJLAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelmnnya 

peneliti dapat memberi simpulan bahwa implementasi kebijakan sistem pengendalian 

intern di KPKNL Pangkalan Bun belum efektif terlaksana dengan maksimal namun 

secara keselmuhan cukup baik. Implementasi sisitem pengendalian intern di KPKNL 

Pangkalan Bun berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward Ill dapat 

diketahui sebagai berikut: 

1. Komukasi. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

sebagaian besar informan belum pernah memperoleh sosia1isasi yang utuh dan 

belum mengetahui dengan tepat maksud dan tujuan kebijakan tentang sistem 

pengendalian intern. Pada sisi lain proses koordinasi belum dilakukan secara 

konsisten. Dengan demikian secara umum faktor komunikasi terkait sistem 

pengendalian intern di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Pangkalan Bun masih kurang. 

2. Sumberdaya. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar informan menyatakan jurnlah staf yang kompeten dan kapabel 

perlu ditambah, pola mutasi pegawai peTlu diperhatikan, pemahaman 

implementator pengendalian intern perlu ditingkat~ dan demikian juga 
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dengan sarana dan prasarana berupa komputer perlu ditambah serta aplikasi­

apJikasi daJam mendukung kerja tidak bennasalah dan siap dipakai untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dan pengendalian intern. 

3. Disposisi/k:ecenderungan-kecenderung /sikap. Berdasarkan data yang diperoleh 

dapat disimpulkan bahwa masih adanya ind:ikasi sikap belum '"'"wellcome.,.. 

terbadap implementasi pengendalian intern. Anggapan pengendalian intern 

merupakan tugas tambahan yang membebani dan kurang penting bagi sebagian 

pegawai. Pengaruh Budaya Birokrasi "ewuh-pakewuh.,.. juga menjadikan Sistem 

Pengendalian Intern dalam lingknngan birokrasi tidak efektif 

4. Struktur birokrasi. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disirnpulkan bahwa 

sebagaian besar infonnan menyatakan struktur birokrasi di DJKN tennasuk di 

KPKNL Pangkalan Bun sebagai ··emerging organization" dengan proses bisnis 

organisasi yang mu/tita'lking :~kil//spesialisasi, kurang menduknng implementasi 

pengendalian intern karena tidak adanya sating control terutama seksi 

teknisnya. Selain itu keberadaan seksi Kepatuhan Internal dengan jumlah 

pegawai yang terbatas dan masih merangkap jabatan berdampak dapat 

menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) sehingga melemahkan 

fungsi kepatuhan internal itu sendiri. 
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B. Saran 

Berdasarkan basil penelitian yang telah disimpulkan di atas maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran agar implementasi sistem pengendalian intern di KPKNL 

Pangka1an Bun dapat efektif dilaksanaka~ sebagaimaoa berikut: 

1. Bagi Kantor Pusat DJKN, diharapkan dapat menyelenggarakan lebih banyak 

pelatihan!pendidikan dan latihan (diklat) atau sosialisasi tentang sistem 

pengendalian intern ke daerah khususnya terhadap seluruh pegawai KPKNL 

Pangkalan Bun mengingat selama ini sosialisasi dan pelatihan tentang sistem 

pengendalian intern bagi pejabat dan pegawai masih sedikit 

2. Bagi Pimpinan Kanwil Kalimantan Selatan dan Tengah diharapkan mempunyai 

lebih konsensus tentang pentingnya sistem pengendalian intern, dan sering 

melakukan bimbingan serta pembinaan melalui sosialiasasi yang rutin tentang 

implementasi kebijakan sistem pengendalian intern khususnya kepada KPKNL 

Pangkalan Bun. 

3. Bagi pimpinan dan pegawai KPKNL Pangkalan B~ diharapkan seluruh jajaran 

mempunyai konsensus tentang pentingnya kebijakan sistem pengendalian intern 

dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan sistem pengendalian intern di 

lingkungan KPKNL Pangkalan Bun sesuai keteotuan yang berlaku, meminta 

tambahan pegawai yang kompeten dan kapabel ke kepegawaian DJKN yang 

berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN maupuo dari peoerimaan 

sarjana, melakukan sosialisasi secara rutin kepada seluruh pegawai, dan terus 

menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangao pada aktifitas keseharian. 
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Pimpinan KPKNL Pangkalan Bun juga diharapkan lebih peka terhadap pekecjaan 

di seksi dibawahnya terutama seksi teknis mengingat sifat struktur organisasi 

yang multi fungsi. 

4. Bagi Seksi Kepatuhan Internal, Seksi Kepatuhan Internal terus menerus secara 

rutin mengadakan sosialisasi atau sharing knowledge tentang sistem 

pengendalian intern dan pentingnya kebijakan tersebut kepada pejabat dan 

pegawai KPKNL Pangkalan Bun. Seksi Kepatuhan Internal di KPKNL 

Pangkalan Bun juga perlu diperkuat dengan jumlah pegawai yang ideal dan 

pelatihan-pelatihan yang meningkatkan integritas agar UKI tidak hanya berfungsi 

preventif dan reaktif saja, namun juga dapat memberikan keyakinan memadai 

(reasonable assurance) terhadap pencapruan organisasi dengan cara 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi, perumusan perbaikan 

rokemendasi proses bisnis berikut basil akhir (output), serta tecjaganya kepatuhan 

terhadap hokum dan peraturan. 
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DAFf AR lAl\IPIRAN 

Lampirao 1: Pedomao Wawaocara 

PEDOMAN W AW ANCARA 

Pedoman wawancara disusun sebagai panduan/pedoman untuk memberikan 

kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data dari informan. Pedoman 

wawancara memberikan arab agar pertanyaan yang diajukan kepada informan tidak 

menyimpang dari pokok bahasan penelitian. Adapun gambaran pedoman wawancara 

tersebut adalah sebagai berikut : 

A Pertanyaan-pertanyaan yang berhubugan dengan variabel impJementasi 

kebijakan publik sistem pengendalian intern menurut teori implementasi George 

C. Edward III. 

I . Menurut Bapak bagaimana implementasi kebijakan sistem pengendalian 

intern (SPI) di KPKNL Pangkalan Bun dilihat dari variabel komunikasi? 

a. Apakah Bapakmengetahui kebijakan SPI? Fokus kebijakan SPI? 

b. Apakah Bapakmengerti maksud dan tujuan kebijakan serta fokus utama 

kebijakan SPI? jelaskan 
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c. Apakahmenurut Bapak terdapat koordinasi yang baik antar pelaksana 

kebijakan? Jelaskan? 

2. Menurut Bapak bagaimana irnplementasi kebijakan sistem pengendalian 

intern (SPI) di KPKNL Pangkalan Bun dilihat dari variabel sumber daya? 

a. sumber daya manusia mencukupi dan kompeten? 

b. Pengetahuan Implementator? 

c. Sarana dan Prasarana? 

3. Menurut Bapak bagairnana implementasi kebijakan sistem pengendalian 

intern (SPI) di KPKNL Pangkalan Bun dilihat dari variabel 

disposisi/kecenderungan/sikap? 

a. Preferensi nilai yang dirniliki oleh implementator? 

b. Kesediaan untuk rnelaksanakan kebijakan? 

c. Dukungan terhadap kebijakan? 

4. Menurut Bapak bagaimana implementasi kebijakan sistem pengendalian 

intern (SPI) di KPKNL Pangkalan Bun dilihat dari variabel struktur birokrasi? 

a. Adanya tata aliran pekerjaan? 

b. Koordinasi yang baik dalam organisasi dan diluar organisasi? 

c. Kejelasan aturan dalam organisasi? 

5. Pertanyaan lain yang berhubungan dengan implemtasi kebijakan sistem 

pengendalian intem di KPKNL Pangkalan Bun? 
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a. Kendala-kendala yang menghambat pengendalian? 

b. Kasus-kasus yang terjadi hubungannya dengan pengendalian intern? 

Demikian pedoman wawancara ini disusun sebagai acuan dalam mendapatkan 

data dari informan. 

Pangkalan Bun, April2016 

Peneliti, 

Totok Hartanto 
NIM 500644986 
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Lampiran 2: Transkrip Wawancara 

TRANSKRIPWAW ANCARA 
DENGAN KEPALA KANWIL DJKN KALIMAllri'TAN SELATAN DAN TENGAH 

(Tangga129 Maret2016,jam 17_00 di Kanwil DJKN Kalinatan Selatan dan Tengah) 

1. Apak:ah Bapak mengetahui kebijakan sistem pengendalian intern? 

Pengendalian internal merupakan hal yang sangat penting pertama sebagai 

antisipasi munculnya permasalaban-permasalaban yang besar kbususnya di 

kementrian keuangan. Sudah ada PMK tentang sistem pengendalian intern dan itu 

sangat penting di DJKN. Penerapan sistem pengendalian intern di DJKN, 

KANWIL, apalagi di KPKNL berbubungan dengan pengguna jasa san gat penting 

tentunya. Sosialisasi telah dilaksanakan oleb DJKN dan hjen. 

Sistem pengendalian intern adalah jantungnya dari proses pengawasan yang ada, 

sistem pengendalian intern sangat penting terbadap potensi-potensi permasalahan 

yang mungkin teijadi dalam proses jalannya pelayanan di kantor. Jadi 

Implementasi kebijakan PP no 60 tahun 2008 ini sudah dilakukan di DJKN dan 

wajib sifatnya di kantor KPKNL Pangkalan Bun dan berikut turunannya dari PP 

tersebut, ada PMK dan per dirjen. Ada kewajiban bagi kita untuk melakukan 

sistem pengendalian intern, namun demikian DJKN dan KPKNL punya tupoksi 

yang banyak dan antara tugas satu dengan yang lainnya tidak bersinggungan maka 

kantor pusat barn menerapkan pengendalian internal terbadap beberapa peketjaan. 

Seperti pada kekayaan negara, yaitu utilisasi. Tahun 2016 di tambah pengendalian 

intern tentang penilaian, kita sangat konsen terbadap pengendalian intern. 
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2. Menurut Bapakapa yang menjadi fokus utama pengendaJian? 

Mengingat kebijak:an implementasi PP 60 cukup barn belum semua kementrian 

Jembaga menerapkan. Kemenkeu sangat konsen. Di DJKN ada pengendalian 

internal yang sifatnya bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan yang di 

laporkan ke kantor pusat. T ahun 2015 terdapat 2 indikasi yang sifatnya resiko 

ringan tapengendalian intern bila dibiarkan dapat menjadi liar dan mengganggu 

proses pelayanan. Disinya betapa pentingnya pengendalian intern dalam suatu 

kant or. 

Dulu pengendaJian intern dilaksanak:an oleh lrjen, dengan kendaJa biaya dan 

sebagainya irjeu seolah-olah membenbn delegasi kepada unit veTtikaL dilapangan 

agar melakukan sendiri pengendaJian intern. pengendalian intern sebagai 

perpanjangan tangau dari bjen sebenarnya cukup baik dan bisa terdeteksi lebih 

dini permasalahannya. Lebih baik pekerjaan kita bisa terdeteksi dengan staf 

pengendali di kantor dari pada ditemukan oleh auditor yang lebih tinggi lagi 

misalnya BPK, kejak:saan, kepolisian, aparat auditor dan aparat hukum lainnya. 

Namun kadang beberapa organisasi, bidanglseksi atau pegawai kita masih 

memandang sebelah mata pengendaJian intern, bahkan untuk melakukan 

pengendaJian intern tidak gampang disana timbul kecurigaan-kecuri~ 

resistensi, myang kaJau tidak dilaksanakan dengan baik, pengendaJian intern 

menjadi permasalahan yang baru misalnya ada satu bidang atau seksi akan 

dilal'Ukan evaluasi basil produknya timbul kecurigaan, mak:a perlu komunikasi 

yang bagus dan dari pimpinan pengendaJian intemharus mendukung. Mau sebesar 
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apapun komitmen dari bawahan kalau pnnpman tidak komitmen maka 

pengendalian intern tidak jalan, intinya Pengendalian intern membutuhkan 

komitmen dari setiap tingkatan mulai dari pimpinan sampai ke staf, selain itu 

komunikasi antar bidang/ seksi juga harus dilak:ukan dengan baik, agar bisa 

bersama-sama menemukan potensi resiko yang bisa menghambat di kemudian 

hari. 

Kebijakan sistem pengendalian intern sifatnya kompleks karena banyak fuktor 

yang diperhatikan atau yang menjadi indikatomya serta peraturan yang 

mendukungnya juga sulit dipahami ketika membaca sendiri dan apabila tidak 

mendapat pemahaman dari sosia1isasi atau pe1atihan 

3. Menurut Bapak upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam pengendalian 

internal agar menghasilkan hasil yang maximal? 

a) Komitmeu. 

Komitmen seluruh jajaran dalam melaksanakan pengendalian intern sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

b) Sosialisasi 

Secara berkala atau rutin perlu dilakukan sosialisasi pengendalian intern yang 

berlaku. T anamkan nilai-nilai kementrian keuangan 

c) Sharing knowledge. 

Saling bertukar informasi antar bidang dapat membantu suatu bidang berjalan 

dengan aturan dan porsinya masing-masing. Sehingga semua pegawai 
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mengetahui aturan main yang ada di kantor i~ sehingga potensi untuk 

menyimpang dari ketentuan yang ada kecil. 

Memang awalnya banyak ketidak re1aan dari bidang dilakukan evaluasi kerjanya 

oleh KI. Hal ini wajar karena hal barn, tapi pengendalian intern setelah lama 

disosialisaikan dan ditanamkan managemen resiko, diberikan betapa pentingnya 

pengendalian intern, saya berkomihnen dan komitmen tersebut saya tularkan 

kepada bidang-bidang dan sesekali lakukan komunikasi melalui rapat-rapat. 

4. Apakah saran dan prasarana sudah mendukung kebijakan sistem pengendalian 

intern? 

Sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi sudal1 sangat memadai, 

dengan di dukung semakin majunya teknologi. 

Peran snmber daya manusia sangat penting dalam menjalankan peraturan­

peraturan tersebut, apabila tetjadi konflik maka dapat dikomunikasikan serta 

dilakukan evaluasi. 

5. Hal-hal apa yang menghambat pengendalian intern? 

a. Anggapan bahwasanya pengendalian internal tidak ada manfaatnya. 

b. Adanya beberapa pegawai yang karena kurangnya tingkat memahami 

managemen resiko. Managemen resiko gampang-gampang susah tidak semua 

orang bisa dan kalau pegawai tidak mau belajar tetang managemen resiko atan 

berusaha memahaminya ini menjadi hambatan juga 
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c. Pegawai tidak. wellcome terhadap pengendalian internal. Sikap bidanglseksi 

atau perorangan yang tidak mendukung pengendalian intern itu jadi ganjalaan 

karena mernsa terganggu, misalnya saja sesama satu level mengapa bisa 

mengevaluasi. Kita harus bisa mengantisipasi dengan sharing knowledge, 

sosialisasi dan menanamkan nilai-nilai kementrian keuangan. 

Bisa melaksanakan pengendalian intern kalau manajemen pengendalinya sendiri 

menguasai, kesadaran sudal1 tinggi, integritas tinggi. peraturan sudah ada 

(lengkap), tinggallaksanakan saja. 

Kesimpulan : jadi peraturan tentang sistem pengendalian intern sudah cukup 

bagus, tinggal pelaksanaan di lapangan. Saat ini sudaii cukup jadi pedoman 

pengendalian intern dan tinggal perlu meningkatkan kemampuan manajer 

pengendalian. 

Pangkalan Bun. April2016 

Peneliti, 

T otok Hartanto 
NIM 500644986 
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TRANSKRIP W AW ANCARA 
DENGAN KEPALA BIDANG HUKUM, INFORMASI DAN KEPATUHAN INTERNAL 

KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH 
(Tanggal29 Maret 20016 jam 16.00 WIT A) 

5. Apakah Bapak mengetahui kebijakan pengendalian intern? 

Pemah dapat sosialisasi 

2. Apakah Bapak pemah mensosialisasikan ke KPKNL Pangkalan Bun? 

Bel urn pernah. T api pernah melakukan pembinaan kepada staff Kl saja. 

Belum pemah melakukan sosialisasi PP 60 tahun 2008 ke KPKNL Pangkalao 

Bun 

3. Menurut Bapak penting gak sistem pengendalian internal ini dalam organisasi 

maupun di KPKNL Pangkalan Bun sebagai kaotor operasional? 

Y aa sangat penting. 

4. Maksud dan tujuan dilakukan SPl ini Pak? 

Untuk mencapai tujuan organisasi. Tapi kalu menurut saya dalam 
pelaksanaannya sekarang masih belum maksimal. kebijakan tentang SDM 

yang di tempatkao di seksi/ bidang masih tidak sesuai. Dari segi sistem 

peraturannya belum maksimal. SOP rneugenai evaluasi PI gak ada atau 

belum ada. Contohuya LHPPU rnasih terbatas, rnenurut saya belurn maksimal. 

UIPPU yang hanya layanan unggulan bagus tapi dari capaian organisasi tidak 

terlihat. Di PN tidak ada peraturan ( evaluasi terpisah tidak termasuk dalam 
pengendalian). 

Kemudian salah satu yang perlu di tingkatkan lagi tentang kewenangan KI ini. 
untuk bidang Kl ini kan tidak ada wewenang untuk: memberikan semacam 
saksi misalnyan kalau ada unit-unit yang dipantaul pegawai ditemukan 

melanggar oleh KJ, otomatis KI belurn diberi wewenang untuk memberikan 

saksi Kalau di beri wewenang seharusnya KI ini bisa menjalankan tugasnya 

dengan baik agar organisasi juga betjalan dengan baik, bisa rnernberikan 

pelayanan yang baik, dan juga kedisiplinan terhadap pelanggaran-pelanggaran 
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juga tidak sampai terjadi. Y aa mungkin perlu bertahap ya untuk mencapai itu. 

banyak yang perlu ditingkatkan lagi. 
KI ini kan semacam yang menjaga agar tidak keluar dari rel-nya. Tidak ada 

(minim) pelanggaran. 

5. Sekarang ini kan peran KI sifatnya hanya memeriksa atribut saja, bagaimana 

menurut Pak Priyo apakah KI cukup memeriksa atribut saja, padahal fungsi K1 
adalah menjaga agar tidak sampai keluar jalur terlalu jauh? Selain itu KI 

memeriksanya pada saat setelah dilaksanakan suatu pekerjaan bukan pada saat 

pelaksanaannya, bagaimana menurut Bapak? 

Y aa bel urn cukup. Contohnya saja terkait dengan penyalahgunaan atau 
penyelewengan. Bila terjadi korupsi pada suatu kantor berarti KI tidak 

bertanggung jawab padahal Kl seharusnya menjaga, dan bagaimanapun juga 

yang di tanya pasti KI nya. Sebarusnya KI juga bertanggw1g jawab hila ter:jadi 

hal-hal tersebut, tapi di KI sekarang ini belum kuat, yang di periksa hanya 

layanan unggulan saja, ya mengikuti SOP nya seperti itu adanya padabal 
sebarusnya peran KI bisa lebib dari itu. Tapi berbubung belum ada petunjuk 

untuk melakukan hal-hal seperti itu ya mau bagaimana lagi. 

6. Menurut Bapak apakah KI ini bisa masuk ke substansi, tidak hanya memerik:sa 

atribut saja? 

Ya itu tadi karena belum ada payung hukumnya kalau kita lakukan malah 

salah nanti jadi melampaui wewenang kita. 

7. Apabila semisalnya kepala kantor melibat ada kemungkinan ban yak terjadi 

kesalahan misalnya di lelang banyak terjadi kesalahan di risalah le~ 

kemudian minta tolong ke KI untuk: masuk ke substansi. Apakah bisa menurut 

Bapak? 

Y a bisa saja. Sebetulnya kan KI bukan cuma atribut saja bisa lebib dari itu. 

8. Kalau seperti itu berarti KI jadi seperti irjen? 

Y a bisa seperti itu. ada lagi seharusnya KI juga bisa memantau pre atau 
sebelum pelaksanaan kegiatan itu dilakukan, kalau selama ini kan KI 

memeriksa pasca pekerjaan telah dilaksanakan udah sesuai belum dengan 

peraturan-peraturan dan sebagainya. 
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9 _ Kalan pre berarti termasuk ke pengendalian resiko Pak? 

Y a, contohnya saja seperti kegiatan-kegiatan yang rawan terjadi kesala~ ya 

mungkin ada hubungannya dengan pengendalian resiko itu ya, tapi kan juknis 

di pengendalian internal ini kan gak ada ya dasarnya_ 

lntinya jangan sampai terjadi kesalahan, baik kesalahan administratif atan 

kesalahan-kesalahan yang lebih fatallagi, kan fungsi KI sebenernya itu_ 

10_ Menurut Bapak apakah perlu pemantauan nya dibedakan, kalau yang terjadi 

sekarang kan pemantauannya di semua kantor dari Aceh sampai Jayapura kan 

sama karena rancangannya sudah ditentukan oleh pusat, padahal kan resiko tiap 

kantor itu beda? 

- Kalan menurut saya begini, mungkin wewenangnya di perluas atau 

pelaksanaannya di perluas tidak sekedar masalah pelayanan unggulan, misalnya 

di bagian mnum dalam proses pengadaan yang di dalamnya terdapat pengelolaan 

dana yang mempunyai resiko teijadinya fraud, sebarusnya ada KI yang ikut 

dalam proses pelaksanaan yang di harapkan ada juklak dan juknis dalam proses 

pemantauan tersebut_ 

T api kalau Kl tidak punya wewenang atau kewajiban untuk itu sepertinya Kl 

tidak masuk dalam pelaksanaan disitu karena tidak ada petunjuk dalam 

melakukan hal terse but_ 

Nah seharusnya mulai dari pra kegiatan pengadaan dilakukan misalnya muJai 

dari pembentukan kepanitiaan KI bisa ikut memantau_ 

II_ Bagaimana dengan SDM dalam menjalankan SPI atau di seksi KI? 

Y a perlu dipilih yang mengerti peraturan SOP pengendalian, karena kan tidak 

semua orang mengerti hal tersebut 

12_ Bagaimana menurut Pak Priyo mengenai pengendalian dari pimpinan ke staff 

yang selama ini terjadi? 

Kalan di nilai ya 70 lah_ Cukup bagus tapi tidak bagus sekali, masih banyak 

yang perlu di tingkatkan lagi_ 

13 _ Apa mungkin perlu lebih mensosialisasikan lagi tentang pengendal ian ini Pak? 
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Ya bisa juga, atau bisa jadi begini unit-unit kerja atau pegawai belum 

memabami SOP sehingga tidak menganggap penting pengendalian ini. 

Perhatian dari pimpinan juga sangat mempengaruhi, jadi pada saat forum atau 

rapat-rapat pimpinan bisa membenK.an semacam sosialisasi bisa juga dengan 

cara seperti training kepada staff. Jadi sambil belajar bersama-sama terutama 

tentang peraturan-peraturan harus sering di sosialisasikan sehingga semua 

bidang/seksi mengerti apa maksud dan tujuan dari dibentuknya Kl, tidak 
hanya berupaya menjalankan tugas-tugas atau data-data yang diminta saja 

melainkan mengetahui tujuan sebenarnya apa fungsi dari data-data yang 

diserahkan tersebut. 

Nab kenapa KIHI ini selalu menekankan di setiap forum-forum yang ada, 
karena sistem ini termasuk hal baru untuk kepatuhan internal nya itu, ada itu 

pengendalian resiko dll makanya KI perlu agresif da1am sosisalisasi. 

14. Bagaimana dengan aksestensi dari kantor pusat menurut Pak Priyo sudah cukup 

atau masih kurang? 

Masi kurang yaa sosialisai dari kantor pusat, pernah di sisipkan dalam acara­

acara tertentu tapi isinya hanya begitu-begitu saja kurang detail. Misalnya 

pengendalian utama dalam pengendalian internal itu dulu saya dapat di 

Denpasar ada acuan dari lRJEN ayo latihan membuat pengendalian internal. 

15. Kalau staf-stafbagaimana? 

Nab itu dari pusatllRJEN, sejauh ini yang saya rasakan pusat belum pemah 

datang kesini untuk memberikan sosialisasi atau belum pemah ada juga 

pemanggilan khusus staffke kantor pusat untuk sosialisasi ini. 

16. Menurut Pak Priyo bagaimana tentang SDM di KPKNL Pangka1an Bun? 

Kalan saya lihat sepintas secara kualitas sudah cukup bagus tapi secara 

kuantitas jelas tidak memadai. Karena ada pejabat-pejabat tertentu yang tidak 

bisa di gantikan misalnya pejabat lelang, penilaian, juru sita (PN). 

Kenyataannya sekarang ini kan dipaksakan untuk cukup dengan cara. 

merangkap pekerjaan. Di lihat saja dari seksi lelang misalnya pejabat lelang 

yang mumi ada di seksi lelang ada berapa? Kalau masih ada yang merangkap 

berarti masi kurang memadai. Behan kerja lebih besar dari pada SDM yang 

ada menyebabkan kesalahan-kesalahan yang terjadi bern lang ( misalnya 

risalab lelang) itu dimaafkan dan di maklumi. 
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17. Kemampuan SDM di KPKNL Pangkalan Bun maupun di sini, menurut Pak Priyo 
sudah bisa melakukan pengendalian internal ini? 

Masih perlu ditingkatkan lagi. Masih ada beberapa orang yang tidak tertarik 

terhadap peketjaan. Kalau di KANWIL pengendalian atau monitoring masib 

ada SDM yang tidak sesuai dengan bidangnya. 

18. Bagaimana sikap yang acub dari staff apakab berpengaruh di kantor? 

Ya sikap acuh mempengaruhi kinerja. 

19. Bagaimana sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan pengendalian ini? 

Saya rasa sudah memadai. Dana juga cul--up. 

20. Berdasarkan struk'tur organisasi yang ada di KPKNL Pangkalan Bun, menurut 

Pak Priyo apakab beban kepala kantor besar? 
Ya berat menurut saya, karena ada banyak bidang yang dibawahinya yang 

tidak saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. 

21. Menurut Bapak upaya apa yang bisa dilakukan kepala kantor agar pengendalian 

internal ini bisa betjalan maksimal'? 

Kalau menurut saya mungkin bisa diadakan semacam rapat rutin atau lebih 

sering mengadakan rapat yang dimana bisa membabas berbagai progress dari 
setiap pekerjaan yang dilakukan, selain itu aktif menanyakan masalab­

masalah yang berpotensi atau yang penting. 

Pangkalan Bun, April 2016 

PeneJiti, 

T otok Hartanto 
NIM 500644986 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

DENGAN KEPALA KPKNL PANGKALAN BUN 

(Tanggal8 April20l6,jam 09.00 di KPKNL Pangkalan Bun) 

1. Komunikasi 

a. Apakah Bapak mengetahui kebijakan sistem pengendaJian intern? Dan 

apakah pegawai KPKNL Pangkalan Bun secara keseluruhan pemah 

mengikuti sosiaJisasi? 

Jawab: ya saya mengetahui. 

Untuk: secara keseluruhan ada yang belum mengikuti. 

b. Apakah Bapak mengerti maksud dan tujuan kebijakan serta fol..."llS 

kebijakan SPI? 

Apakah pegawai memahami maksud dan tujuan SPI? 

Jawab: 

- Maksud dan tujuan SPI adaJah agar kegiatan dapat efektif dan efesien, 

basil laporan keuangan yang handaJ dan pengamanan aset negara serta 

taat kepada peraturan perundangan. 

Para pegawai sudah memahaminya. 

c. Apakah kebijakan SPI cuk.up kompleks untuk. dipahami dan dilaksakan 

bagi pegwai KPKNL P bun? 

Jawab: 
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Kegiatan SPI memang cukup kompleks untuk dipahami namun harus tetap 

dilaksanakan untuk pencapaian tujuan organisasi 

d. Apakah kebijakan Pengendalian Intern selalu ditekankan dalam 

melaksanakan tugas: 

Jawab: 

Kebijakan pengendalian intern selalu ditekankan dalam pelaksanaan tugas 

2. Sumber daya 

a. Apakah SDM sudah cukup dan kompeten dalam melaksanakan kebijakan 

SPI? 

Jawab: 

Sebagian besar sudah cukup kompeten oamun adapula yang hams 

dibimbing 

b. Apakah pengetahuan pegawai terhadap kebijakan SPI sudah cukup? 

Jawab: 

Pengetahuan sebagai konsep sudah cukup, namun dalam aplikasi telah 

dilaksanakan antara lain bekerja sesuaii dengan kode etik, SOP dll 

c. Apakah saraoa dan prasarana termasuk di sini ketersediaan anggaran 

untuk mendukung pelaksanaan kebijakan SPI sdh cuku? 

Jawab: 
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Sarana dan prasarana dan ketersediaan anggaran sudah cukup menduk:ung 

3. Sikap 

a. Apak:ah preferensi nilai (anggapan) yang dimiliki pegawru terhadap 

kebijak:an SPJ? Apakah welcome atau sebaliknya? 

Jawab: 

Kebijak:an SPJ sudah cuk'llp welcome 

b. Apak:ah pegawai bersedia melaksanak:an k:ebijak:an SPI? Masihkah ada 

pegwai yang yang masih enggan? 

Jawab: 

Setiap pegawai bersedia melak:sanak:an k:ebijak:an SPI walopun tetap ada 

bimbingan 

c. Apak:ah sebagian besar pegawai mendukung kebijkan SPI, sehingga SPI 

beljalan baik? 

Jawab: 

Sebagian besar pegawai mendukung kebijak:an SPI 

4. Struktur organisasi 

a. Apak:ah tata aliran kegiatan dru1 pelaksanaan program di KPKNL berjalan 

sesuai yang diharapkan? Bagaimana dengan struktor organisasi KPKNL 

yang terdiri dari berbagai seksi yang bampir betbeda tugas? 
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Jawab: tata aliran kegiatan dan pelaksanaan program masi dapat berjalan 

sesuai dengan diharapakan namun karena struJ...'1:ur organisasi yang 

kompleks membuat pengendalian terasa berat 

b_ Dengan struktur organisasi yg demikian ~ apakah koordinasi dalam 

organisasi dan Juar organisasi dapat berjalan dengan baik? 

Jawab: 

Hingga saat ini koordinasi intern dan ekstem masi dapat berjalan 

c_ Apakah kejelasan aturan dalam organtsasJ telah mendukuog 

tugas/pekeijaan dan juga mendukung kebijakan SPI? 

Jawab: 

Kejelasan aturan dalam organisasi seperti kode etik, budaya keija dan SOP 

serta uijab mendukung kebijakan SPI 

Pangkalan Bun, April2016 

Peneli~ 

Totok Hartanto 
NIM 500644986 
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TRANSKRIP HASIL WAW ANCARA DENGAN 

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEKA Y AAN NEGARA 

(Tanggal22 Maret 2016 jam 10.00 di KPKNL Pangkalan Bun) 

I. Apakah Pak Amri pemah mendapatkan atau mengetahui tentang sistem 

pengendalian intern dalarn bentuk sosialisasi atau workshop? 

Belum pemah mendapat sosialisasi atau workshop 

2. Pemah mendengar tentang PP no 60 tahun 2008? 

Pemah sekilas saja 

3. Oke walaupun belum pemah mendapat sosialisasi langsung, mungkin Bapak 

pemah mendengar sekilas tentang SPI, menurut Bapak SPI itu apa? 

Sistem pengendalian intern itu merupakan sebuah cara bagaimana sebuah 
kegiatan itu yang ada dalam sebuah institusi atau organisasi itu bisa dilakukan 
sesuai dengan peraturan yang ada kemudian dengan standar -standar pelayanan 
yang ada yaitu harus dibuat aturan yang jelas bagaimana pelaksanaannya~ 
bagaimana kalau terjadi hal-hal diluar yang dikehendaki dan sebagainya 

4. Menurut Pak Amri maksud dan tujuan PI itu apa? 

Maksudnya agar tujuan-tujuan organisasi itu bisa dilaksanakan sebagai mana 
mestinya, sesuai yang diharapkan supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak 
terjadi kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya 

5. Menurut Pak Amri pegawai di seksi PKN ini sudah mengerti tentang PI atau 

tidak? 

Ya harusnya sudah mengerti baik itu mengenai kode etik kemudian SOP 
setiap kegiatan 

6. Menurut Pak Amri setiap peraturan a tau kebijakan yang sudah diatur itu 

sudah dilaksanakan oleh pegawai disini? 
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Sudah walaupun secara teori belum pemah mendapatkan tapi secara 

pelaksanaannya sudah dilakukan 

7. Apakah memrrut Pak Amri sumberdaya di PKN serta di kantor KPKNL ini 

sudah mampu menjalankan PI ini? 

Mampu., sangat mampu 

8. Kalau masalah kuantitas/jumlahnya ada cukup untuk menjalankan PI ini? 

Kalau masalah jumlah saya rasa kurang, kama di PKN ini hanya ada 2 
pelaksana, tapi denagan keterbatasan yang ada yaa masih bisa lab 

9. Kalau masalah sarana dan prasarana di PKN serta d KPKNL? 

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SPI masih kurang ya, misalnya 
seperti komputer masih kekuran~ kemudian dari sisi aplikasi juga sering 
bermasalah, itu kan bisa membuat pekerjaan terhambat, kaitannya kan kalau 
pekerjaan terhambat berati SOP tidak berjalan, jadwal penyelesaian pasti akan 
motor. Komputer yang kurang, listrik yang sering mati itu merupakan masalah 
sarana dan prasarana yang kurang menurut saya. 

10. Kalau masalah informasi? 

Kalau informasi saya rasa cukup saja 

ll. A1ur permasalahan informasi di kantor ini bagaimana? 

Cui...'Up, kan sudah ada aturan yang cukup jelas yang mengatur tentang alur 
permasalahan terkait SPI ini, khusus di PKN ini saya rasa cukup 

12. Masalah dana apa memadai? 

Iya cukup 

13. Bagaimana menurut Pak Amri tentang sikap pegawai terhadap SPI ini apakah 

mendukung? 

Mendukung dan mematuhi 

14. Kebersediaannya bagaimana? 
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Ya jelas bersedia, kan sudah ada aturannya 

15. Struktur birokrasi pengaturan SPI ini bagaimana di PKN dan KPKNL ini 

sudah sesuai? 

- Kalan struktur birokrasi di KPKNL ini kan bidangnya heterogen ya hampir 
antara seksi itu tidak ada kaitannya ya antara satu seksi dengan seksi Jainnya 
ya, seksi yang teknis maksudnya ya, kecuali seksi pendukung pasti terk:ait 
Kalu dibilang ada koordinasi atau tidak yaa jelas tidak ada koordinasi, apa 
yang mau dikoordinasikan kan tidak terkait Masing-masing punya SOP yang 
tidak ada kaitannya. 

16. Ini terk:ait masalah bidang pekeljaan yang heterogen tadi, sebagai pimpinan 

atau kepala kantor disini hams mempunyai kemampuan atau ilmu yang 

berbeda-beda baik itu Jelang, PKN, PN, penilaian, KI, lll, hubungannya 

dengan SPI disini apakah menurut Pak Amri tingkat pengendalian kepala 

kantor di sini menjadi terbebani tidak? 

Normalnya berat karena kita tidak punya core bisnis yang pasti, core 
bisnisnya masing-masing dan hams dipahami, secara beban berat mestipun 
dalam kenyataannya dapat terlaksana dan tidak ada masalah yang berarti. ltu 
mungkin beban kelja tidak terlalu besar seperti di kota besar (jawa). 

17 _ Menurut Pak Amri apakah kepala kantor itu bisa mengendaliak.an seluruhnya? 

Seperti pada kasus yang teljadi PN bahwa pengendalian itu seolah-olah 

berbenti dikepala seksi dan kepala kantor tidak bisa mendeteksi hal tersebut? 

Seharusnya bisa. T api kepala kantor tidak bisa mengendalikan semuanya 
seolah-olah pekeljaan yang diberikan kepada kepala ya berarti togas tersebut 
sudah selesai atau terlaksana. 

18. Berhubungan denga Jingungkan pengendalian, integritas, etika pegawaJ~ 

apakah sudah pemah disampaikan? 

ya sudah dilakukan, setiap bulan dilakukan morning call. Sering kali 
ptmpman menyampaikan hal tersebut terkait implementasinya pegawai 
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macam-macam, ada yang melaksanakan betul-betul adapula yang tidak 
melaksanakan, tapi yang tekun juga ada. 

19. Kesadaran pimpinan unit kerja atas pengendalian dan gaya opernst yang 

dimiliki oleh pimpinan unit kerja? 

Belum sepenuhnya, contohnya dari basil temuan irjen masih banyak masalah, 
jadi kepala kantor beh1m bisa mengendalikan keselurnn~ masih sebahagian.. 
Bernrti disini pimpinan hams lebib peka terkait dengan pekerjaan-pekerjaan 
seksi-seksi dibawahnya. Untuk seksi-seksi teknis perbatian atau 
pengendaliannya hams dilebihkan. 

20. Apakah kepala kantor dalam melaksanakan pekerjaannya melakukan 

Pertimbangan resiko? 

lya 

21. Apakah pengendalian intern ditekankan oleh kepala kantor atau tidak? 

Ya waktu di rapat dan morning caiJ~ namun dalam kesebariannya masih 
kurang, mungkin karena beban kerjanya yang tidak terlalu besar jadi kurang 
mendapat perhatian/ disepelekan. 

22. Apa masalah keluhan-keluhan yang datang dari pegawai mengenai pekerjaan 

di tanggapi tidak? 

Ya kan kita ini juga minim sarana itu sudah di sampaikan ke kantor pusat tapi 
ada yang belum dipenuhi. Kalu masalah pekerjaan minim hampir tidak ada 
keluhan lab. 

23. Komitmen terhadap kompetensi bagaimana di kantor ini? 

- Kalan komitmen ya komitmen lab, setiap diadakan diklat-4klat dari kantor 
pusat, kita selau bersedia, tinggal nunggu di panggil atau tidak. Ada juga 
pegawai yang menempuh pendidikan baik itu D4, Sl,S2, ada yang beasiswa 
maupun mandiri itu ya di fasilitasi lab. 

24. Tentang struktur organisasi, apakah pegawai sudah melakukan tanggung 

jawabnya apa belum? 
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Kalau di PKN sudah yaa 

25. Jumlah pegawai hagaimana apa sudah mencukupi atau belum? 

- Masi kurang, dengan beban ketja pada saat rekonsiliasi yang menapai 223 
satker, yang aktif 123 satk:er, pelaksana yang ada di PKN hanya 2 orang. 

26. Apakah ada mekanisme yang jelas hila teijadi suatu perubahan, misalnya 

apabila ada isu-isu yang berkaitan dengan peruhahan? 

Tidak ada 

27. Kalau antisipasi hila ada peruhaban kira-kira pegawai siap atau tidak? 

Y a antara siap dan tidak, kalau kita kan tergantung pusat. Contohnya saja 
pada pelaksanaan rekon, pas diadakan rekon barn sistemnya di update, ada 
aph"kasi bam, ini kan merepotkan. Secara antisipasi ya gak ada, tapi karena ini 
sudab sering terjadi jadi selalu ada perasaan jangan-jangan ini nanti di ganti 
lagi. 

28. Untuk pencapaian ketja di PKN selama ini hagaimana? Serta laporan-laporan 

apakah selesai tepat waktu? 

Y a selalu tercapai. Laporan juga tepat waktu. 

29. Evaluasi IKUhagaimana? 

lya sudahjuga, selalu ada. 

30. Ada perhatian khusus tidak terbadap pemisahan tugas yang mungkin terjadi 

misalnya ada yang merangkap kerja apakab mungkin hisa teijadi froud? 

- Ho iya mungkin saja. T api di seksi ini tidak ada, kalau di kantor ada. 
Misalnya seperti PKN dan penilaian timn:~ .. a jadi satu maksudnya tim penilaian 
mengamhil orang dari PKN. Seharusnya secara etika tidak boleh tetjadi hal 
seperti itu., tapi kenyataanya masi ada. 

31. Masalab aplikasi sudah mendukung atau tidak? 

Sudah cukup mendukung 

32. Aksesnya dibatasi tidak? Apakab orang luar hisa meng akses? 
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Tidak dibatasi untuk pegawai kapanpun bisa meng akses, tapi orang luar tidak 
bisa meng akses kan ada password masing-masing. 

33. Autorisasi misalnya paraf apa minta ijin kepada kepala seksi terlebih dahulu? 

lya tentu saja. 

34. Dokumentasi sudah lengkap ya? Sudah di atur ya? 

Sudah 

35. Informasi yang dibutuhkan sudah tersedia tepat waktu secara cepat, akurat dan 

tepat kepada pihak yang membutubk:an? 

Sudah 

36. Data back up? 

Iya di back up 

37. Apakah ada saluran komunikasi bilamana ada laporan yang negatif dari 

pegawai? 

Ada. Bisa di laporkan langsung atau via email ke KI 

38. Berarti sudah ada peraturannya ya Pak? 

Iyaada 

39. Kalau perlindungan terkait misalnya ada pegawai yang mengadukan atau 

menyampaikan keluhan adanya penyimpangan yang terjadi di kantor tersebut, 

kira-kira dilindungi atau tidak? 

Nab ini berat bisa jadi iya, bisa jadi tidak. 

40. Tapi secara mekanisme dilindungi ya? 

Waaa secara mekanisme saya malah tidak tabu, tapi sebarusnya ada ya. 
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41. Adakah alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan inforrnasi ke 

seluruh pegawai? 

Ada. Y aa seperti morning call itu kan efektif, langsung pada saat itu juga 
semua pegawai mengetahui. Atau kalau ada sosialisasi terkait masalah 
tertentu, atau pada saat sharing knowledge, atau saat sosialisasi ke satker, kan 
dari intern bole saja ikut. 

42. Apakah ada prosedur yang mewajibkan pimpinnan untuk melakukan review 

melaksanakan pengendalian? 

Tidak jelas ya biasanya yaa yang dari paraf-paraf autorisasi itu saja. 

43. Kan ada SOP mengenai alur hal tersebut, kira-kira itu sudah sesuai belom? 

Hoo iya dari alur itu bisa. 

44. Apakah hila terjadi pelanggaran-pelanggaran bisa terdeteksi dini? Misalnya 

ada peketjaan yang belum selesai atau ada maslah pelanggaran etika pegawai 

bisa terdeteksi? 

Y a jelas bisa terdeksi. 

Pangkalan ~ April 2016 
Peneliti, 

T otok Hartanto 
NIM 500644986 
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TRANSKRIP W AW ANCARA 

DENGAN KEPALA SEKSI PIUTANG NEGARA 

(tanggal2l Maret 2016 jam 10.00 di KPKNL Pangkalan Bmt) 

l. ApakahBapak pemah membaca PP 60 tahun 2008? 

belum pemah membaca Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang 
sistem pengendalian Intern Pemerintah dan mendapat sosialisasi yang utuh 
mengenai sistem pengendalian intern 

2. Berbubmtgan dengan teori, Bapak belmn pemah mendapat sosialisasi tentang 
PP 60 ini tapi tentang pengendalian internal ini Bapak pemah mendengar kan? 

lya pemah denger-denger saja, tapi belum pemah ada sosialisasi. 

3. Kira-kira Bapak mengerti tidak maksud dan tujuan dari pengendalian intern 
ituPak? 

Iya itu dalam rangka pengendalian di kantor tujuannya supa)'Cl kantor itu 
beljalan sesuai dengan mekanismenya, terus mungkin adanya pengawasan 
dari kepala kantor agar kita bekerja sesuai dengan mekanisme dan SOP nya. 
Jadi waJaupun belum pemah mendapat sosialisasi tentang SPI tapi kita sudah 

meJakukan pengendalian itu, seperti etika. 

4. Bagaimana dengan SDM di kantor ini Pak? Apakah SDM yang ada di PN ini 
ataupun di kautor iui kira-kira cukup tidak uutuk melakukan pengendalian 
intern? 

- Kalan masalah jmnlah saya rasa kurang. Di PN ini saja kekurangan orang, 
apalagi di kantor. Contohuya saja juru sita di kantor ini kan tersebar di 
beberapa seksi, bukan hanya di PN ini saja. KaJau mau disesuaikan dengan 
SOP nya ya kurang, karena SDM yang terbatas di kantor ini. 

5. Di kantor ini ada seksi KI kan Pak, salah satu tugasnya adalah mengenai 
pengendalian internal itu, menurut Bapak cukup tidak seksi Kl memantau di 
seksi PN ini? karena yang saya tabu di seksi Kl ini untuk masalah PN ini tidak 

ada pemantauan lanjutannya~ jadi Kl itu tidak memantau langsung kegiatan 
yang ada di PN, cuma memantau pencapaian kineija saja 
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Iya seharusnya seksi KI itu melakukan pengendalian di PN ini, tidak hanya di 
lelang dan PKN saja. Seharusnya sebelum ada pemeriksaan irjen, seksi K1 
bisa memantau PN terlebih dahulu. Mungkin ini karena belum adanya akses 
KI tmtuk bisa memantau PN. Seharusnya ada pemantauan di BKPN nya~ jadi 
temuan-temuan irjen itu bisa di minimalisir, selain itu bisa juga teljadi froud 

atau kesalahgunaan itu kemwtgkinannya besar ju~ misalnya kenapa koq 

tidak ada penyelesaian Surat Paksa. Ya yang utamanya itu agar tidak ada 
temuan oleh pemeriksa itu. mungkin kalau KI bisa memonitor pengumsan 

BKPN it~ kenapa koq belum selesai, tidak ada temuan oleh pemeriksa. PN 

ini perlujuga adanya pengendalian dari KI. 

6. Petugas K1 di kantor ini cuma 1 Pak. Bagaimana? 

Ya itu lah harusnya SDM disini ditambah. 

7. Sarana dan prasarana di kantor ini untuk melaksanakan SPI di seksi Bapak? 

Kalau sarana dan prasarana kantor saya rasa masih kurang, karena disini 

kaitannya dengan dana juga. Uutuk pencapaiatmyanya disiui kan tidak terlalu 

banyak juga ya, tapi target dari umumnya juga begitu ya 

8. Kalau infonnasi mengenai masalah SPI itu cukup gak Pak? 

Cukup, disini saya cukup bisa melakukan pengendalian karena kita 

bemadapan langsung dengan individunya. 

9. Kira-kira upaya apa yang dapat di lakukan agar proses SPI ini dapat berja1an? 

Y a seharusnya ada semacam sistem yang bisa di pantau oleh kepala kantor, 

atau bisajuga basil dari KI disampaikan ke kepala kantor. 

Untuk aplikasi SIMPLE dapat dipantau koq kerjaan yang sudah dilaksan~ 

ada update nya terns, yang penting kepala kantor barns sering juga memantau 

aplikasi tersebut. 

10. Kalau kemampuan sumberdaya manusia cukup gak Pak? 

Kalau kemampuan SDM disini mungkin ada yang perlu di upgrade ya. Kalau 

secara global di kantor ini yaa bisa lah untuk melaksanakan SPL 
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11. Bagaimana sikap dari pegawai mengenai SPI? 

Saya rasa mendukung yaa. Kalau dia tidak mendukung kan berarti kena juga 

nanti di SOP nya dia. Misa1nya di lelang kalau pegawainya tidak mendukoog 

otomatis SOP dari lelang itu sendiri ada yang tidak sesuai. Jadi walupun rata­

rata mereka belum mendapat sosialisai tapi karena adanya SOP ini jadi ya 
mereka melakasanakan sesuai dengan SOP nya. 

12. Bagaimana dengan pimpinan atau kepala kantor? 

Ya pasti mendukung karena hubungannya dengan pencapaian kinerja kantor. 

1 3. T ata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program di kantor jalan tidak Pak? 

Jalan Pak 

14. Komunikasi di dalam kantor dan di Juar kantor? 

Komunikasi bagus saja. 

15. Kejelasan aturan mengenai PN? 

Jelas saja sudah sesuai dengan di Japangan. 

16. Biasanya KI melakukan evaluasi terbadap SPI setiap akhir tahu~ menurut 
Bapak itu objektif atau subjektif? Apa perlu K.ANWIL yang melakukan 
evaluasi? 

Kalau menurut saya objektif, dari kantor ini saja sudah cukup objektif karena 

tiap hari kan memantau Jangsung, jadi yang paling mengetahui permasalahan 

ya dari kantor ini juga, kalau dari 1uar kan datangnya hanya beberapa kali, jadi 
yang lebih efektifya yang dari kantor ini. 

17. Kl kan di bawah kepala kantor Pak, menurut Bapak ada pengaruh gak atau 
ada tekanan-tekanan dari kepala kantor mungkin? 

Rasanya gak ada ya, sama sesama kepala seksi juga gak ada tekanan-tekanan 

itu yang penting kan objektifnya itu 
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18. KI yang sudah berjalan slama 2 tahun disini, dan basilnya selalu bagus, 

menurut Bapak datanya itu bisa diPakai ya? 

lya bisa, kan yang paling mengetahui pennasalahannya disini itu ya KI itu. 

19. Oke sayajelasin terlebih dahulu PP 60 ini tentang SPI pemerintah biasanya 

tiap akbir tahun bagian Keptuhan Internal ( Kl)akan melakukan evaluasi 
berupa kuisioner.Menurut Bapak bagaimana integritas di kantor ini? etika nya 

bagaimana? Apakah sudah baik? Apakah ada sosialisasi? Apakah pimpinan 
sudab memberi contoh? 

Saya rasa di kantor ini sudah baik. 

20. Bagaimana kesadaran pimpinan terhadap SPl ini Pak? 

Kesadarannya sudah bagus dan sudah memberikan contoh yang bagus 

21. Komitmen terhadap peningkatan kompetensi pegawai Pak? Atau Apakab 

sudah sesuai pekerjaan terhadap kompetensi pegawai disini? 

Kalau di PN ini pegawai yang di mutasi atau di rooling kesini kan sudah 
sesuai dengan kriteria atau kompetensinya. 

22. Struktur organisasi, aturan wewenang dan tanggung jawab. Struktur 

organisasi di KPKNL Pangkalan Bun ini sudah sesuai? 

Iya sudah cocok Pak. Strukturnya sudah sesuai dengan tupoksi nya masin­
masmg. 

23. Pimpinan mengetahui dan melaksanakan togas, wewenang dan tanggung 

jawabnya? 

Ya sudah mengetahui, sudah sesum JUga dengan tugas, wewenang dan 
tanggung jawabnya, sudah oke lab. 

24. Jumlah pegawainya cukup tidak Pak? Baik itu di PN ataupun di kantor ini'? 
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- Memang kalau di lihat dari sisi pekerjaannya itu masih kurang yaa 

pegawain}~ di PN ini saya rasa masih kurang. Idealnya minimal staff itu ada 
3 orang. 

25. Masaiah kebijakan dan praktek yang terkait dengan SDM? Pembinaan SDM? 

- Kalau disini masalah peraturan-peraturan itu kita sosialisasikan atau di share 

ke staff, apalagi kalau kita buka internet ada peraturan barn bisa langsung kita 

diskusikan dengan ternan-ternan disini dan kita aplikasikan. 

26. Apakah pimpinan kerja memberikan panduan dan pelatihan kepada pegawai 

untuk memastikan kecepatan dan ketepatan pekeerjaan, untuk mengurangi 
kesalahpahaman serta mendorong tidak tetjadinya pelanggaran? 

- Kalau pimpinan kepala kantor sudah ada itu memberi panduan tapi kalau 

pelatihan belum yaa mungkin dengan diktat yaa itupun masi 1 pegawai ya 

yang mendapat diktat tentang SPI ini ya. 

27. Kalan diktat apakah sesuai dengan kompetensi nya? 

lya sesuai Pak, kan sudab ada aplikasi untuk memi1ih dik1at 

28. Apakah ada pemberian sanksi bila ada terjadi pelanggaran di sini? 

- Disini gak ada Pak 

29. Apakab sasaran kerja apa telab disusun dan dikomunikasikan kepada selurub 

pegawai? 

Kalau sasaran ketja kita kan ada rencana kerja setiap tahun, sudah kita 

sosialisasikan dan sudah sampai ke staff pelaksana. 

30. Apakab ada mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan bereaksi 

terhadap perubaban yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar 

pada unit kerja? Contohnya mungkin adanya perubahan peraturan. 

- Kalau mekanisme mungkin ada ya di website DJKN terkait pelaksanaan 

tugas, kalau ada peraturan barn seperti sekarang ini ada peraturan PMK no 21 

itu kan ada kaitannya dengan PSPDT, sekarang ada perubahan jadi kita 
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antisipasi dulu PSDPT nya, mungkin dulu kebijakan regulasinya agak sulit, 

sekarang regulasinya lebih dipermudah. 

31. Jadi siap ya Pak kalau ada perubahan-perubahan yang mendadak? 

Siap 

32. ldentifikasi kinerja pegawai yang tercapai dengan kinerja yang direncanakan 
apa dipantau Pak? 
lya dipantau melalui IKU. Pencapaiannya kita patau, kalau disini setiap bulan 

kita pantau, setiap per 3 bulan kita evaluasi 

33. Apakah ada upaya yang dapat dilakllkan bila tidak tercapai target yang di 
tentukan? 

Iya kita 1akukan upaya-upaya misalnya hila belum tercapai PS nya dalam 3 
bulan ini, maka kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan penyerah 
piutang. 

34. Tahun 2015 gimana PakApakah tercapai? 

2015 alhamduJillah tercapai semua, malah melebihi target yang ada. Kalau 
tahun 20 16 ini masi kita hitung bagaimana pencapaian kinerja. 

35. Apakah pimpinan telah memperbatikan pemisahan tugas Pak? Baik itu dari 

antara pegawai maupun kepala seksi sudah sesuai dengan tanggung 
jawabnya? 

Ka1au disini pembagian tugas memang sesuai sama tanggung jawabnya, 

masing-masing sudah mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 

Tercermin dengan JKU. 

36. Apakah ada aplikasi disini? 

Ada aplikasi SIMPLE yang ada di ID tapi dilibatkan PN juga, karena PN 

selaku pengelo tanya. 
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- Berkas-berkas juga gak ada, semua ada di HI. Sudah lengkap juga masuk d 

server. 

38. Jadi yang bisa mengakses SIMPLE cuma HI dan PN aja ya? 

lya 

39. Masalah autorisasi atau persetujuan dari atasan, disini setiap ada kegiatan 

yang penting itu ada autorisasi gak? 

lya masih ada autorisas~ barns ada ijin atasan dulu, ada paraf. 

40. Dokumentasi disusun tidak Pak? 

lya ada disusun. 

41. Apakah informasi yang diperlukan dalam kerja pelaksanaan di PN ini ada 

tersedia dengan tepat waktu, akurat dan sesuai, misalnya ada surat ~ 

Apakab cepat Bapak memperoleh infom1asi tersebut? 

Cepat saja bila ada informasi surat baik itu dari kantor pusat maupun dari 
KANWIL, ada juga via email, biasanya malah lebib cepat via email itu ya. 

42. Saluran komunikasi antara atasan dan staffbagaimana? 

Saluran komunikasi kalau dari staff ada masalah pasti bisa Jangsung di 
sampaikan. Lancar-lancar saja. 

43. Masalah perlindungan Pak? Bila ada laporan dari staff ada yang melaporkan 

atasan kira-kira rnungkin gak Pak? 

Kayaknya tidak mungkin ya. Paling ya di laporkan dengan sesama bidang itu 

atau bidang yang rnenangani hal tersebut misalnya KI. 

44. Apakah ada alat komunikasi yang efektif untuk menginforrnasikan hal penting 

pada semua pegawai Pak? 

Kalau mau cepet bisa menggunakan telpon, email atau sosial media. 
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45. Apakah di kantor ini ada alat komunikasi efektif yang terbuka untuk 

masyarakat atau desa? 

Ada mungkin bisa dengan web. 

46. Apakah kepala kantor pernah secara langsung me review sistem pengendalian 

Pak? 

Y aa memang kepala kantor yang selalu me review semua kegiatan yang kita 
lakukan, melalui laporan-laporan ya 

47. Apakah pernah dalam rapat-rapat kepala kantor membicarakan mengenai 

pengendalian seksi PN? Misalnya ada SOP nya yang tidak terlaksana? 

- Kalau selama ini kayaknya belum pemah ya, kalau secara khusus belum, 

paling hanya secara umum saja tentang pelaksanaan tugas saja tidak khusus 

tentang pengendalian. 

48. Kalau ada masalah-rnaslah di PN bagaimana Pak? 

Biasanya kita rapatkan secara intern di seksi dulu. 

49. Ini masalah kasus temuan irjen itu masalahnya apa ya Pak koq bisa sampai 

tidak terpantau oleh kepala kantor? 

- Kalau yang kemaren itu masalahnya kan ada banyak pengembalian BKPN, 

nab pengembalian BKPN itu ada juga masalah tingkat pengurusan~ itu kan 

dulu saya memang tidak tau mekanismenya. Mestinya kan harus dipantau 

dulu.., nab kepala seksi yang dahulu saya tidak tahu..,apakah beliau sudah sesuai 

dengan SOP atau belum. Pengembalian-pengendalian itu kan ada jadwal batas 

waktunya kalau sudah dinyatakan ....... . 
Jadi kemaren temuannya sudah lewat batas waktu tapi tidak dikembalikan 

tanpa alasan, saya tidak tabu apakah itu sudah di kembalikan atau belum. 

50. Jadi kepala kantor tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa memantau atau 

bagaimana? 

Sebenamya kan itu kepala seksi nya itu yang hams melapor, tidak ada sarana 

dari kepala kantor untuk memantau. 
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Di laporan bulanan itu tidak kelihatan. 

51. Menurut Bapakapa yang sal~ kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? 

Yang salah mungkin mekanisme pemantauanny~ seharusnya tiap bulan selalu 
melaporlGm, kalau disini kan ada rekap daftar debitur, mungkin itu yang barns 
chlaporkan. Tapi agak susah juga ya karena di situ ada tanggal yang barns 
diterbitkan itu kan biasanya di Paksa tanggal tertentu barns diterbitkan, 
seharusnya kan tanggal yang tercantum itu sudah harus dilaporkan. K.alau 

pengentbalian ke KPN itu hams ditingkatkan lagi kepala seksinya kan sudah 

ada SOP-SOP nya. 

52. Berarti disitu peran utamanya ada di kepala seksi ya Pak? Kepala kantor 
kurang bisa memantau ya Pak? 

Iya karena kalau di PN yang dipantau kan bukan BKPN, beda dengan seksi 
lain misalnya kalau di penilaian itu kan bisa dipantau sekian dan bisa 
dilaporkan kalau pekerjaan itu sudah selesai Kalau ini kan berlanjut 
sebenemy~ jadi pengendalian dan tanggung jawabnya itu ada di kepala seksi, 
jadi kalau kepala seksinya tidak memantau ya sudah. 

53. Jadi kemaren yang banyak tetouan itu pengembalian BKPN dan tingkat 
pengurusan yaa Pak? Tingkat pengurusan disini apa maksudnya ya Pak? 

Maksudnya keterlambatan waktu proses pengurusannya, SP be1um 
disampaikan, tapi itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat 
pengurusan, itu tergantung dana kantor kita, karena penyampaian surat paksa 
tidak bisa dikirim, karena itu hams juru sita yang menyampaikan langsung. 
Kalau masalah BKPN itu memang sudah disediakan danany~ tapi itu kan 

masalahnya ada dikepala seksi yang lama jadi saya tidak tabu kenapa bisa 
sampai terlambat padahal dana ada, maka dari itu peran kepala seksi besar. 

Pangkalan Bu~ April2016 

Peneliti., 

T otok Hartanto 
NIM 500644986 
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DENGAN KEPALA SEKSI LELANG 
(Tanggal24 Maret 2016 jam 16.00 di KPKNL Pangkalan Bun) 

1. Apakah Pak: Wasis pemah mendapatkan atau mengetahui tentang sistem 

pengendalian intern dalam bentuk sosialisasi atau workshop? 

lya pernah, di internal kantor melalui sharing knowledge oleh kepala kantor 

dan kepala seksi kepatuhan internal 

2. Apakah Bapak pemah mengetahui PP no 60 tallUn 2008? 

Kalan membaca langsung belum pemah ~ point-pointnya saJa yang 

diketahui 

3. Apakah Bapak mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan pengendalian 

intern tersebut? 

Untuk memberika early warning system terhadap kegiatan yang kita 
laksanakan. Pengendali level tingkat I, jadi sedari awal kita mengetahui 
apakah pekerjaan kita telah dilaksanakan denban baik dan benar, sesuai 
dengan aturan atau belum. Kemudian meminimalisir resiko sehingga 
pekerjaan kita tidak memberikan resiko negatifbagi kantor. 

4. Menurut Bapak apakah di kantor ini sudah dilaksanakan secara konsisten atau 

tidak? 

Kalau saya dari seksi lelang, masalah kita adalah risa.lah lelang yang 
merupakan masalah teknis dan memerlukan ketelitian dan kecermatan 
terhadap dokumen yang jumlahnya cukup banyak sehingga dengan SPI ini 
sangat membantu bagi kami terutama untuk meminimalisir produk risalah 
lelang yang sering terdapat kesalahan, selain itu juga terhadap alur kerja dan 
SOP yang sesuai dengan kementrian dan irjen, sehingga sistem pengendalian 
ini sangat bennanfaat bagi kami 
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5. Apakah menurut Bapak sumberdaya man usia disini sudah mampu untuk 

melaksanak:an sistem pengendalian intern baik itu di lelang maupun secara 

keseluruhan di kantor KPKNL? 

Kalau tahun 2015, kami masih merasak:an adanya kekurangan karena seksi 
Jelang itu ada 3 hal utama pekerjaan yaitu: meJaksanakan JeJang, 
menatausahak:an Japoran-laporan lelang, dan mengadministrasikan dokumen 
risalah lelang dan salinan-salianan. Kemudian untuk tahun 2016 kita 
mendapapat satu tambahan staff sehingga untuk pengendalian internal ini 
sumberdayanya disiapkan untuk mensupport berjalannya pengendalian 
internal terutama mengenai kelengkapan dokumen dan syarat-syarat 
pengendalian internal 

6. Berarti sebelumnya sumberdaya manus13nya kurang, dan sekarang sodah 

mencukupi? 

Iya, sebelumnya kami memberikan masukan kepada kepala kantor babwa di 
seksi ini kan merupakan pertahanan pertama, jadi kalau dari seksi nya kurang 
memiliki sumberdaya atau tidak: di dukung dengan semberdaya maka untuk 
pertahanan pertama sudah langsung jebollkedodoran maka untuk pertahanan 
selanjutnya akan lebih sulit lagi. 

7. Berarti dengan adanya tambahan staff di tahun ini harapan nya bisa Jebih 

terkendali dan bisa melak:ukan tugasnya? 

lya 

8. Sebelum adanya penambahan sumberdaya manusia disini berarti terkendala 

sistem pengendalian internal ini? 

Iya 

9. Masalah sumberdaya informasinya pak, informasi yang masuk dan mendukung 

sistem pengendalian baik itu peraturan atau pen getahuan bisa langsung 

update? 
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Beberapa ka1i kita menghadapi kenda1a misalnya risalah pasca lelang itu kan 
volumenya banyak beberpa waktu lalu itu ada pembaharuan dan memang kita 
menga1ami keterlambatan update, namun hari ini sudah ada penyempurnaan 
sehingga rekan-rekau bisa bekerja dengan jaringan internal jadi antara seksi 
lelang dan seksi KI dapat saling membagi data, sharing aplikasi dan laporan. 
Untuk tahun 20 15 cukup baik, namun disempurnakan lagi di tahuu 2016 ini 
sehingga untuk informasi yang tersedia itu kami rasakan mencukupi dan 
memadai. Sehingga apabila ada informasi barn terkait dengan SOP dan sistem 
pengendalian iui dapat kita update dalam waktu yang relatif cepat. kemudian 
ada juga rekan-rekan disini menggunakan sarana media sosial terutama untuk 
informasi antar KPKNL dan juga dengan KANWIL 

1 0. Kalau dari segi kemampuan, sumberdaya manusia disini baik di seksi Jelang 

maupun secara global dalam melaksanakan SOP? 

Kalau kemampuan saya rasa sudah memadai , mungkin untuk penyempurnaan 

saja masalah laporan di iutensifkan dan diaktifkan untuk penggunaan jaringan, 
agar lebih cepat sarana dan prasarana nya juga harus didukung. 

11. Selanjutnya masalah disposisilsikap, di lingkungan sini bagaimana sikap 

pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas dan da1am sistem pengendalian, 

apakah mereka mendukung atau misalnya kasi nya saja yang melaksanakan 

sedangkan yang lain cuek atau tidak mengil"Uti pmsedur untuk pengendalian? 

Jadi sistem pengendalian ini kan merupakan sarana atau a1at yang bertujuan 
membenK.an servis atau pelayanan yang baik kepada stakeholder/ costumer , 
kalau SPI ini tidak jalan pasti para pengguna jasa akan komplain, jadi saya 
menimbulkan kesadaran kepada mereka bahwa pentingnya SPI ini untukan 
kepuasan pelanggan, dengan diberikan pengertian tersebut sikap dari mereka 
adalah mendukung, jadi kita beri motivasi sehingga para staff mendukung dan 
menjalankan SOP dengan baik. 

12. Adakah tata cara a1iran pekerjaan disiui yang tidak sesuai dengan sistem 

pengendalian atau tidak sinkron dengan sistem pengendalian? 

Saya kira tidak ada, karena mereka semua mendukung jadi semua pekerjaan 
yang di kerjakan staff akan naik ke kepa1a seksi dan naik lagi ke kepala 
kant or. 
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13. Dari SOP ini kira-kira ada tidak yang tidak meodukung tata cara aJiran 

pekerjaan ini? 

Tidak ada 

14. Dengan organisasi? 

Tidak ada juga karena sudah di dukung dengan sarana dan prasarana yang 

baik 

15. Adakah aturan dalam bidang lelang yang mungkin belum ada yang dapat 

menyebabkan pekerjaan ini menjadi terhambat atau membuat terdinya 

kesaJaban dalam mengerjakan tugas, atau ada masukan? 

Peraturan ini kan sudah di atur, tapi memang kemarin ada bagian yang kurang 
jelas terutama mengenai masalah batas waktu penyelesaian dokumen­
dokumen risalah lelang. Tapi sete1ab kita sampaikan ternyata orgauisasi 
merespon. 
Kesimpulannya sampai sekarang ini di rasa aturannya sudah cukup jelas. 

16. Membahas mengenai temuan irjen, ada beberapa temuan tentang 

Jelang.Pertahanan pertama, dimana pengendalian itu cuma sampai kepala seksi 

saja, berarti disini kepala kantor punya keterbatasan daJam memantauf 

mengendaJikan pertahanan pertama tersebut, menurut Pak Wasis bagaimana? 

Pertama harus kita pahami dulu bahwa kepala kantor membawahi seksi yang 
cukup banyak seperti lelang, piutang,PKN dan penilaian itu yang teknis 
kemudian seksi pendukung yaitu umum, KJ, ID. Berarti disini kepala kantor 
merniliki banyak tugas yang multi dimensi. ltu juga tidak terlepas dari 
organisasi DJKN yang bisa dibilang gado-gado, jadi mau tidak mau kita 
memang barns rnelapor kepada kepala kantor apa yang sudah kita kerjakan 
sudah sesuai dengan SOP yang ada di seksi kita rnasing-masing. Atauu 
mungkin begini bisa dengan memberdayakan sekretaris atau membuat 
aplikasi yang memberikan informasi detaiL 
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I 7. Kalau pemantauan Kl selama ini kan pasca kegiatan, bagaimana cara kepa)a 

kantau memantau kegiatan yang berlangsung? 

Mungkin bisa dibuat tampilan progress dari setiap kegiatan, itu kan bisa 
membantu pimpinan mendeteksi pekeijaan-pekerjaan yang seharusnya sudah 
dilaksanakan/dilaporkan, tetapi belom dilakukanldilaporkan. Jadi dengan 
timeline progress report kegiatan tersebut. Jadi itu saran saya untuk dibuat 
progress report mulai dari awal perkerjaan itu. 

I 8. Dikantor ini kan ada sek:si K1 yang memantau pasca pelaksanaan pekerjaan~ 

dimana evaluasi tentang SPI ini dilakukan setiap akhir tahun, beberapa tahun 

ini hasilnya efektif, tapi pemantauan KI disini kan sifatnya hanya atribut., 

bukan substansial. Bagaimana menurut Pak Wasis, apakah evaluasi tersebut 

cukup objektif? 

Kalu memang aturannya dirancang seperti i~ maka bagus juga seperti itu.. 
Seperti lelang ini kan ada bagiannya juga di KANWIL, jadi mereka ituJah 
yang memberikan korek:si kepada kami nterhadap hal-hal yang bersifat 
substansial terutama masalah risalahh lelang, laporan-laporan yang bila ada 
kesalahan. Bila ada yang masalah dengan atribut ada bidangnya sendiri, saya 
rasa memang bagi-bagi tugas seperti itu. Jadi menurut saya sudah cukup, b1ar 
tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan, kama di KANWIL juga ada bidang 
lelang. 

19. Selama ini dari KANWIL dalam pemeriksaan-pemeriksaan itu ada kontribusi 

tidak? 

Saya rasa ada, terutama dalam risalah lelang dan laporan-laporan hila ada 
yang salah selalu ada koreksi dari KANWIL dan itu sudah berlangsung. 

20. Menurut Pak Wasis cukup K1 saja yang melakukan evaluasi SPI, sudah cukup 

objektif melakukan SPI di kantor? 

Iya 
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21. Menurut Pak Wasis lingkungan pengendalian di kantor ini mendukung SPI? 

Mulai dari integritas, nilai erika pegawai, prilaku pega\\<ai? 

Cukup mendukung, terutama dari tingkat pimpinan, kepala seksi sampai ke 
pelaksana menurut saya cuk'Up kondusif untuk menjalankan SPI ini karena 
semua tingkatan itu mulai dari pimpinan sampai ke pelaksana memahami 
pentingnya SPI tersebut 

22. Kalau mengenai integritas, etika itu pemah di sosialisasikan tidak? 

Pemah, dalam acara morning call, atau dalam kegiatan kesebarian 

23. Penting tidak kompetensi setiap pegawai? 

- Penting, karena dalam menjalan kan SPI ini perlu kemampuan pemahaman 
terhadap hal tersebut,. sehingga perlu kompetensi dari pegawai. 

24. Apabila ada pegawai yang kemampuannya lllfang, apakah mendapat perhatian 

untuk peningkatan kompetensi nya itu? 

Iya diperhatikan. Setiap pelaksana kan tidak mungkin memiliki kompetensi 

yang sama, bila ada surat dtldat bisa kita berikan atau memalui sharing 

knowledge. Kalau di seksi lelang ini kita memberikan pekerjaan sesuai 

dengan porsinya. Kalau mungkin memiliki kemampuan lebih, kita berik:an 

porsi peketjaan yang lebih. 

25. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran mungkin ada pemberian sanksi tidak? 

Seharusnya diberikan, tapi selama ini karena kita meugacu kepada ketentuan 
yang ada maka belum ada pemberian sanksi, mungkin pelanggarannya yang 
ringan-ringan jadi bisa diberikan pembinaan secara lisan 

26. Tentang penilaian resiko Apakah sasaran unit ketja sudah di berikan secara 

keseluruhan? 

Sudah 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 210 

         42387.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

27. Menurut Pak Wasis apakah ada mekanisme untuk mengatur perubahan yang 

kemungk:inan mengalami perubahan, menurut Pak Wasis dengan keadaan dan 

kemampuan yang sekarang ini apakah mereka siap atau syok, kan ada rencana 

reorganisasi? 

Sesuai dengan aturan kementrian keuangan, kan bisa kita komunikasikan dan 
menekankan kepada semua muali dari eselon 1 ,2,3,4 sampai ke pegawai 
bahwa apabila sekarang bekerja di bidang Lelang jangan mengarapkan besok 
atau seterusnya berada di bidang lelang. Dengan begitu ya di paksa, siap gak 
siap yaa barns siap, kalaupun ada yang tidak siap yaa hams disiapkan. 

28. Masalah kinerja, dengan Bapak yang sudah di sini selama 4 tahun berarti mulai 

dari tahun 2012-2015 bagaimana kinerja lelang, apakah selalu mengalami 

peningkatan, kalau target memang selalu meningkat ya, bagaimana dengan 

pencapaian? 

Jadi kalau lelang itu kan transaksi jual beli yaa, antara penjual dan pembeli, 
nab posisi lelang dsini kan tidak menjual barang dan tidak membeli barang, 
kita berada di tengah-tengah. Dengan kondisi seperti itu sangat sulit bagi kita 
untuk memprediksikan setiap tahunnya basil Jelang akan meningkat. Dengan 
demikian berarti lelang disini mumi pelayanan beda dengan pajak, yg mana 
disana berhubungan dengan proses pembangunan yang otomatis juga 
targetnya selalu meningkat, logikanya pembanguan selalu meningkat maka 
jumlah pajak juga sernakin meningkat. 
Kalau lelang ini memang sangat sulit di prediksi, trend nya bisa naik, bisa 
turun setiap tahun, namun demikian basil dr lelang ini terns meningkat. Bila di 
tarik garis rata-ratanya akan selalu naik dan mencapai target. 

29. Berapa kemaren target lelang tahun20l5? 

5M ... 

30. Evaluasi terhadap pencapaian IKU? 

Sudahada 

31. Perlindungan bagi pegawai yang memberikan informasi yang negatif atau ada 

temuan atau ada pegawai yang melihat ada kecurangan di seksi ini atau di 
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seksi lain, menurut Pak W asis itu ada perlindungan atau tidak baik itu dari 

seksi itu sendiri atau dari seksi KI? 

Kalau itu kita ngikuti ketentuan dari kantor pusat bahwa terbadap pega\\'ai 
yang memberikan informasi hal-hal yang negatif tapi untuk kepentingan 
organisasii yang lebih baik akan diberikan perlindungan. Jadi kalau 
informasinya benar, bisa diklarifikasi dan memang benar teljadi itu bisa dapat 
perlindungan. Asal bukan orang sembarang ngomong saja, harus dtbuktikan 
juga kebenarannya,jangan sampai nanti terjadi keributan atau fitnah. 

32. Menurut Pak Wasis apakah ptmpman kerja me-revtew pelaksanaan 

pengendalian? 
lya mereview 

33. Apabila ada rapat-rapat internal atau komunikasi atau pemantauan atau 

mereview, ada ...... ? 

Iya. Kan fungsi kepala kantor kan memegang kendali dan mengendalikan 
kantor terhadap semua kegiatan kantor, jadi menurut saya pengendalian ini 
selalu dijalankan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

34. Menurut Pak Wasis kendala apa yang ada di seksi leJang sekarang? 

Kendala di lelang sekarang ini yang ada di era modern, kita banyak 
menjalankan beberapa banyak aplikasi, dan mungkin kalau di masalah 
pengendalian ini tidak ada masalah, tapi kalau dari internal kita itu aplikasi 
yang mau gak mau hams J...ita kerjakan yaitu meng-input semua kegiatan, jadi 
kalau lelang itu ada apJikasi lelang by email, aplikasi laporan lelang,dan 
aplikasi untuk tayangan untuk lelang tertentu, nah masalahnya dengan 
frekuensi lelang yang banyak ini mengurangi tingkat ketelitian, kendalanya itu 
saja hila terkait dengan jumlah berkas yang harus kita selesaikan. Dengan 
adanya sistem pengendalian itu kita dapat mengetahui hal-hal apa yang 
lrurang atau kesalahan-kesalahan apa yang kurang dalam pelaksanaan kerja 
terutama Jelang. 
Kalau tentang peraturan ada beberapa yang teknis tapi itu bisa kita selessaikan 
misalnya pengenai ketentuan penghapisan lelang itu kan sering mengalami 

perubahan, kewenangan menerbitkan sk penjualan itu kadang diserahkan oleh 

pengguna. 
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Jadi yang pertama masalah volume pekerjaan, yang kedua itu terkait dengan 

aturan-aturan yang menyangkut lelang tetapi secara tidak langsung yang 

sesuai dengan juknis lelang. 

35. Dari infonnasi kejadian-kejadian masalah lelang, perturan lelang ini mast 

lemah, mongkin masih banyak peraturan-peraturau yang lama, padahal 

sekarang uda tahun berap~ kejadian yang di denpasar dan kejadian 

pengeluaran sekurity, bagaimana menurut Bapak? 

- Kalau yang di denpasar itu yaa itulah resiko pekerjaan, bahwa apa yang kita 
nyatakan benar tapi orang dari instansi lain itu menyatakan itu tidak benar. 
Karena peraturan yang lemah, belum seragant, belum pasti. Ketidakpastian itu 
memberikan kekhawatiran kepada pejabat lelang. Y aa itu harus dikoreksi 
JUga. 
Kalau sekurity paper kejadian itu kita ambit kesimpulan bahwa ternyata 

aplikasi atau mekanisme sekurity paper yang dalam persediaan itu, 
sebenemya udah jelas mengenai persediaan, berarti hams di pertajam tentang 

pengendaliannya itu apakah sudah benar dilakukan antara seksi Ielang dan 
kasubag umum. Kemudian kalau masalah kejahatan yangg dilakukan dengan 

salah satu pegawai itu ya tanggung jawabnya sebagai person, kita sebagai 

organisasi hanya bisa memagari supaya kejadian ini tidak terjadi atau tidak 

terulang atau meminimalisir orang untuk melakukan hal tersebut 

Pangkalan Bun, April20l6 

Peneliti, 

T otok Hartant 
N1M 500644986 
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TRANSKRIP HASIL W AW ANCARA 

DENGAN KEPALA SUBBAG UMUM 
(tanggal24 Maret 2016 jam 10.00 di KPKNL Pangkalan Bun) 

B. Pertanyaan-pertanyaan yang berhubugan dengan variabel implementasi 

kebijak:an publik sistem pengendalian intern menurut teori implementasi 

George C. Edward III. 

1. Menurut Pak: Jamal bagaimana implementasi kebijak:an sistem pengendalian 

intern (SPI) di KPKNL Pangkalan Bundilihat dari variabel komunikasi? 

a. Apak:ah Pak: Jamalmengetahui kebijak:an SPI? 

belum pernah membaca Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 
tentang sistem pengendalian Intern Pemerintah dan mendapat sosialisasi 
yang utuh mengenai sistem pengendalian intern. 

b. Apakah Pak Jamalmengerti mak:sud dan tujuan kebijak:an serta fokus 

utama kebijak:an SPI? 

Saya rasa mak:sud dan tujuan SPI klo gak: salah tuk mencegah agar 
pekerjaan kantor tidak melenceng keluar dari jalurnya atau pekerjan sesuai 
dengan SOP dan tidak: ada kesalahan yang fatal dalam melaksankan 
pekerjaan_ 
Klo fokus utamanya mungkin ya . .integritas, etika pegawai dan 
pelaksanaan SOP. Mungkin itu. Klo pastinya kudu baca dulu. 
Apak:ah pegawai di KPKNL Pangkalan Bun mengerti tentang 
pengendalian intern Pak. .. ? 
Saya rasa pegawai juga belum banyak: mengerti tentang apa itu 
pengendalian intern itu sebenarnya. Bagi mereka pengendalian intern 
adalah apa yang dilakukan oleh seksi kepatuhan internal 

c. Apakah menurut Pak Jamal ada koordinasi yang baik antar pelaksana 

kebijakau? 
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Menurut saya sifat ke.rja di DJKN yang heterogen kaya holding dan itu 
tidak sating nyambung antar seksi, jadi koordinasi antar seksi yang beda 
itu sedikit. Klo seksi pendukung seperti umum, KI dan HI Jebih banyak. 

2. Menurut Pak Jamal bagaimana implementasi kebijakan sistem pengendalian 

intern (SPl) di KPKNL Pangkalan Bundilihat dari variabel sumber daya? 

a. sumber daya manusia mencukupi dan kompeten? 

Klo masalah sumber daya manusia kita kurang., mas . .karena masih ada 
seksi yang pegawainya hanya satu. Dan dipelayanan seperti PKN kurang 
juga khususnya waktu rekonsiliasi. PN juga kurang., karena mereka butuh 
pegawai yang mengerti tentang komputer atau menajlankan aplikasi, 
sedangka pegawai di PN kurang bisa menguasai aplikasi komputer. 

b. Pengetahuan lmplementator? 

Menurut saya pengetahuan pegawai untuk menjalankan pengendalian 
intern saya rasa cukup bisa, karena peraturan di DJKN saya rasa sudah 
jelas dan banyak yang mendukung pengendalian intern. Cuma kita belum 
mengerti secara mendalam apa itu pengendalian intern yang sebenarnya. 
Apa yang harus kita lakukan dalam pengendalian intern itu sesungguhnya 

c. Sarana dan Prasarana? 

Klo sarana dan prasarana di KPKNL Pangkalan Bun sudah sangat 
mendukung pelaksanaan ke.rja mas .. kantor ~ mobil banyak, motor jg., 
komputer memeng agak kurang tapi dalam waktu dekat akan datang 
komputer berjumlah 16 PC dan 9 laptop. Jadi setiap pegawai akan 
mendapat satu komputer. Dan dengan dengan sarana dan prasarana yang 
lengkap itu kita diikutkan dalam loba kantor percontohan mas .. semoga 
menang. Tinggal inovasi yang kita perlu adakan hair kita menang. 

3. Menurut Pak Jamal bagaimana implementasi kebijakan sistem pengendalian 

intern (SPl) di KPKNL Pangkalan Bundilihat dari variabel 

disposisilkecenderunganfsikap? 

a. Preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator? 

Klo menurut saya pegawai mempunyai penilaian yang pada awalnya 
kurang merespon adanya pengendalian intern, karena mereka seperti 
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mendapat tambahan tugas barn untuk: ngasih data ke bagian Kl. Klo 
masalah pengendalian intern, karena mereka tidak mengerti jadi mereka 
tidak sadar akan pengendalian intern dan mengertinya mereka adanya 
pengawasan melekat dari atasan saja. 

b. Kesediaan untuk melaksanakan kebijakan? 

Y a itu tadi, kita sepertinya melaksanakan aja pengawasan melekat yang 
sekarnng sepertinya berubah menjadi pengendalian intern~ ya .. dengan SOP 
yang ada kita awasi pekerjaan kita agar tidak salah dan tidak lewat waktu. 

c. Dukungan terhadap kebijakan? 

Pegawai KPKNL pada dasamya selalu mendukung suatu kebijakan~ 
namun klo mereka tidak didorong atau dikasih tau terns, mereka akan 
santai. Kidu ada yang memantau atau menyebarkan. Klo sekarang dengan 
adanya W A jadi mudah mnyebarkan informasi. 

4. Menurut Pak Jamal bagaimana implementasi kebijakan sistem pengendalian 

intern (SPl) di KPKNL Pangkalan Bundilihat dari variabel struktur birokrasi? 

a. Adanya tata aliran pekerjaan? 

Klo pekerjaan di bagian umum lancar aj mas alirannya. Mungkin di seksi 
lain juga demikian. 

b. Koordinasi yang baik dalam organisasi dan diluar organisasi? 

Koordinasi juga say a rasa baik juga. Pelayanan kita baik kepada pihak 
luar. 

c. Kejelasan aturan dalam organisasi? 

Aturan saya rasa juga sudah san gat mendukung. 
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Demikian pedoman wawancara ini disusun sebagai acuan daJam mendapatkan 

data dari infonnan_ 

Pangkalan Bun, April2016 

Peneliti, 

Totok Hartanto 
NIM 500644986 
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Lampiran 3: Pedoman Reviu Dokumen 

PEOOIIAN REVIU DOKUIIEN 
EVALUASI PENGENDAUAN INTERN TINGKAT ENTITAS 

UNIT KERJA : KPKNL Pangkalan Bun 
WAKTU UJI : 1 Maret sd. 15 April 2016 
NAMA PEMANT AU : T ofok Hartanto 

A. LJNGKUIKWt PEJIGENDAUAN 

a Apaah telah dilaklMI sosialsasi yang 
memadai tenlang kewajiban, &angan, .m 
sanksi dalam kode. danlalau allnn 
perilaku lainnya, tannasuk kepaia ~ 
baru? 

c. Apakat pin1Mnan unit kerja rnetmerbn 
sanksi kepada ~yang memgg. 
kode elil danlalau all.r.ll periaku laimya? 

cL ApUh jumlah pejabat/pegalra dalam suati 
urit kaja telah sesuai denga1 anaisis beban 
kaja? 

panduan, penilaBI, dM pelaihal k:epada 
pegawai ooUt mernas&an kelepaan 
pelaksanaan pekerjaa1, mengwangi 
kesalahpahaman, sata mendorong 
berktJrar91ya tindakan pe&1ggaran? 

Hasl EvaUasi 
Dokurnal ~ya~glliMI Rariu DdlunBI Kelaial(jiii 
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1 ........ tam .. perbedat riara ldiBja 
yang diclpli ....... ldnerja yang 
eli~ serta manglronulikasilum 
pelbedaanflnebutllepadatngW ....... 

a .Apakcit Wah dilahUI perbEitdilgcwlcmn 
kinelja yang diencanakan dengan ki18lja 
ymg dicapai seiap pegawa? 

a uritkelja telah melak~ 
evalJasi as pencapcian ~ Kinerja 
Utama? 

b. .Apakcit ada 1i1dalt tcqut as perbedaan 
capaBt ki1elja dengcm kinelja yang 
direnc:anakan? 

l Adlnya peniahal-. pemb..,_ tugas 
kepada pilgk yang berbeda untuk ...,...nngi 
risiko ............. tindakan yang ... 
layak 

Apakal flin1Jinan ll1i kelja telah ~ 
pemiscNn klgas (~ ofciJiies) unlaA: 
mengtr.ll1gi risiko Bjadinya kect.rc11ga1 alau 
&ldakan yq idak layak? 

4 Peniaalasanabes 

akses alas aset dan aplkasi yq dimiiki? 

5 Adanya .......... otorisasidan ........... 
terhadap transabi dan kejadian penting 

Apatah tDt kelja Wah memiki mekanisme 
oiDrisasi dan perselltJan (~alas transalrsi 
dan kejacicm penlilg? 

UNIVERSITAS TERBUKA 
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2 lnfonnasi tanediabagi orang yang tapat ..... 
rincbn yang cullup dan tepatMIIdu 

ApEh inbrnasi yang diperllkan bagi onmg 
yang lepat dalam fi1cial yang ct*up dcm lepat 
wak1u? 

ApcUh dala yang penfng dalam sistem ilfonnasi 
ci-back up secaa ruin? 

Apakah tanlapal saban k011Ulikasi baik ke alas 
ll1ill.lfU1 kepata seUm bagim cxg;Wsasi 
mengenci: hal yang idak di1ampka1 terjali dalam 
pelakscnBI tugas beserta penyebab dcm usulan 
perbaMw1ya, inbtuasi yang negalif, perilaku 
yang tidak bela, alau penyimpangan? 

I Adanya f8IPOII yang tapawaldu tarhadap 
lronunibsi yang dbrima dari pengguna, 
ralranan, dan pihak ebtemallainnya 

b. ada sniBgi pelakscnBl dal jatlral 
kegiatan konuikasi dan inbmasi? 
(Mnplan, ;.twa delil seiap tallll1) 

ApcUh terdapat prosedur yang me11 ajibka1 
J1in1inan ooi kerja untuk mereviu pelaksanaan 
pengenda&t? 

UNIVERSITAS TERBUKA 
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Lampinln 4: Kertas Kerja Reviu. Dokumen 

KERTAS KERJA REVIU DOKUMEN 
EVALUASI PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTrTAS 

UNIT KERJA : KPKNL Pangkalat Bun 
WAKTU WI :1 Maretsd. 15April2016 
NAMA PEMANT AU : Totok Ha1anto 

A. Lt«;KUNGAN PENGENDAUAN 

1 lnlagritas, nilai etika, dm periaku etis 

a. Apakah Ieiah dilakt.*m sosiaisasi yq 
memadai tenlang kewajital, kr.w1gal, da1 
sanksi daliln kode etik danlalau aUan 
perilaku lailnya, 1flnnasuk kepada pegCMai 
tau? 

c. Apakah Jin1linan unit kerja ~ 
sanksi kepada pegawai yang n8anggar 
kode eik danlalau atuan pen"laku lainnya? 

b. Apakah l.l1it kerja menyelenggaakan 
pelaliihan da1 pembimbingan ldJk 
~kan da1 meningkalkan 

b. Apakah pi,._. unit kerja rneriMDan 
pandua1. penilaian, da1 pelalia1 kepada 
pegawai Will& rnemastbn ketepalan 
pelaksanaan pekecjaan, mengtnngi 
~. ser1a rnendorong 
berk1r.l1gnya indakat pelanggcml? 

SK pengenall'l SCI'1ksi 
terhadap saWt salu 
pegawai 

v 
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1 ldallilibii tarbadap perbedaan anlin llinerja 
yang dic:aiMi dengan ldnelja y.wg 
dinnc:anMan serta menglronamillaaikan 
perbedaan tenebut kepada tingllal pinlpinan 

UNIVERSITAS TERBUKA 

~SKPdanNKP 
tiap1ahun 

b. Apakallaporan pencapaian kilerja EWl lapolan SKP dim t«P v 
~ flapatwakfu kepada pimpinan? 

2 E-.- alas perbedaan capaian Ut8lja dan 
pelaksanaan tindakan petbaikan yang 1lapat 
sertalllp&waldu 

a Apakah ooit kerja Wit! melaksaraa~ 
evakJasi atas pencapaian lndbU KinEIIja 
Utana? 

b. Apakah ada findak lanid mas perbedalm 
c:apaBl kilerja dengan kinelja yang 
cira1Ca18kan? 

3 Adanyapemisahan ........... tugas 
kepacla pihak yang berbeda unluk ......... 
rililro kecur.IRgan atau indakan yang ldak 
layak 

Apakah~unitkerjate!M ~ 
penisahan 1ugas (~ ofdra'ies) mtuk 
mengl.lfimgi risiko 1eljadinya kear.mga1 alau 
~yang tidak layak? 

Apakah witkerja felah rnengahrpenDatasan 
akses alas aset dan apik.asi yang cinilki? 

5 Adanya ........... obiusidan .......... 
........ b•asabi dan keiadian paling 

meniliki rnekCI1isme 
obisasi dan~ (~alastransaksi 
dim kejai..-. penting? 

Apakah pelasataCW~ kegialan Wit! dDJtung 
dengan ck*umentasi yang a*a., dim flapat 
wakfu? 

undangal rapalEnlalg v 
evakJasi Capaian Kinerja 
tBnnast& IKU 

undangaiiCipllEntang v 
evakrasi Capaian Kinerja 
tBnnast& IKU dan nolllen 
~..,at lllliL* fi1dalt l!qut 
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2 lnfonnasi flnedia bagi orang yang tapat 
dalam rinc:im yq cukup dan tepatwaldu 

.ApEh inbblasi yang dipeiUan b9 orang 
ymg Epal dalam rincian YM9 a*up dal tepct 
-*lu? 

5 Telah .._... rancana pemu.,._ pusaldala 

utama .... t8ljadi baiCOIIta 

Apakah dala yang pentilg dalam sistem infonnasi 
di-back up secara rutin? 

6 Tenllpatllonulikasiymg efaldifrnengaui 
tug• dan tanggungjawab.,........... yang 
diniliti oleh masing-masing pihak 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Apakah Bdapat sak.lran k0111Jrikasi baik ke alas Email kanklr, SMS v 
maupun kepada seltruh bagian aganisasi pengaduan, kotak saan 
mengenai:: hal yang tidak dilaaptm Erjati daBm 
pelaksancat \.~gas beserta penyebab dal usulill 
pelbaikannya, iobmasi yang negaif. perilaku 
yang tdakberB, atau ~? 

• Many. respon yang tepatwaldu lahadap 
lranulibsi yang dilerima dari pengguna, 
....... dan pihak ebtemalllinnya 

b. Apaka1 ada straEgi peiakscmcH~ dal jadwal 
kegialal k011U1ikasi dm infonnasi? 
(woltpiCI'l. ja:twal detil setiap talul) 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

Lampiran 5: Pedoman Observasi 

PEDOMAN OBSERVASI 
EVALUASI PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS 

UNIT KERJA : KPKNL PC11QkaiC11 Bun 
WAKTU UJI : 1 Maretsd. 15April2016 
NAMA PEMANT AU : Totok Hartanto 

ApEh unit kerja felah mengalur penDcasan 
akses alas aset dan aplkasi yq cinilki? 

~ inbmasi yang diper\Dn bagi ormg 
JCI19 tepat dalam rincian yq ~ dan tepat 
wakiu'? 

4 T enlapatulunn lronulillasi unluk 
lll8laporiiM adanya dugaan pelangpillll 
keldaldllp._ ct. infonnasi neplf 

maL!Iitg'l sebi cfaa J3b .....,_ 
~ l.dcasi: Bagiiln Unun. 
R~ Telall c1iW*m penDagia1 
kaja yaJg ~adanya fildallm 
lidaklayak 

Tugas Akhir Program Magisler{TAPM} 224 

         42387.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



a. Apakah tenlapat perindll'lpl bagi pegaEi 
yang rnenyan.,aka~ informasi yang negaif, 
perilaku yang idak benar, alau 
~? 

b. Apakah .. alat k0111Jnicasi efeldif yang 
menginbmasbn haHtal pentng kepada 
sebuh pegawai? 

& Admya AllpOII ymg tepatwaktu ....... 
........._ ymg clterima d.t pengguna. 
nlkanan, d .. pihak ekstemallainnya 

a. Apakah terdapatsaban konuaiasi yq 
Erbl*a dan efeldif denga1 masyaakao 
reltanan, konsulfan, dan apart pengausan 
intern pemeliltah serta kebn1Jok laimya 
yang bisa ~ I118Ual yang 
signilital tertaiap kuaitas pekiyaa~ unit 
kerja? 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Obyelcldalt~, SMS 
~ dilnermi~. lolc:asi: 
Sebi Kl. RangUaan: Sebi I(J 

~klgassalahsablya 
matgalola Jll!ll!PIU;m 

Obyelc Nota Dinas, Email dan Sosial 
media sepeli WA. Lolasi: I<PKM. P &II. 
Rilllf#amm: m~'*IIIIIIJIIIIIill 
ilixmasi se1a1t memu N>, emai.Mia 
lebiJ efBIIIif melalui soaill media,... 
WA 

Obyek: Sakal larunirai lalllrsepeli 
lelepon llantlr, emai. Lollasi:: selln!laris 
dan llllbbag Unun. Ranglunen: Tetlh 
di9eciakan saban llllnulia!i .......... 
~iai nasullaD meliiUi lelepon 
kantlr at;qut enaJ 

v 

v 

v 

T ugas Akhir Program Magister {T APM) 225 

         42387.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

Lampiran 6: Kertas Kerja Observasi 

KERTAS KERJA OBSERVASI 
EVALUASI PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS 

UNIT KERJA : KPKNL Pangkalm Bun 
WAKTU UJI : 1 Maret sd. 15 April 2016 
NAMA PEMANT AU : T otok Hartanto 

penisahcl11ugas (~d~} liU 
mengtmlgi risito tajadinya kecll'a1gaa alau 
tindakan yang tidak lay&? 

2 p........., abestarhDp dokuman, 
cata1an, aset, data, dan aplbsi 

unit kelja telah mengaU 
akses alas aset dan apikasi yang cinilki? 

masing2 dan J:Jb .. ...,.ian 
pegallai lollasi: 8agiln Unun. 
Ralgbllat:TIM...._.pa,.,..... 
lrajay.mg~adanya~ 
idaklayak 

v 
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4 T enlapatsaluran lronlmikasi untuk 
melaponan ....,_dugaan pea...-1111 
kltidaldepaa dan infonnasi negalf 

a Apaltah Bdapatperindoogat bagi pegaEi 
yang menyaqJaikan infonnasi yang negaif. 
perilaku yang tdak bena", aau 
~? 

b_ Apaltah ada alatkomuniasi efeldifyang 
menginfcnnasika hal-hal pentng kepada 
setuuh pegaMi? 

UNIVERSITAS TERBUKA 

pengacbm cBI8IIIIil pengacbm_ Lollasi: 
Sebi KJ_ Ranglaman: Selcsi Kl 
~ ... stisablya 
IIIE!I1gltil pengiOiaa 

Obyek: Nola onas. £mai cBI Sosial 
lll8lfB SBp8li WA. Lolai:: KPKM.. P Bell_ 
~ ~m'*ll!lllyl!llalbn 
inbmasi sea. melaU Nl. emai.juga 
lebil ei1lllif melalai--madia SBp8li 
WA 

y 

y 
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Lampiran 7: Gambar 

Gambar 1 
KPKNL P ANGKALAN BUN 

KPKNL Pangakalan Bun terJetak di Jalan Sutan Syahrir No. 46 Pangkalan Bun 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

Gambar2 
SARANA DAN PRASARANA 

Ruang Area Pelayanan Terpadu (AP'Ij 

Aula 

Ruang Rapat Keci1 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

Ruang Koosultasi 

Kendaraan Kantor 
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Gambar3 

INFOR.MASI DAN KOMUNIKASI 

Visi dan Misi 

Motto KPKNL Pangkalan Bun 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

Bagan Prosedur Pelayanan 

Kios K (infonnasi tentang pelayanan dll) 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

Foto Wawancara 

Wawancara dengan Kepala Kanwil DJKN Kaselteng 

Wawancara dengan Kabid Kim 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

Wawancara dengan Kepala KPKNL Pangkalan Bun 

Wawancara dengan Kepala Seksi Lelang 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

Wawan.cara dengan KepaJa KPKNL Pangkalan Bun 

Wawancara dengan Kepala Seksi Lelang 
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Gambar4 
BuJru Salru Kode Etik: 

Gambar5 
Daftar Barang Rnangan 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

Gambar6 

Buku Saku Pedoman Teknis Pendampingan 
Dalam Dugaan Tindak Pidana 

Di Lingkungan DJKN 

Gambar7 
Rapat Morning call 

_,.,.......,.-----: ....--- ------... 
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